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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah was syukrulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan

kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmatNya, Buku Bunga
Rampai “ PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA: MENGURALI
PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 17 ini dapat
tersusun seperti yang diharapkan. Penyusunan buku ini dilandasi oleh
kecintaan pada dunia pendidikan di Indonesia dengan segala keunikan dan
problematikanya, dan pandangan akan pentingnya pendidikan bagi

pembangunan manusia Indonesia setiap daerah.

Keberhasilan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan

berbagai pihak, oleh karena itu, melalui kegiatan ini kami ingin

menyampaikan terimakasih kepada:

1.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
yang telah memberi dukungan pendanaan melalui Keputusan
Rektor UM nomor 4.3.13/UN32/KP/2021 tanggal 4 Maret 2021
tentang Pemenang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber Dana PNBP UM Tahun 2021, dan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2021 Nomor 5.3.497/
UN32.14.1/LT/2021

Para mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan Biologi
FMIPA UM Angkatan tahun 2020 yang berhasil menyusun artikel
dari hasil kajian permasalahan pendidikan di daerah masing-
masing, sebanyak 10 mahasiswa.

Tim Editor yang telah mencermati dan memberikan masukan
untuk penyusunan draf buku Buku Bunga Rampai “ PROBLEMATIKA
PENDIDIKAN DI INDONESIA: MENGURAI PERMASALAHAN
PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1.

Semua pihak yang terlibat dalam penelitian atau kajian tentang
permasalah pendidikan di daerah, mulai dari para pejabat yang
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telah memberikan izin, bantuan informasi dan juga para responden,

baik kepala sekolah, guru, siswa maupun masyarakat umum.

Mudah-mudahan keikhlasan dan segala bantuan yang telah
diberikan kepada tim peneliti dan penulis mendapat balasan dari
Allah SWT, dengan harapan semoga hasil kajian ini bermanfaat
bagi masyarakat luas, khususnya siswa, para guru dan mahasiswa
calon guru dalam mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Malang, Juli 2023

Tim Editor
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PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah was syukrulillah, puji syukur senantiasa kami
panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat segala rahmatNya,
Buku Bunga Rampai “PROBLEMATIK PENDIDIKAN DI INDONESIA
— Seri 17 ini dapat tersusun seperti yang diharapkan. Penyusunan
buku ini dilandasi oleh kecintaan pada dunia pendidikan di Indonesia
dengan segala keunikan dan problematikanya, dan pandangan akan
pentingnya pendidikan bagi pembangunan manusia Indonesia setiap
daerah. Topik-topik permasalahn pendidikan seperti ini menjadi
tema bahasan dalam perkuliahan Wawasan dan problematika Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu bidang pembangunan yang
mendasar dan harus diperjuangkan oleh setiap bangsa dan negara.
Pendidikan Indonesia telah menjalani perjalanan panjang mulai dari
zaman penjajahan, pra kemerdekaan, zaman kemerdekaan, orde
lama, orde baru, zaman reformasi, dan zaman otonomi daerah.
Sejarah panjang pendidikan ini juga menunjukkan upaya dan perjuangan
pendidikan dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, organisasi dan
masyarakat Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang
Dasar 1945, bahwa “... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang ... untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, ...”. Ini artinya bahwa Pemerintah Republik
Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui pembangunan pendidikan. Lebih jauh
dalam tentang pendidikan dijelaskan pada Undang Undang Dasar
1945 hasil amandemen dalam dua bab, yakni Bab XA tentang Hak
Asasi Manusia dan Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 28C, menyatakan (1) Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat
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pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya
dan demi kesejahteraan umat manusia. Bab XIII tentang Pendidikan
dan Kebudayaan terdapat Pasal 31 yang mengatur prinsip dan
pengelolaan pendidikan, yakni:

1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.

3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4)  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa
untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dari hasil kajian terhadap pasal dan ayat-ayat tentang pendidikan
dalam UUD 1945, sebagai dasar negara, diketahui bahwa pendidikan
adalah bidang yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan
negara. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan dukungan
yang sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar dalam pembangunan
dunia pendidikan Indonesia.

Selain diatur di dalam UUD 1945, dalam pengaturan Sistem dan
Pembangunan Pendidikan Indonesia juga juga telah diterbitkan Undang
Undang Sistem Pendidikan Nasional, mulai UU nomor 4 tahun 1950,
UU nomor 2 tahun 1989 dan UU nomor 20 tahun 2003. Bahkan sejak
tahun 2005 lahir UU nomor 14 tentang Guru dan Dosen, serta UU
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nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang Undang
tersebut menjadi acuan yang lebih lengkap dan mendasar tentang
pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia. Lebih jauh untuk operasionalisasi
berbagai bagian sistem terkait aspek pembangunan pendidikan pemerintah
Jjuga menerbitkan berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden,
seperti terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP; Peraturan Pemerintah
(PP) nomor 19 tahun 2005, diperbaiki dengan PP nomor 13 tahun 2015,
dan PP nomor 57 tahun 2021 dan perubahannya dengan PP nomor 4
tahun 2022) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI;
Perpres nomor 8§ tahun 2012). Sementara penerapan KKNI untuk
pendidikan tinggi diperkuat dengan Permendikbud nomor 73 tahun
2013, dan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) dan diperbaiki dengan
permendikbud nomor 3 tahun 2020.

Pengaturan dan upaya pembangunan pendidikan oleh Pemerintah
Republik Indonesia selanjutnya diamanahkan kepada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) atau sekarang Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam hal ini Menteri
Pendidikan bertanggung jawab terhadap semua proses pengelolaan
pembangunan pendidikan secara lebih operasional. Dalam rangka
pengembangan sistem pendidikan nasional untuk mencapai tujuannya
Kemdikbud Ristek mengatur dan menerbitkan berbagai aturan dan
panduan untuk setiap aspek pendidikan. Sudah barang tentu
pengembangan sistem pendidikan dan pengaturan Kemdikbud diatur
dalam bentuk peraturan menteri pendidikan dan turunannya. Sebagai
contoh untuk penerapan KKNI untuk pendidikan tinggi diperkuat
dengan Permendikbud nomor 73 tahun 2013, dan Permenristekdikti
nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN
DIKTTI) dan diperbaiki dengan permendikbud nomor 3 tahun 2020.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Republik
Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
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Teknologi telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan
dalam pengelolaan pendidikan. Namun demikian, harus diakui bahwa
karena besarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, luasnya wilayah,
besarnya jumlah penduduk dengan variasi suku/etnis, bahasa, budaya
dan agama, serta jumlah penduduk usia sekolah, maka sepertinya
pembangunan pendidikan tersebut masih menghadapi banyak tantangan.
Tidak jarang para pengamat atau masyarakat menyatakan kurang berhasil
karena dibanding dengan negara lain yang kecil, seperti Singapura,
Hongkong, Malaysia, dan lain-lain. Bahkan hasil perbincangan penulis
dengan sejawat dari Mongolia, pada forum Dialogue Lesson Study Asia
tahun 2010 di Hiroshima, ditemukan bahwa jumlah guru di Indonesia
saat itu, yang mencapai 3,4 juta lebih besar dari pada penduduk negara
Mongolia yang hanya 2,6 juta jiwa. Oleh karena mari kita pandang luas
dan besarnya permasalahan pendidikan di Indonesia sebagai tantangan
dan sekaligus kesempatan untuk menyumbangkan gagasan pemikiran
dan tindakan untuk ikut berkontribusi dalam pendidikan Indonesia.
Buku bunga rampai sebagai hasil mini project mata kuliah
wawasan dan problematik pendidikan di Program Studi S3 Pendidikan
Biologi Universitas Negeri Malang ini diharapkan dapat memberikan
gambaran bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia sangat
beragam dan dipengaruhi oleh aspek sosial budaya masyarakat dan
potensi daerah. Setiap judul artikel akan menyajikan fakta atau
fenomena pendidikan dan permasalahannya di suatu daerah sebagai
hasil kajian lapangan dan gagasan pemikiran untuk alternatif solusinya.
Penyajian masalah pendidikan dan gagasan solusinya akan
dimulai dari fenomena rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan di Tulungagung Jawa Timur, rendahnya
minat siswa terhadap pelajaran IPA di Kalimantan Barat, kenakalan
remaja di bumi serambi mekah Aceh, sampai pada fenomena
Kompleksitas Permasalah Pendidikan di Kepulauan Sapeken Kabupaten
Sumenep. Selain itu juga dibahas masalah kondisi pendidikan pada
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masa pandemin Covid 19, diawali dengan fenomena dominasi
ceramah di Pamekasan Madura, pembelajaran daring selama masa
pandemi Covid 19 Bangkalan dan ketahanan pembelajaran daring
di Pondok Pesantren Pasuruan, strategi memastikan pemahaman
siswa tetap merata meskipun dalam kondisi pandemi di Karesidenan
Surakarta Jawa Tengah, serta persoalan kurangnya pelayanan
pendidikan akibat banjir tahunan Danau Tempe Kabupaten Wajo
Sulawesi Selatan. Bahasan akan ditutup dengan masalah dikotomi
pandangan masyarakat pulau Sapudi terhadap pendidikan umum
dan agama pesantren. Bahasan yang sangat luas ini menggambarkan
banyaknya permasalahan pendidikan di wilayah Indonesia yang
memberikan tantangan serta peluang untuk berkontribusi.

Akhirnya, kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi “sedikit”
sumbangan kajian terhadap permasalahan pendidikan yang (walaupun
sangat luas) dapat menjadi inspirasi dalam kajian problematika pendidikan
di Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan pengayaan wawasan
pendidikan. Tentu, di balik keterbatasan dan kekuranglengkapan buku
ini, diharapkan dapat menjadi pemantik untuk melahirkan kepedulian
terhadap upaya mengurai sedikit demi sedikit problematika pendidikan
di Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi pemacu dan pemicu lahirnya
buku-buku lain dalam tema yang sama, sehingga bersama-sama dapat
memberikan kontribusi luas bagi kemajuan pendidikan di negeri tercinta
ini. Oleh karena itu, kami tentu wajib berterima kasih kepada para
penulis yang telah menyumbangkan kajian berharga mereka dalam
buku ini. Tak lupa pula kami berterima kasih kepada Universitas Negeri
Malang, yang telah mendanai penerbitan buku ini lewat Hibah Bahan
Ajar, Sumber Dana: PNBP UM tahun 2021.

Malang, 1 Februari 2023

Tim Editor
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CHAPTER 1

Kesadaran Masyarakat mengenai Pentingnya
Pendidikan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Oleh: Ahmad Kamal Sudrajat, M.Pd.

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Murni (APM) sebagai Indikator Kesuksesan Gerakan
Education For All

Kemajuan yang luar biasa telah dicapai dalam menyediakan
pendidikan untuk semua sejak tahun 2000 [1]. Berdasarkan survey
Global, delapan puluh empat juta lebih sedikit anak-anak dan remaja
yang putus sekolah pada tahun 2015 dibandingkan tahun 1999.
Tiga puluh empat juta lebih banyak anak bersekolah daripada
yang seharusnya, jika tren pada tahun 1990-an tetap ada. Sebagian
besar (62%) adalah perempuan, yang menunjukkan bahwa paritas
gender terus meningkat. Peningkatan partisipasi ini dapat dikaitkan
dengan upaya pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang dihasilkan oleh gerakan Education for All (EFA).
Kemajuan yang telah dicapai merupakan sumber optimisme yang
sangat besar karena kami menetapkan visi baru untuk 15 tahun
ke depan [2].

Bukti dari laporan Global Monitoring Report (GMR) 2015
mencatat pencapaian dan tantangan masing- masing dari enam tujuan
EFA [2]. Tujuan 1 meminta pemerintah untuk memperluas perawatan
dan pendidikan anak usia dini, terutama untuk anak-anak yang paling
rentan. Pada akhir siklus EFA, hampir dua pertiga lebih banyak anak
terdaftar di pendidikan anak usia dini dibandingkan tahun 1999.
Empat puluh tujuh persen negara mencapai tujuan dan 8% lainnya
mendekati, tetapi 20% negara sangat jauh dari mencapai tujuan.
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Tujuan 2 menantang negara untuk mencapai pendidikan dasar
universal, terutama untuk anak perempuan, etnis minoritas, dan
anak-anak yang terpinggirkan. Secara global, sekitar 90% anak
terdaftar di sekolah dasar. Lima puluh dua persen negara mencapai
tujuan ini; 10% mendekati, dan 38% sisanya jauh atau sangat jauh
dari mencapainya. Hal ini menyebabkan hampir 100 juta anak tidak
menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2015; Kurangnya fokus
pada kelompok yang terpinggirkan telah menyebabkan lima kali
lebih kecil kemungkinan kelompok termiskin untuk menyelesaikan
satu siklus penuh pendidikan dasar. Lebih lanjut, proporsi anak putus
sekolah di negara dan zona yang terkena dampak konflik tinggi
(36%) dan telah meningkat sejak tahun 2000. Ada keberhasilan
penting: Sekitar 50 juta lebih banyak anak yang bersekolah sekarang
dibandingkan pada tahun 1999 [2].

Di Indonesia, prinsip Education for All (EFA) telah ada sejak
tahun 1989. Dimana pada saat itu dalam Undang-undang Sistem
Pendidikan Nasional Disebutkan bahwa setiap anak Indonesia
memiliki kewajiban belajar 9 tahun, dan segala sesuatunya akan
dijamin oleh pemerintah [3]. Kebijakan ini diperbarui lagi untuk
mengikuti perkembangan zaman melalui Undang-Undang tentang
wajib belajar yang dikeluarkan pada tahun 2008. Undang-undang
ini menyatakan bahwa wajib belajar di Indonesia ditambah menjadi
12 tahun [4]. Namun, yang terjadi di lapangan dan banyak ditemukan
fenomena tidak semua anak dapat melaksanakan wajib belajar 12
tahun tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membuat data statistik
berupa APK dan APM untuk mengukur partisipasi anak dalam
menempuh pendidikannya.

Perbedaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi
Muthlak (APM) terletak pada perbandingan yang digunakan. Angka
Partisipasi Kasar (APK) yaitu dalam menentukan penduduk usia sekolah
dilakukan dengan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan
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tertentu dengan penduduk usia sekolah tertentu, tanpa melihat ketepatan
usia dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Murni (APM)
yaitu dalam menentukan penduduk usia sekolah tertentu pada jenjang
pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai pada jenjang tersebut
dan dinyatakan dalam persentase [5]. Dari angka tersebut dapat diketahui
berapa persentase anak usia sekolah yang sedang sekolah dan yang
tidak sedang sekolah. Pertanyaan utama yang akan dibahas dalam
makalah ini, bagaimana terdapat kesenjangan antara APK dan APM di
Pendidikan Menengah kabupaten Tulungagung?

B. Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber yaitu
Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dan anak usia
sekolah yang tidak bersekolah. Partisipan anak usia sekolah yang
tidak bersekolah dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang mewakili
kecamatan di eks kawedanan Ngunut (Kecamatan Ngunut, Rejotangan,
Sumbergempol, Kalidawir dan Pucanglaban). Penelitian dilakukan
selama 3 hari mulai tanggal 4-6 Januari 2021. Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara semi terstruktur kepada partisipan.
Wawancara dilakukan dengan menggunakan telepon. Pedoman
wawancara tentang alasan tidak melanjutkan studi mengacu pada
[6]-[8]. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan
analisis konten [9] dengan bantuan Nvivo. Setelah dianalisis, jawaban
dikonfirmasi kembali dengan menggunakan triangulasi [10].

C. Temuan

Hasil wawancara yang diperoleh dikelompokkan menjadi 4
bagian utama yaitu faktor kebijakan, sosial, ekonomi, dan kesadaran
diri. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah analisis
yang dilakukan. Keempat faktor tersebut merupakan faktor utama
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yang mempengaruhi alasan anak usia sekolah tidak melanjutkan
sekolah. Data hasil temuan ini ditunjukkan pada Tabel 1.

No Faktor Uraian

e Wajib belajar yang diterapkan
1 Kebijakan pemerintah 9 tahun
e Tidak meratanya beasiswa pendidikan

e Kebanyakan siswa memilih untuk
bekerja

2 Sosial e Lingkungan masyarakat yang tidak

mendukung untuk sekolah, terutama

di pedesaan

e Mahalnya biaya pendidikan

3 Ekonomi e Banyak yang berasal dari keluarga
kurang mampu

e Terdapat beberapa siswa yang
Kesadaran o )
4 Diri memilih bekerja karena malas

iri
berpikir

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya
ketimpangan persentase APK dan APM di Kabupaten Tulungagung.
Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan konfirmasi data ke Dinas
Pendidikan Kabupaten Tulungagung dan wawancara ke anak usia
sekolah yang tidak sekolah tentang alasan mereka tidak menempuh
pendidikan lanjut. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa
terdapat beberapa alasan anak tidak lanjut sekolah yang dikelompokkan
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menjadi 4 bagian utama yaitu kebijakan, sosial, ekonomi, dan
kesadaran diri.

Pentingnya pendidikan bagi perkembangan anak

Pendidikan memiliki peranan penting bagi perkembangan kognitif
anak [11]. Melalui pendidikan anak dapat dilatih untuk mengembangkan
keterampilan dan kapabilitas mereka [12] agar dapat bersaing di
Abad 21 yang sangat ketat ini [ 13]. Selama pembelajaran anak-anak
berinteraksi dengan orang lain. Ukuran dan intensitas anak berkomunikasi
dan berinteraksi dengan orang lain membuat mereka berkembang
secara psikis maupun fisik [14].

Pendidikan memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan
kemampuan berpikirnya [15]. Terdapat beberapa penelitian yang
menunjukkan bahwa melalui pendidikan yang tepat, keterampilan
anak akan meningkat sehingga mereka dapat bersosialisasi, berbaur
dan berkolaborasi dengan orang lain. Penggunaan model, metode
dan teknik pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan performa
belajar siswa [16]. Keterampilan yang diperoleh anak selama
pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kehidupan sehari hari
mereka atau untuk meningkatkan performa belajar mereka [17].

Faktor yang mempengaruhi kesadaran pendidikan anak

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran anak
dalam menempuh pendidikan, salah satunya adalah gender [18].
Pertama adalah terdapat perbedaan perkembangan otak anak laki-
laki dan perempuan dari teknologi pemindaian otak, untuk pola yang
muncul membantu (a) untuk memahami bukti eksperimental yang
terakumulasi dan agak kontradiktif. tentang kemampuan mental
anak; (b) untuk menghilangkan pernyataan sederhana tentang defisit
biologis; sementara (¢) menyarankan bahwa perbedaan dalam
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pemahaman ilmiah antara anak laki-laki dan perempuan mungkin
memang diantisipasi [18].

Faktor yang lainnya adalah faktor keluarga. Keluarga adalah tempat
utama untuk sosialisasi anak dan karenanya memainkan peran penting
dalam perkembangan dan pertumbuhan pendidikan anak [15]. Dalam
sebuah studi kasus yang dilakukan oleh [15], Para orang tua muda yang
bekerja jauh dari rumah memiliki lebih banyak harapan di kota tempat
mereka berakar, tetapi tekanan hidup dan ketidakpastian yang mereka
hadapi di kota juga memudahkan mereka untuk memutuskan meninggalkan
anak-anak mereka di desa. Ini juga berarti bahwa anak- anak akan
tertinggal di usia yang lebih muda dan siklus yang tertinggal akan
diperpanjang. Sebagai tanggapan, keluarga pedesaan hanya dapat
membesarkan anak-anak yang ditinggalkan selama periode perwalian
yang lebih lama oleh generasi yang lebih tua; dalam proses ini, pengasuhan
biologis anak-anak yang ditinggalkan tercapai, tetapi pengasuhan sosial
melemah. Hal ini menyebabkan motivasi anak untuk melanjutkan
pendidikan juga melemah [19].

Selain itu, kondisi ekonomi juga akan mempengaruhi kesadaran
pendidikan anak [20]. Dalam penelitiannya, [20] menyatakan bahwa
keluarga dengan pendapatan di bawah 1000 yen perbulan akan kesulitan
memenuhi biaya pendidikan anaknya. Hal ini yang menyebabkan anak
merasa terbebani sehingga memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya.
Kondisi ekonomi secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi
psikologi anak untuk melanjutkan pendidikannya [7].

E. Simpulan

Partisipasi murni anak yang rendah dalam pendidikan disebabkan
oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Terdapat peran orang tua
dan masyarakat untuk membentuk kesadaran pendidikan bagi anak.
Lingkungan pergaulan anak juga patut untuk diberikan pengawasan
lebih karena anak lebih nyaman untuk membuat kontak sosial dengan

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1



teman seusianya. Bagaimanapun, pemerintah telah berupaya untuk

meningkatkan angka partisipasi pendidikan dengan beberapa program
seperti Kartu Indonesia Pintar, bebas SPP, dIlI.
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CHAPTER 2
Permasalahan Minat dan Sikap Siswa di Daerah
Khusus Kalimantan Barat Terhadap Pelajaran IPA
(Kalimantan Barat)

Oleh: Reni Marlina, M.Pd.

A. Pendahuluan: Gambaran Pembelajaran IPA di Daerah

Khusus Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) memiliki luas
wilayah 146.807 km? dengan jumlah penduduk sekitar 4.546.000
jiwa. Secara demografi, kepadatan penduduk rata-rata adalah 30
jiwa/km?. Secara geografis Kalimantan Barat memiliki beberapa
wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain (daerah
terdepan) dan memiliki pulau-pulau yang terletak di wilayah terluar.
Faktor geografis wilayah yang dipisahkan oleh jalur transportasi
sungai yang sulit dijangkau (daerah terpencil) menyebabkan sebagian
sekolah di daerah Kalimantan Barat merupakan daerah khusus yang
termasuk 3 T (tertinggal/terpencil, terdepan dan terluar). Penyebaran
guru yang tidak merata menyebabkan di daerah khusus ditemui
adanya sekolah dengan jumlah guru yang tidak mencukupi. Salah
satunya guru di SMP Negeri 3 Satap Toba Kabupaten Sanggau yang
harus mengajar beberapa mata pelajaran. Hasil penelitian sebelumnya
di SD menemukan terdapat sekolah yang harus melaksanakan
Pembelajaran Kelas Rangkap karena keterbatasan jumlah guru dan
kelas (Maasawet, 2015).

Kompetensi lulusan suatu lembaga pendidikan menekankan
pada tuntutan penerapan kurikulum yang mencakup tiga ranah yaitu
kognitif, psikomotorik, dan afektif (Depdiknas, 2008). Selain mampu
merancang pembelajaran, guru juga harus mampu
mengimplementasikannya dalam proses belajar mengajar (Melton,
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J., Miller, M., Brobst, 2019). Kajian yang dilakukan oleh Backman,
E., G. Nyberg, (2020) dan Erik, B. & Dean, (2020) tentang kompetensi
pedagogik guru menyimpulkan bahwa penerapan pedagogi guru di
kelas masih perlu ditingkatkan terutama di daerah khusus. Hal ini
berkaitan dengan aspek pemerataan dan perluasan pendidikan. Dalam
proses belajar mengajar, kompetensi guru mempengaruhi minat dan
sikap siswa dalam belajar (Mohamed, R., Lebar, 2017).

Beberapa temuan melaporkan bahwa siswa cenderung menyukai
dan berminat pada salah satu mata pelajaran dikarenakan cara
gurunya mengajar (Firdaus & Mukhibat, 2022; Nurhasanah, 2016;
Pratama, Y.M.P., Iswari,R.S.,dan Ngabekti, 2018). Namun guru
cenderung mengabaikan karakteristik siswa dalam menyampaikan
konsep karena terlalu banyak materi yang harus disampaikan (Wahyuni,
2015; Nurhasanah, 2016). Metode dan pendekatan guru dalam
mengajar terkesan monoton dan terkadang berlangsung satu arah
(Knowles, E. Kerkman, 2007; Zee & de Bree, 2017). Hal ini menjadi
salah satu dasar bagi peneliti untuk mengukur minat dan sikap siswa
yang dibatasi pada daerah khusus. Cara mengajar guru IPA di daerah
khusus menjadi salah satu dasar pengukuran minat dan sikap siswa
terhadap pembelajaran IPA.

Hasil pra riset sebelumnya (22 Juni 2020) di salah satu sekolah
menengah di Kabupaten Kayong Utara memperlihatkan bahwa 10
dari 18 siswa cenderung menghindari untuk masuk ke jurusan IPA.
Diperkuat dengan pra riset kedua yang dilakukan di sekolah menengah
di kecamatan yang berbeda namun masih dalam status sekolah
tertinggal (28 Juni 2020) diperoleh data dari 36 siswa hanya 9 siswa
yang bersedia untuk masuk ke jurusan IPA. Hal ini mengindikasikan
siswa di Kabupaten Kayong Utara masih kurang berminat dalam
belajar IPA. Beberapa penelitian melaporkan bahwa persentase
minat dan sikap siswa terhadap jurusan IPA lebih rendah jika
dibandingkan dengan minat dan sikap terhadap jurusan sosial
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(Holstermann, N., Grube, D., and Bogeholz, 2010; Emaliana, 2007;
Hooshyar, D., Malva, L., Yang,Y., Pedaste, M., dan Wang, 2020;
Kintu, M.G., Zhu, C., dan Kagambe, 2017). Hal ini membutuhkan
analisis lebih lanjut tentang minat dan juga sikap siswa terhadap
pembelajaran IPA di daerah khusus Kalimantan Barat.

B. Permasalahan Minat dan Sikap Siswa Terhadap Pelajaran IPA

Permasalahan tentang minat dan sikap siswa terhadap pelajaran
IPA dipaparkan oleh guru wali kelas XI. Dinyatakan bahwa sangat
sulit menentukan siswa yang memiliki ketertarikan terhadap pembelajaran
IPA walaupun siswa tersebut tergolong pintar. Pada pedoman
pengelompokan minat siswa di sekolah menengah, setiap siswa
yang telah mencukupi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
berhak mengajukan diri untuk masuk di jurusan IPA (Sinambela,
2017). Disebabkan kurangnya minat siswa untuk memilih jurusan
IPA, guru yang menunjuk siswa secara langsung untuk masuk ke
jurusan IPA. Akibatnya siswa di jurusan IPA tidak berdasarkan pada
minat siswa. Rendahnya minat siswa terhadap IPA memerlukan
analisis komprehensif dengan cara memahami bagaimana siswa
memaknai mata pelajaran IPA di sekolah (Hanif, 2020). Faktor
penting yang paling mempengaruhi siswa dalam membentuk minat
dan sikapnya adalah guru. Berhasil tidaknya suatu sistem pendidikan
yang diaplikasikan di suatu bidang pendidikan tergantung pada
bagaimana sistem tersebut diterapkan oleh guru di dalam kelas dan
bagaimana kualifikasi dari guru tersebut. Pelajaran IPA dapat menjadi
salah satu pelajaran yang membosankan bagi siswa jika kurang
mampu diimplementasikan dengan baik dan benar. Pembelajaran
IPA akan lebih baik jika didukung dengan praktek dan pengamatan
langsung (Bergman & Vargha, 2013), sehingga seorang guru IPA
seharusnya memiliki kompetensi pedagogik dan profesional dalam
mengajarkan IPA. Kurang terampilnya guru IPA dalam mengajar
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akan menyebabkan kurangnya perhatian, minat, dan sikap siswa
dalam pembelajaran IPA (Fixsen et al., 2016).

Cara siswa mengikuti pelajaran IPA dipengaruhi oleh minatnya
terhadap IPA. Pelibatan siswa dalam belajar juga meningkatkan
minat dan sikap siswa dalam pelajaran IPA. Kondisi yang menyenangkan
di kelas akan menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar secara
aktif bersama-sama dengan siswa lainnya maupun belajar secara
mandiri. Siswa akan mengikuti pelajaran dengan giat apabila pelajaran
IPA dianggap menyenangkan. Pembelajaran yang berlangsung secara
efektif dan menyenangkan akan memunculkan minat siswa dalam
belajar IPA. Pembelajaran IPA di sekolah menengah saat ini masih
kurang mencapai hasil yang diharapkan (Westine et al., 2020).
Rendahnya minat dan sikap siswa terhadap pembelajaran IPA dapat
diidentifikasi dari ketekunan siswa dalam belajar. Siswa akan tekun
belajar atau tidak sangat tergantung pada sikap dan minat yang ada
pada dirinya. Sikap dan minat sebagai faktor psikologis berfungsi
sebagai kekuatan yang akan menggerakan dan mendorong siswa
untuk belajar (Taylor et al., 2017).

Faktor yang berkontribusi dalam membentuk minat dan sikap siswa
pada pelajaran IPA ialah kompetensi guru IPA. Daerah khusus yang
mengalami kekurangan guru, tidak jarang guru IPA juga mengajar mata
pelajaran lain seperti prakarya, Bahasa Indonesia, atau PJOK. Setiap
guru IPA kadang harus mengajar tidak sesuai dengan latar belakang
ilmu yang dimilikinya. Jika terdapat guru yang harus mengajar mata
pelajaran yang tidak berhubungan dengan kompetensi pedagogik dan
profesionalnya, hal ini menyebabkan tampilannya dalam mengajar
kurang optimal (Koedel et al., 2019). Tampilan mengajar setiap guru
akan meningkatkan minat siswa sehingga akan menyukai konsep
pelajaran yang disampaikan (Polikoff et al., 2018). Setiap siswa akan
cenderung berminat dan memilih mata pelajaran yang diyakininya
mampu untuk dipelajari (Hock & Mellard, 2011). Penelitian Yusuf &
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Ruslan (2014) menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada pelajaran
IPA di ranah kognitif termasuk dalam kategori “tinggi”. Namun, tidak
ditemukan laporan sehubungan dengan sikap dan minat siswa terhadap
pelajaran IPA khususnya di daerah khusus. Hal inilah yang mendasari
dilakukannya penelitian ini.

C. Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal
komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 SMP yang
berada di daerah khusus Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.
Populasi terdiri dari seluruh siswa kelas VII dan seluruh guru IPA
yang mengajar di kelas VII. Terdapat 12 sekolah dan diambil enam
sekolah menengah dengan seleksi bertingkat. Sekolah dikelompokkan
menjadi tinggi, sedang dan rendah dan dari masing-masing kelompok
dipilih dua sekolah. Diperoleh enam kelas dari kelompok tinggi,
sedang, dan rendah. Jumlah sampel seluruhnya 109 siswa. Instrumen
yang digunakan adalah kuesioner minat dan sikap siswa.

17 SMP
v v v
5 SMP kategori 7 SMP kategori 6 SMP kategori
tinggi sedang rendah
2 SMP kategori 2 SMP kategori 2 SMP kategori
tinggi sedang rendah
L‘ Kelas VII: 2 kelas | L{ Kelas VII: 2 kelas | L‘ Kelas VII: 2 kelas |

| Sampel: 109 siswa |

Gambar 1. Proses pemilihan sampel siswa dan guru yang terlibat
dalam penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperoleh meliputi data minat

dan sikap siswa kelas VII terhadap konsep IPA.
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D. Hasil dan Pembahasan

1. Pelajaran IPA yang Diminati Siswa di Daerah Khusus

Dalam kurikulum yang masih diterapkan di sekolah-sekolah daerah
khusus, terdapat 37 konsep IPA yang dipelajari siswa di tingkat sekolah
menengah. Dari 37 konsep, terdapat 21 konsep (57%) yang sangat
diminati untuk dipelajari (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar konsep IPA sangat disukai oleh siswa di Kabupaten Kayong Utara.
Dari 21 konsep yang diminati siswa, hampir seluruhnya (18 konsep
atau 85,7%) merupakan konsep konkrit, artinya dapat dipahami dan
dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1. Konsep yang Diminati Siswa

No | Y Skor (%) Konsep
1 481 Pergerakan Benda dan Organisme Hidup di Lingkungan
Sekitarnya
) 442 Pengerahan Tenaga da'n Pesawat Sederhana dalam
Kehidupan Sehari-hari
3 41.5 Struktur dan Fungsi Tumbuhan
4 36.7 Sistem Pencernaan Manusia
5 41.5 Zat Aditif dan Adiktif
6 43.2 Sistem Peredaran Darah Manusia
Tekanan Zat dan Penerapannya dalam Kehidupan
7 41.5 A
Sehari-hari
8 459 Sistem Pernapasan Manusia
9 44.9 Sistem Ekskresi Manusia
10 46.6 Getaran, Ombak, dan Bunyi dalam Kehidupan Sehari-hari
11 41.8 Peralatan Cahaya dan Optik
12 40.1 Objek IPA dan Pengamatannya
13 44.7 Klasifikasi Organisme Hidup
14 439 Klasifikasi Konsep dan Perubahannya
15 36.7 Suhu dan Perubahannya
16 37.7 Panas dan Perpindahannya
17 433 Energi dalam Sistem Kehidupan
18 48.1 Sistem Organisasi Kehidupan
19 49.3 Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya
20 48.1 Pencemaran lingkungan
21 44.2 Pemanasan global
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Pelajaran yang paling diminati siswa di daerah khusus adalah
interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi ini
diminati karena berhubungan dengan kehidupan siswa sehari- hari.
Materi yang kurang diminati ialah sistem pencernaan makanan.
Materi ini kurang diminati disebabkan materi ini adalah materi yang
tergolong abstrak dan sulit bagi siswa untuk memahami mekanisme
pencernaan di dalam organ tubuh. Kondisi sekolah di daerah khusus
yang memiliki keterbatasan media pembelajaran, cenderung sulit
untuk mengkonkritkan materi yang abstrak. Berdasarkan hasil
analisis penelitian diketahui bahwa secara keseluruhan skor rata-rata
minat siswa terhadap pelajaran IPA pada setiap kategori berada pada
kategori sedang. Hasil analisis data minat siswa terhadap pelajaran
IPA menunjukkan bahwa sebagian siswa yaitu 42,1% mengaku
kurang tertarik dengan sebagian besar pelajaran IPA yang diajarkan
oleh guru di daerah khusus. Berdasarkan hasil analisis angket, siswa
di daerah khusus melaporkan bahwa materi sangat sulit dipahami (77%),
belajar hanya di dalam ruangan (47%) dan pelajaran IPA cenderung
sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (76%). Hal ini
sejalan dengan apa yang dikemukakan Nugroho (2012) bahwa minat
dapat ditimbulkan oleh permasalahan kebutuhan siswa di daerah khusus.
Artinya jika minat yang muncul sesuai dengan kebutuhan, maka dapat
menjadi faktor pemicu untuk belajar. Oleh karena itu guru di daerah
khusus hendaknya memberikan motivasi belajar dengan memanfaatkan
kebutuhan siswa untuk membangun minat belajarnya. Minat siswa
dalam pelajaran IPA dapat dilihat dari ungkapan positif tentang
pelajaran tersebut dan sikap memperhatikan pelajaran.

2. Minat Siswa Terhadap Pelajaran IPA

Minat belajar siswa merupakan salah satu faktor pendukung
yang dapat mempengaruhi partisipasi aktif dalam mengikuti proses
dan memperoleh hasil belajar. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian
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bahwa hanya 52,7% siswa yang sangat menyukai pelajaran IPA dan
hanya 51,7% menganggap pelajaran IPA menyenangkan untuk
diikuti dan mudah dipelajari. Hanya terdapat 41,1% menyatakan
bahwa guru IPA yang mengajar di daerah khusus memiliki cara yang
menarik untuk menyajikan konsep IPA. Hasil penelitian Hasan et
al., (2021) menemukan hal yang sama, bahwa sebagian besar siswa
sekolah menengah (71%) memiliki sikap positif terhadap guru IPA
karena mampu mempresentasikan konsep dengan baik. Asumsi
bahwa minat siswa terhadap suatu mata pelajaran karena penyajian
guru yang menarik adalah benar berdasarkan hasil penelitian ini.

Data lain menunjukkan bahwa sebagian siswa yaitu 46,9% tidak
terlalu berminat mengikuti pelajaran IPA. Mereka mengatakan tidak
ingin lebih sering mengikuti pelajaran IPA. Salah satu faktor yang
berkontribusi terhadap keadaan ini adalah faktor kebosanan. Ruhland
(2001) menyatakan bahwa kebosanan merupakan faktor internal yang
dapat menurunkan minat, karena melakukan kegiatan yang monoton
secara terus menerus. Selain itu, sebagian siswa (44,4%) tidak menyukai
guru IPA karena cara penyampaian konsep yang sulit dipahami. Menurut
Ruhland (2001), faktor eksternal yang mempengaruhi minat siswa dapat
berasal dari tujuan pembelajaran yang kurang dimengerti, guru yang
mengajar, bahan ajar, metode pembelajaran, media pembelajaran,
suasana kelas, dan lingkungan belajar.

Beberapa konsep IPA yang kurang diminati siswa berkaitan
dengan pengetahuan konseptual guru pada konsep-konsep tersebut.
Secara umum, sangat sulit untuk mengajarkan konsep IPA dengan
media dan sarana dan prasarana yang terbatas di daerah khusus. Hal
ini menjadi salah satu faktor mengapa ada siswa yang menyatakan
bahwa beberapa konsep IPA yang kurang disukai dipahami oleh
guru dengan kategori “kurang mengetahui konsep IPA” dan “memiliki
sedikit pengetahuan konsep IPA”, tetapi ada juga konsep yang
sebagian besar dipahami oleh guru tetapi tidak diminati oleh siswa,
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antara lain suhu dan perubahan serta enzim pencernaan. Berdasarkan
wawancara (Februari 2020) dengan 18 siswa SMP Satap Kayong
Utara terungkap bahwa konsep-konsep tersebut merupakan konsep
yang abstrak. Sebagian besar guru di daerah khusus (66,7%) mengetahui
konsep IPA. Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap tingkat
penguasaan dan pemahaman guru terhadap konsep IPA adalah
kesesuaian latar belakang pendidikan. Hal ini juga didukung oleh
Saracagoglu, A.S Yenice (2019) bahwa salah satu variabel yang
menentukan meningkatnya minat siswa adalah penguasaan konsep
guru dalam mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Kesulitan yang dialami guru di daerah khusus (Gurdasus) antara
lain membangun kesadaran siswa akan pentingnya belajar dan juga
kemauan untuk memahami materi IPA. Kelelahan setelah tiba di
sekolah karena jarak yang sangat jauh antara sekolah dan rumah
siswa menjadi faktor utama rendahnya pemahaman siswa terhadap
IPA. Siswa menjadi kurang termotivasi terhadap konsep yang
disampaikan guru baik di awal jam pelajaran maupun di akhir
pembelajaran. Kepuasan diri guru dalam mengajar tidak akan terlaksana
dengan baik jika siswa tidak siap untuk belajar. Hal ini juga terkait
dengan konsep IPA yang tidak diminati siswa seperti suhu dan
perubahannya serta konsep tentang enzim pencernaan. Ketertarikan
siswa di daerah khusus terhadap suatu materi sangat bergantung
pada bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan
(Chirino, 2011). Oleh karena itu guru IPA di daerah khusus hendaknya
selalu meningkatkan ilmunya secara terus menerus agar menarik
minat siswa untuk belajar (Revell, 2012).

3. Sikap Siswa Terhadap Pelajaran IPA

Secara keseluruhan nilai rata-rata sikap siswa terhadap konsep
IPA pada setiap kategori sekolah di Kabupaten Kayong Utara berada
pada kategori sedang. Hal ini berarti siswa di daerah khusus memiliki
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sikap yang cukup positif terhadap konsep IPA. Berdasarkan data
penelitian, kurang dari separuh siswa (41,1%) memiliki sarana untuk
belajar IPA, dan hanya 53% melakukan upaya belajar IPA, misalnya
dengan terlebih dahulu membaca konsep-konsep yang akan dipelajarinya
di kelas. Situasi ini menunjukkan sikap positif siswa terhadap
pelajaran IPA. Sikap siswa ini penting untuk ditingkatkan (Chua,
2005). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh
siswa (55,1%) merasakan manfaat belajar IPA karena menurut
mereka pelajaran [PA diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan
dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah siswa. Menurut
Slameto (2019), pembelajaran IPA secara harfiah mampu melatih
siswa dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir
logis. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang duduk di bangku
sekolah menengah, khususnya di daerah khusus menyadari akan
pentingnya belajar dan memiliki ilmu pengetahuan (IPA) untuk
kehidupan sehari-hari dan karir masa depan mereka.

Hasil penelitian tentang sikap siswa terhadap pembelajaran [PA
menunjukkan bahwa hanya 42,1% sangat tertarik dengan pembelajaran
IPA, dan hanya 52,7% menyukai mata pelajaran IPA. Dalam proses
pembelajaran sering dialami oleh guru bahwa jika siswa tertarik
pada materi pelajaran maka siswa memiliki sikap positif untuk lebih
memperhatikan pelajaran tersebut (Uran 2018). Siswa yang memiliki
sikap positif dalam belajar akan merasa senang mempelajari mata
pelajaran tertentu, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang
optimal (Sudarsana, 2016). Siswa yang memiliki sikap positif dan
selalu ingin mencoba, lebih cenderung memiliki prestasi daripada
siswa yang memiliki sikap negatif dan kurang keinginan untuk
belajar (Daga, 2018).

Temuan lain dari penelitian ini adalah siswa di daerah khusus
mengungkapkan keterbatasannya, hal ini ditunjukkan dengan kondisi
sebagian siswa yaitu 33,33% yang tidak tertarik dengan pelajaran
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IPA. Ketika siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran IPA,
guru [PA di daerah khusus cenderung memberikan soal yang sulit
dan diminta untuk mengerjakannya di rumah. Metode ini cenderung
kurang efektif dalam membentuk dan membangun interaksi edukatif
yang dapat menanamkan minat dan sikap dalam diri siswa untuk
menyenangi pelajaran IPA. Berdasarkan perspektif siswa daerah
khusus, metode yang paling disenangi dalam pelajaran IPA ialah
metode tutor sebaya. Metode ini akan memungkinkan terciptanya
sistem lingkungan belajar yang berkontribusi pada peningkatan
minat siswa dan membentuk sikap positif siswa terhadap pengajaran
IPA tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar sekolah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini siswa di daerah khusus melaporkan
bahwa materi IPA sangat sulit dipahami (77%), belajar hanya di
dalam ruangan (47%), dan pelajaran IPA cenderung sulit untuk
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (76%). Hampir separuh
siswa (41,1%) menyatakan bahwa guru IPA yang mengajar di daerah
khusus kurang memiliki cara yang menarik untuk menyajikan konsep
IPA. Data lain menunjukkan bahwa sebagian siswa yaitu 46,9%
tidak terlalu berminat mengikuti pelajaran IPA. Mereka mengatakan
tidak ingin lebih sering mengikuti pelajaran IPA. Salah satu faktor
yang berkontribusi terhadap keadaan ini adalah faktor kebosanan.
Beberapa konsep IPA yang kurang diminati siswa berkaitan dengan
pengetahuan konseptual guru pada konsep-konsep tersebut. Secara
umum, sangat sulit untuk mengajarkan konsep IPA dengan media,
sarana dan prasarana yang terbatas di daerah khusus. Kesulitan yang
dialami guru di daerah khusus (Gurdasus) antara lain membangun
kesadaran siswa akan pentingnya belajar dan juga kemauan untuk
memahami materi IPA. Kelelahan setelah tiba di sekolah karena
jarak yang sangat jauh antara sekolah dan rumah menjadi faktor

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1

19



20

utama rendahnya pemahaman siswa terhadap IPA. Siswa menjadi
kurang termotivasi terhadap konsep yang disampaikan guru baik di
awal jam pelajaran maupun di akhir pembelajaran. Temuan lain dari
penelitian ini adalah 33,33% siswa di daerah khusus tidak tertarik
dengan pelajaran IPA. Ketika siswa mengalami kesulitan memahami
pelajaran IPA, guru IPA di daerah khusus cenderung memberikan
soal yang sulit dan diminta untuk mengerjakannya di rumah. Metode
ini cenderung kurang efektif dalam membentuk dan membangun
interaksi edukatif yang dapat menanamkan minat dan sikap dalam
diri siswa untuk menyenangi pelajaran IPA.
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CHAPTER 3
Kenakalan Remaja di Negeri Syariat Islam: Studi
Kasus Kenakalan Remaja di Bukit Pengampunan
(Kabupaten Pidie, Nangroe Aceh Darussalam)

Oleh: Zufahmi, M.Pd.

A. Pendahuluan

Remaja merupakan individu yang mengalami peralihan kanak-
kanak menjadi pribadi yang lebih dewasa yang ditandai dengan
munculnya pertumbuhan seks sekunder. Menurut Monk, Knoers
dan Haditono (2004) masa remaja dibedakan menjadi 4 masa, terdiri
dari pra-remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun), remaja awal atau
pubertas (12-15 tahun), remaja pertengahan (15-18 tahun) dan remaja
akhir (18-21 tahun). Seseorang yang memasuki masa remaja akan
terjadi perkembangan fisik dan sosio-emosional yang sangat signifikan
untuk menemukan jati dirinya sendiri. Masa pencarian jati diri ini,
remaja cenderung mengarah pada kenakalan remaja, seperti tingkat
agresivitas yang tinggi, minum-minuman keras, penyalahgunaan
narkoba, seks bebas, tawuran, tindak kriminal, homoseksual,
melarikan diri dari rumah (Santrock, 2011). Hal ini tentu saja
dapat membahayakan diri sendiri, baik sekarang maupun di masa
yang akan datang (Andika, 2009).

Produktivitas seseorang di masa remaja sangat dipengaruhi oleh
orang tua, lingkungan di sekitar, dan budaya yang mengarahkannya.
Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa
krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku
menyimpang. Pada kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut
akan menjadi perilaku yang mengganggu atau dikenal dengan
kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-
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remaja yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya,
baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Secara
psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik yang
tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun
remaja (Aulia, 2012).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan
otonomi di bidang keagamaan. Penegakan syariat islam merupakan
suatu tuntutan yang sangat realistis. Namun, kenyataannya masih
banyak perilaku penyimpangan norma dan etika yang terjadi di
Provinsi Aceh. Kenakalan remaja semakin meningkat dan meresahkan
masyarakat, seperti balap liar, mencuri, pergaulan bebas, narkoba,
bullying bolos saat jam sekolah, dan sebagainya. Hal ini akan
berdampak negatif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh
karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai faktor yang menyebabkan
anak melakukan tindakan kenakalan remaja agar mampu memberikan
solusi untuk memecahkan permasalahannya.

Kenyataan tersebut merupakan suatu indikator bahwa pendidikan
belum maksimal dapat membentuk karakter peserta didik, dan
merupakan fenomena yang harus dijawab oleh dunia pendidikan.
Sauri dan Firmansyah (2010:30) menyatakan bahwa pendidikan
merupakan proses pembelajaran yang dapat menghasilkan perubahan
dalam segala aspek, termasuk perilaku, sikap dan perubahan
intelektualnya. Pendidikan sebagai usaha sadar untuk membantu
mencapai tingkat kedewasaan, pola pikir dan kemampuan berinteraksi
dengan lingkungannya dan menanamkan nilai-nilai, sikap dan
keterampilan agar mereka kelak mampu memainkan peranan sesuai
kemampuan dan kedudukan masing-masing sebagai anggota masyarakat
dalam kehidupan sosialnya. Melalui pendidikan akan terbentuk
tatanan kehidupan masyarakat yang maju, tentram, damai dan
sejahtera berdasarkan nilai-nilai dan norma budaya.
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B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.
Penelitian dilaksanakan di Bukit Jabal Ghafur, Kecamatan Indrajaya,
Kabupaten Pidie, provinsi Aceh. Subjek penelitian merupakan siswa
Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas yang
sering berkumpul di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang
diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif yaitu penggambaran, penjelasan,
dan penguraian dalam bentuk kalimat tentang keadaan yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Perilaku Kenakalan Remaja di Bukit Jabal Ghafur,
Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan
sebanyak 20 orang remaja yang melakukan penyimpangan atau
kenakalan di masyarakat terdiri dari 6 remaja perempuan dan 14
remaja laki-laki dengan rata-rata berusia 10-18 tahun. Adapun
perilaku penyimpangan atau kenakalan yang dilakukan seperti
penipuan, pergi tanpa pamit kepada orang tua, membolos sekolah,
mencuri, pergaulan bebas, balap liar, dan menggunakan narkoba.
Bentuk kenakalan remaja dilakukan secara berkelompok. Hal ini
sesuai dengan karakteristik remaja yang suka berkelompok dan lebih
percaya diri dan berani bila ada di dalam kelompok tertentu.

Tahap remaja yang berbeda dengan tahap sebelumnya membuat
individu harus menyesuaikan diri dan menerima perubahan ini
dengan sikap yang tepat. Menurut Oswalt (2010) keterlibatan
dalam hubungan sosial masaremaja lebih mendalam dan secara
emosional lebih intim dibanding masa kanak-kanak. Komunitas
kelompok remaja sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja
di dalamnya.
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Kenakalan remaja yang terjadi di Bukit Jabal Ghafur semakin
meresahkan masyarakat di sekitar. Masyarakat semakin terganggu
dengan suara bising dari knalpot blong kendaraan yang digunakan
untuk balap liar. Warga juga mengeluh dengan pergaulan bebas yang
dilakukan remaja yang dikhawatirkan berdampak pada hamil di luar
nikah bagi anak-anak di usia dini.

Sementara itu, informasi dari beberapa warga desa bahwa kebanyakan
remaja laki-laki yang sering melakukan pelanggaran dibanding dengan
remaja perempuan. Banyaknya remaja laki-laki melakukan kenakalan
disebabkan karena faktor lemahnya tingkat pemahaman agama dalam
diri remaja tersebut, sehingga dalam berperilaku remaja kerap kali tidak
dapat mengendalikan emosinya. Hal ini disebabkan meskipun remaja
tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas memiliki tingkat
pemahaman agama yang baik namun pemahaman dan penerapan dalam
kehidupan sehari-hari kurang mencerminkan perilaku yang religius.

Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Bukit Jabal Ghafur,
Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala
Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, dan Tuha Peut Gampong,
dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan
remaja sebagai berikut.
1. Faktor Internal
a. Kirisis Identitas

Awal masa remaja, seorang anak perlu penyesuaian diri dengan
kelompok sehingga mereka dituntut untuk mencari identitas diri
berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa peranannya
dalam masyarakat, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, dan
sebagainya. Hurlock (1980) menyatakan bahwa status remaja yang
mendua dalam kebudayaan yang menyimpang saat ini menimbulkan
suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas pada remaja.
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b. Kontrol Diri yang Lemah

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan
tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima
akan terseret pada perilaku menyimpang. Mereka yang telah
mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa
mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan
pengetahuannya. Remaja di Bukit Jabal Ghafur sudah mengenal
mencuri, membolos sekolah, dan balap liar. Kebanyakan remaja
melakukan hal-hal negatif seperti itu karena alasan ingin coba-
coba, tidak mau dianggap culun oleh teman sebayanya karena
tidak melakukan hal yang dilakukan oleh beberapa remaja lainnya.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan faktor yang sangat menentukan karakter
remaja. Remaja membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang
tua yang dapat terwujud dalam keluarga yang harmonis. Kenakalan
remaja dapat terjadi apabila mereka berada dalam lingkungan keluarga
yang tidak harmonis, seperti pertengkaran, tidak ada komunikasi
yang baik antara orang tua dan anak, kurangnya ekonomi dan
pendidikan dalam keluarga. Hal ini berdampak pada kenakalan
remaja seperti, remaja membantah perintah kedua orang tua, berkelahi
dengan remaja lain, keluyuran hingga larut malam, penyalahgunaan
narkoba, dan sebagainya.

Menurut Siege dan Welsh (2011), keluarga yang bermasalah
merupakan penyebab utama dalam pembentukan masalah emosional
pada anak dan dapat mengarah pada masalah sosial jangka
panjang. Sedangkan menurut Suyanto dan Hariadi (2002) orang
tua yang mengacuhkan atau tidak memenuhi kebutuhan anak
dengan baik akan meningkatkan resiko keterlibatan anak
dalam perilaku sosial yang tidak adaptif seperti agresi dan
perilaku eksternal lainnya.
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Hal serupa terjadi di Bukit Jabal Ghafur, Kabupaten Pidie yang
bermula dari masalah di dalam keluarga yaitu orang tua yang kurang
menjalin komunikasi dengan anak remajanya, sehingga perhatian
dan pengawasan terhadap anak tidak terjalin di dalam keluarga
sehingga menyebabkan mayoritas remajanya keluyuran, sering bolos
sekolah dan melakukan balap liar dijalanan gampong dengan
membunyikan suara knalpot yang memekakkan telinga.

b. Faktor Pendidikan

Faktor ini merupakan salah satu penyebab remaja menjadi
nakal. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan akan
semakin rendah melakukan kenakalan. Sebab dengan pendidikan
yang semakin tinggi, nalarnya semakin baik. Artinya mereka tahu
aturan-aturan ataupun norma sosial mana yang seharusnya tidak
boleh dilanggar. Atau mereka tahu rambu-rambu mana yang harus
dihindari dan mana yang harus dikerjakan.

Remaja di Bukit Jabal Ghafur pada tingkat sekolah menengah
justru paling banyak melakukan tindak kenakalan, di gampong sendiri
namun juga di luar, seperti contoh balap liar di gampong lain, bolos
dengan mengajak siswa sekolah lain, merokok, nonton film porno,
sedang kan mereka yang hanya tamat SD, melakukan kenakalan yang

didasari karena pengaruh teman sebaya dan faktor ikut-ikutan.

c. Perkembangan Teknologi dan Informasi

Faktor penyebab kenakalan remaja yang terakhir adalah
perkembangan teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan
informasi dapat menjadi penyebab kenakalan remaja. Para remaja
selalu ingin tahu tentang apa yang belum dia lakukan, tetapi jika
mencontoh berbagai tayangan media internet yang dibuka lebar
tanpa filter dapat mendorong para remaja melakukan berdasarkan
apa yang telah mereka saksikan. Oleh karena itu, orang tua harus
dapat membekali pendidikan karakter dan keagamaan yang baik
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terhadap anak mereka agar memiliki dasar keimanan dan ketaqwaan
dalam menghadapi era millenial.

d. Faktor Pembentukan dan Implementasi Kereligiusan Remaja

Religiusitas timbul bukan karena dorongan alami atau asasi,
melainkan dorongan yang tercipta karena tuntutan perilaku. Menurut
Freud dalam (Ancok, 2001), religiusitas seseorang timbul karena
reaksi manusia atas ketakutannya sendiri. Lebih lanjut Freud menegaskan
bahwa orang mempunyai sikap keberagamaan semata-mata karena
didorong oleh keinginan untuk menghindari keadaan yang berbahaya
yang akan menimpanya dan memberi rasa aman bagi dirinya sendiri.

Thouless dalam Rakhmat (2000), mengemukakan empat faktor
yang mempengaruhi perkembangan sikap religius pada remaja yaitu
(1) Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan
sosial, termasuk di dalamnya pendidikan dari orang tua, tradisi
sosial, tekanan lingkungan sosial yang disepakati oleh lingkungan
itu (faktor sosial) (2) Berbagai pengalaman yang membentuk sikap
keagamaan terutama pengalaman mengenai keindahan, keselarasan
dan kebaikan didunia lain (faktor alami), konflik moral (faktor
moral) dan faktor pengalaman emosional atau afektif (3) Faktor-
faktor yang seluruhnya timbul atau sebagian timbul dari kebutuhan
yang tidak terpenuhi, terutama kebutuhan terhadap keamanan,
cintakasih, harga diri dan ancaman kematian (4) Berbagai proses
pemikiran verbal (faktor intelektual).

Lemahnya sikap religius yang ada pada diri remaja menyebabkan
semakin meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial dalam
masyarakat. Idealnya, semakin besar tantangan yang dihadapi, akan
diikuti semakin kuat orang berpegang teguh pada ajaran agamanya.
Namun yang terjadi adalah remaja jauh dari orientasi religiusitas.
Mereka berani melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap
nilai-nilai ajaran agamanya karena merasa tidak diterima di kelompoknya.
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D. Upaya Yang Perlu Dilakukan Terhadap Permasalahan
Kenakalan Remaja Di Bukit Jabal Ghafur, Kabupaten
Pidie, Provinsi Aceh
Kenakalan remaja dalam bentuk apapun mengakibatkan hal

negatif baik bagi masyarakat maupun bagi dirinya sendiri. Tindakan

penyimpangan yang dilakukan oleh remaja merupakan penyakit
masyarakat yang perlu dicarikan obat untuk penyembuhannya.

Menurut Kartono (2010), menjelaskan bahwa penyakit masyarakat

adalah semua bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai norma-

norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan
dengan pola tingkah laku umum. Hal ini relevan dengan pemahaman
tugas-tugas perkembangan remaja dalam bersikap dan berperilaku
dirinya sendiri dalam menyikapi lingkungan di sekitarnya.

Menurut Jessor (2003) perilaku kenakalan remaja dapat
diminimalisir dengan adanya dukungan sosial keluarga, sikap
positif keluarga, dan memberikan contoh sikap yang benar
kepada remaja. Betapa pentingnya peran orang tua terhadap
perkembangan anaknya, sangat bermakna bagi sikap dan perilaku
anaknya. Keluarga yang terbuka, hangat dan utuh serta
memberikan dukungan kepada anak untuk bersikap baik dan
memerankan perilaku yang adaptif menjadi kondisi yang ideal
bagi anak untuk membentuk kepribadian yang baik. Karena
keluarga menjadi tempat pertama bagia anak untuk mengenal
dan mempelajari bagaimana cara bersikap dengan baik yang
dicontohkan oleh figur orang tua dan orang disekelilingnya. Maka
jelas bahwa peran keluarga sangat besar bagi pembentukan sikap
dan kepribadian anak. Namun keluarga bukan satu-satunya yang
berperan dalam membentuk sikap dan perilaku anak, melainkan
terdapat faktor sekolah dan lingkungan masyarakat.
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CHAPTER 4
Kompleksnya Permasalahan Pendidikan
di Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep
Jawa Timur

Oleh: Husamah, M.Pd.

A. Pendahuluan

Pendidikan sejatinya adalah bentuk investasi sumber daya manusia
(SDM) jangka panjang dalam menumbuhkan dan mewujudkan daya
saing bangsa masa kini dan di masa depan (Karini, 2018; Lengkong et
al., 2017). Negara berkewajiban menjamin bahwa setiap warga negara
memperoleh pendidikan yang layak (Fironika, 2015). Suatu negara
menyelenggarakan pendidikan bagi bangsanya adalah dengan maksud
mencerdaskan rakyat, meningkatkan pengetahuan mereka demi
kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya akan menjadikan negara
itu mengalami kemajuan (Wardi, 2017). Mendapatkan pendidikan
yang layak adalah hak warga negara Indonesia, merupakan hal yang
sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi
persaingan yang semakin ketat di era globalisasi (Nadziroh et al., 2018).

Namun realitas yang terjadi selama ini di Indonesia berkaitan
dengan pendidikan, masih berupa tingginya kesenjangan aksesibilitas
pendidikan (Hidayat, 2017), antara desa dan perkotaan (Vito &
Krisnani, 2015), ataupun antar daerah (Suyahman, 2015). Permasalahan
ini tidak semata menjadi beban dan tugas pemerintah pusat, sebab
upaya peningkatan mutu dan pembangunan bidang pendidikan juga
menjadi isu strategis bagi setiap pemerintah daerah. Upaya peningkatan
mutu dan pembangunan bidang pendidikan di era otonomi daerah
bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun
pemerintah provinsi, melainkan juga merupakan tanggung jawab
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pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah
yang berada di wilayah Pulau Madura (Febrianto & Sulaiman, 2014),
tak terkecuali Kabupaten Sumenep (Prasetyo et al., 2014).

Salah satu wilayah di Kabupaten Sumenep yang perlu mendapat
perhatian, khususnya di sektor pendidikan adalah Kecamatan
(Kepulauan) Sapeken (Hidayaturrahman & Husamah, 2020; Nurwidodo
Nurwidodo, Husamabh, et al., 2017). Sehubungan dengan itu, artikel
ini mendeskripsikan problematika pendidikan di daerah kepulauan
terpencil, studi kasus di Kepulauan Sapeken, Sumenep, Jawa Timur.

B. Mengenal Kepulauan Sapeken Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura,
memiliki 27 kecamatan yang terbagi atas 18 kecamatan di wilayah
daratan dan 9 kecamatan terletak di kepulauan. Kabupaten Sumenep
memiliki 126 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau
tidak berpenghuni. Kabupaten Sumenep, secara geografis terbagi
atas dua bagian, yaitu bagian daratan dengan luas 1.146,927065
km2 (54,79%) dan bagian kepulauan dengan luas 946,530508 km?
(45,21%) dari total luas wilayahnya dengan luas wilayah perairan
sekitar 50.000 km?. Secara geografis, Kabupaten Sumenep terbentang
antara 113°32°54” LS - 1160 16’48 LS dan 04° 55’337 BT - 07°
24°19” BT.

Sapeken adalah salah satu kecamatan yang terletak di kepulauan,
dan merupakan kecamatan terjauh. Sapeken memiliki luas 201,89
km? atau 9,64% dari luas Kabupaten Sumenep. Daerah di Sapeken
berada pada ketinggian 1-2 meter dari permukaan laut sehingga
merupakan dataran rendah. Berdasarkan letak geografisnya, Kecamatan
Sapeken terletak pada koordinat 115,330-115 Lintang Selatan dan
6,280 -7,120 Bujur Timur. Sapeken terletak £80 mil di sebelah utara
Pulau Bali dan 200 mil sebelah timur Pulau Jawa (Surabaya).
Secara geografis, Sapeken berada di Laut Jawa dengan batas-batas
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wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan perairan Kalimantan,
sebelah selatan berbatasan dengan perairan Bali, sebelah timur
berbatasan perairan Sulawesi, dan sebelah barat berbatasan dengan
Laut Jawa dan Madura. Sapeken memiliki pulau-pulau kecil sebanyak
53 pulau, dengan 21 pulau berpenghuni. dan 32 pulau tidak berpenghuni.

Akses ke Kepulauan Sapeken adalah dengan menggunakan
kapal penumpang atau kapal Perintis yang tersedia hanya dua kali
perjalanan dalam 10 sampai 12 hari. Perjalanan dapat melalui rute
Madura (Pelabuhan Kalianget, Sumenep) atau Banyuwangi (Pelabuhan
Tanjungwangi) menuju Pulau Kangean (Pelabuhan Batuguluk) dan
selanjutnya ke Pulau Sapeken. Masa pelayaran kapal reguler pada
jalur ini adalah £8-12 jam. Sebagai alternatif, penumpang dapat
menaiki kapal cepat (Express Bahari) dari Pelabuhan Kalianget
menuju Pelabuhan Batuguluk di Pulau Kangean dengan waktu
tempuh =3 jam. Kemudian menggunakan angkutan darat yang
mengambil waktu perjalanan +2 jam melalui Arjasa untuk sampai
ke ujung timur, yaitu Pelabuhan Kayu Waru kemudian menggunakan
perahu angkutan menyusuri Pulau Paliat sampai ke Pulau Sapeken
dengan waktu pelayaran +2 jam. Selanjutnya dari Pulau Sapeken
penumpang dapat menggunakan jasa perahu angkutan-masyarakat
setempat menyebutnya dengan istilah taksian atau tambangan-menuju
pulau-pulau yang dituju dengan lama waktu £30 menit untuk yang
terdekat sampai +5 jam untuk yang terjauh (Pulau Sakala). Kecamatan
Sapeken terletak sangat jauh dari ibu kota kabupaten (Sumenep
daratan). Medan menuju lokasi sangat sulit akibat faktor geografis
dan sarana transportasi yang tidak memadai. Kondisi geografis dan
keterbatasan akses seperti inilah yang menjadi faktor penyebab
kawasan terpencil semakin berada dalam keterisolasian, mengalami
kesenjangan, dan jauh tertinggal dari daerah daratan (perkotaan)
yang dekat peradaban ekonomi (N. Nurwidodo, Rahardjanto, Husamah,
Mas’odi, et al., 2018).
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Menurut data Kecamatan Sapeken dalam Angka 2020, jumlah
penduduk di Kecamatan Sapeken sebanyak 53.889 jiwa dengan perincian
jumlah penduduk laki-laki sebanyak 26.094 jiwa dan jumlah penduduk
perempuan sebanyak 27.795 jiwa. Adapun jumlah KK sebesar 15.395
(BPS, 2020). Penduduk di Kepulauan Sapeken ini umumnya berbahasa
Sulawesi (bahasa Bajau/ Bajo/Same, bahasa Mandar dan sebagian kecil
berbahasa Bugis) bukan berbahasa Madura karena dalam sejarahnya
para pelaut dari Sulawesi yang menemukan kepulauan ini (Rahman,
2018). Begitu juga dengan kultur budaya sangat berbeda dengan budaya
Madura, rata-rata suku yang ada di Kepulauan Sapeken (Kecamatan
Sapeken) Suku Bajau/Bajo, suku Mandar dan suku Bugis. Dari aspek
mata pencaharian, mayoritas penduduknya adalah nelayan. Secara
ekonomi, kondisi mereka tergolong sulit atau tertinggal dibandingkan
masyarakat Sumenep daratan (Hindun et al., 2019; N. Nurwidodo,
Rahardjanto, Husamah, & Mas’odi, 2018b, 2018a; Nurwidodo Nurwidodo,
Rahardjanto, et al., 2017).

C. Permasalahan Pendidikan di Kepulauan Sapeken
Untuk melihat permasalahan pendidikan di Kepulauan Sapeken,
maka terlebih dahulu perlu dicermati mengenai data jumlah sekolah
yang mendukung program wajib belajar 12 tahun, jumlah murid, dan
jumlah guru. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Jumlah Sekolah (Wajib Belajar), Murid, dan Guru

. Jumlah . Jumlah
No | Indikator Sekolah Jumlah Murid Guru
Laki-laki: 850
1 | TK 47 Perempuan: 919 117
Total: 1772
Laki-laki: 2180
2 | SD Negeri 27 Perempuan: 1912 194
Total: 4092
Laki-laki: 2723
3 ?ﬁgjr‘;sa}; 42 Perempuan: 2494 201
alya Total: 5217

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:

MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1

37



38

. Jumlah . Jumlah
No | Indikator Sekolah Jumlah Murid Guru
Laki-laki: 506
4 | SMP Negeri 3 Perempuan: 504 55
Total: 1110
Laki-laki: 1100
5 %zi;ii?}ljah 25 Perempuan: 1016 135
Total: 2116
Laki-laki: 126
6 | SMA Negeri 1 Perempuan: 137 29
Total: 263
Madrasah Laki-laki: 948
7 Aliyah 8 Perempuan: 979 81
Total: 1927
Pondok Laki-laki: 2005 16
8 Pesantren 11 Perempuan: 2220 (pengasuh)
Total: 4225
Jumlah (tidak
termasuk data TK 106 14.725 695
dan pesantren)

(Sumber: Data diringkas dari BPS, 2020)

Gelar yang Diperoleh Guru Swasta Diragukan

Berdasarkan Tabel 1 bahwa jumlah lembaga pendidikan telah
cukup memadai pada setiap jenjangnya. Keberadaan sekolah swasta,
mulai dari MI hingga MA berkontribusi penting dalam memberikan
peluang untuk menempuh pendidikan bagi masyarakat usia sekolah.
Namun demikian, permasalahan akan muncul dari sisi jumlah guru,
kualitas guru, dan tentu saja sarana dan prasarana yang ada. Kualifikasi
guru di lembaga pendidikan swasta menjadi masalah utama di
Kepulauan Sapeken, terlebih banyak guru yang memperoleh gelar
S1 (Khususnya gelar S.Pd.I) dengan cara tidak wajar, atau sekedar
mendaftar di perguruan tinggi tertentu di Indonesia untuk memperoleh
jjazah (dengan berbagai kelonggaran/kemudahan). Hal tersebut
berdasarkan pengamatan, pengakuan warga/masyarakat, dan beberapa
tokoh masyarakat di Kepulauan Sapeken. Dengan demikian, kita
dapat membayangkan bagaimana permasalahan terkait dengan
kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan.
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Guru ASN Sering Membolos

Hal ini relatif berbeda dengan guru-guru di sekolah negeri (dari
jenjang SD sampai SMA). Namun demikian, permasalahan yang
terkait dengan guru sekolah negeri (khususnya yang ASN) adalah
masa tinggal mereka yang relatif singkat. Kebanyakan guru ASN
berasal dari Madura daratan dan bahkan Jawa. Ketika mereka pulang
kampung, maka umumnya “molor” sehingga menyebabkan absen
dalam mengajar. Bahkan, sampai berbulan-bulan. Berdasarkan
pengamatan kami dan juga penuturan masyarakat, ada guru yang
membolos sampai setengah semester. Meskipun demikian, sebagaimana
temuan Nurwidodo Nurwidodo, Husamah, et al (2017) guru-guru
ASN yang sudah menetap di kepulauan atau menikah dengan warga
kepulauan relatif memiliki komitmen mengajar dengan baik, tetapi
tetap perlu membutuhkan upgrade kompetensi.

Sarana-Prasarana yang Kurang Memadai dan Problem
dana BOS

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan sarana dan prasarana
yang dimiliki sekolah, baik negeri maupun swasta. Jauhnya akses
dan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah menyebabkan fasilitas
di sekolah-sekolah tidak terperhatikan. Kecenderungan bantuan
pendidikan hanya diberikan oleh Pemda ke sekolah-sekolah yang
ada di Sumenep daratan. Selain itu, lemahnya pengawasan dana
BOS menyebabkan kebanyakan dana tidak “terpakai” sebagaimana
mestinya. Banyak pihak yang mengatakan bahwa dana BOS cenderung
hanya dinikmati oleh pengelola/pemilik sekolah swasta.

Rendahnya Angka Melanjutkan ke PT dan Lulusan SLTA
yang Tidak Siap Kerja

Jumlah lulusan SMA dan MA yang melanjutkan sangat sedikit.
Selain terkendala faktor demografis, biaya (ekonomi) menjadi masalah
utama. Sangat jarang dari mereka yang mendapatkan program beasiswa.
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Masalahnya lainnya adalah bahwa karena mereka lulusan SMA dan
keagamaan (MA) maka mereka relatif tidak memiliki “skill” khusus
bidang perikanan (kecuali pengetahuan yang secara turun-temurun
diturunkan/tradisional). Padahal bila melihat dari potensi daerah,
seharusnya kepulauan Sapeken memiliki SMK Perikanan.

D. Beberapa Alternatif Solusi

Ada dan terus berkembangnya lembaga pendidikan swasta
merupakan bentuk partisipasi masyarakat kepulauan Sapeken (meskipun
secara ekonomi kebanyakan dari mereka memiliki keterbatasan)
untuk mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan.
Hal ini sejalan dengan hasil kajian Hidayaturrahman dan Husamah
(2020) bahwa masyarakat Kepulauan Sapeken telah terbiasa
secara mandiri menggalang dana pendidikan di daerahnya. Sebagai
nelayan, penduduk pulau ini menunjukkan kemandirian dan
keinginan untuk mengenyam pendidikan yang baik, dari tingkat
dasar, bahkan hingga perguruan tinggi. Mereka secara rutin
mengalokasikan sebagian pendapatannya dari melaut untuk
pendidikan anak- anaknya dengan harapan generasi penerusnya
dapat hidup lebih baik. Selain itu, para nelayan juga rela mengorbankan
penghasilannya untuk disumbangkan ke lembaga pendidikan di
pulau mereka, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Meski
demikian, ke depan masyarakat pulau tidak boleh dibiarkan begitu
saja. Mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah dan perguruan
tinggi, agar kemajuan yang menyikapi perkembangan zaman dapat
terwujud dengan cepat dan terarah. Menurut teori partisipatif Arnstein,
partisipasi masyarakat berada pada level kemitraan-bersinergi dengan
pemerintah.

Berdasarkan permasalahan tersebut beberapa solusi yang dapat
diberikan adalah sebagai berikut:
1. Perlu adanya perhatian khusus kepada sekolah-sekolah swasta
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di Kepulauan, baik terkait fasilitas (sarana dan prasarana) dan
kualitas guru (pembinaan berkelanjutan).

2. Perlu ada penyelidikan yang ketat terkait gelar-gelar akademik
yang diperoleh guru- guru swasta (yang terkesan sangat instant)

3. Perlu ada pengawasan yang ketat terhadap kinerja guru-guru
ASN.

4. Perlu adanya pengawasan yang ketat terkait dengan pencairan
dan penggunaan dana BOS.

5. Perlunya pendirian SMK Perikanan

Jika beberapa hal tersebut dapat terlaksana maka kualitas pendidikan
di Kepulauan Sapeken, sebagaimana merujuk pada Karini (2018),
akan mengalami perbaikan yang progresif. Harus diingat bahwa
kendati mulai banyak penduduk dengan pendidikan tingkat menengah
tetapi potensi sumber daya manusia yang masih relatif banyak
berpendidikan rendah, tentu bukan hal mudah bagi Kepulauan
Sapeken secara untuk dapat segera keluar dari tekanan kemiskinan
dan ketertinggalan. Oleh sebab itu ke depan sangat dibutuhkan
komitmen dan sikap konsisten dari berbagai pihak untuk senantiasa
memberikan dukungan pembangunan terutama di bidang pendidikan
agar terwujud cita-cita bagi pengembangan sumber daya manusia
yang benar-benar berkualitas.
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CHAPTER S

Ceramah Dominasi Pembelajaran di Pamekasan
Jawa Timur

Oleh: Chandra Kirana Nasso, M. Pd.

A. Pendahuluan: Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Permasalahan pendidikan di Indonesia banyak macamnya, mulai
dari sarana prasarana sekolah, input siswa, ekonomi keluarga, juga
masalah lokasi peserta didik yang tersebar di banyak lokasi, di desa
dan di kota, bahkan di daerah pedalaman. Hal ini mengingat kondisi
Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain permasalahan tersebut
juga masalah kurikulum dan pendanaan sekolah.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju
desentralisasi telah ditetapkan pemerintah pusat dengan menetapkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 32 tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan masyarakat, ketatanegaraan dan
Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 8
dinyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan urusan
pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi
(Presiden Republik Indonesia).

Mujahidun (2016) menyatakan bahwa amanat Undang-Undang
Dasar 1945 mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam
mencerdaskan kehidupan b angsa dan kesejahteraan umum. Oleh
karena itu semua warga negara Indonesia berhak memperoleh
pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali (UU Nomor 32 Tahun
2014 dan PP Nomor 25 Tahun 2005). Pemerintah dituntut untuk
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mewujudkan pemerataan di bidang pendidikan. Salah satu gerakan
yang dilakukan pemerintah adalah program wajib belajar 9 tahun
melalui yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2006. Untuk
itu tujuan pendidikan diletakkan pada tiga pilar, yaitu 1) pemerataan
kesempatan dan perluasan akses, 2)peningkatan mutu, relevansi dan
daya saing, 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan
public.

Hal lainnya adalah reformasi di Indonesia yang seakan menjadi
cahaya impian bagi semua perubahan tidak terkecuali dalam dunia
pendidikan, juga adanya perubahan paradigma sentralisasi menjadi
desentralisasi yang kemudian disusul dengan regulasi pembagian
kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah yang justru tidak sedikit menimbulkan
masalah baru. hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan
kebijakan pemerintah pusat (pendidikan gratis) disesuaikan dengan
kondisi dan situasi keberadaan daerah yang ada.

Pemerataan pendidikan yang dilaksanakan di Indonesia memiliki
banyak kendala dalam pelaksanaannya. Permasalah tersebut antara
lain disebabkan oleh daerah pedesaan sangat terpencil dan jauh dari
perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum
terdistribusi secara merata (Zulkarnain, Handoyo, 2019). Hal tersebut
menunjukan bahwa terdapat keterbatasan dan ketidakadilan disebabkan
oleh aksesibilitas layanan pendidikan yang belum merata, terbatasnya
tenaga pendidik, infrastruktur yang belum memadai, prasarana jalan
dan transportasi. Akses pendidikan yang terbatas, dan mahalnya
biaya pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi.

Dalam Aristo (2019), dijelaskan bahwa pemerataan pendidikan
yang dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia memiliki macam-
macam kendala. Permasalahan disebabkan oleh daerah pedesaan
yang terpencil dan jauh dari perkotaan sehingga kesulitan untuk
mengakses layanan pendidikan, juga disebabkan oleh faktor keuangan.
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Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan menjadikan
beberapa guru mengajar dengan apa adanya sesuai dengan sarana
dan prasarana yang dimiliki di sekolah masing-masing. Biasanya
guru mengajar dengan metode ceramah. Tuntutan pencapaian
kurikulum menjadi pertanyaan yang harus dijawab dengan banyaknya
permasalahan di dunia pendidikan. Diharapkan ada solusi untuk
menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia pendidikan khususnya
di Kabupaten Pamekasan, sehingga target kurikulum yang diharapkan
pemerintah akan tercapai.

B. Pengumpulan Data

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Koordinator Kelompok Kerja
Madrasah (KKM) Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan,
Ketua MGMP Biologi Kabupaten Pamekasan, 85 orang guru MAN
di Pamekasan, 50 guru MA swasta, dan 30 guru SMA Negeri di
Pamekasan, mulai tanggal 13 Oktober sampai 11 Desember 2020.
Data dianalisis secara deskriptif.

C. Temuan
Permasalahan pendidikan di Kabupaten Pamekasan bisa
dikelompokan menjadi 5, yaitu:

Sarana dan Prasarana

Menurut Kepala Diknas Pamekasan, bahwa sarana prasarana
lembaga pendidikan di bawah naungan Diknas masih belum memadai.
Diperbaiki di bagian depan, bagian belakang rusak, dan seterusnya.
Sekolah terakreditasi B masih dibawah 50 persen. Untuk sekolah
di bawah naungan Kementerian Agama banyak yang bernaung
di dalam pondok pesantren ataupun yayasan. Sarana kelas yang
tidak sesuai dengan standar dan ada yang masih semi permanen,
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tidak memiliki laboratorium IPA, dan laboratorium komputer,
serta perpustakaan.

Sumber belajar terbatas, media pembelajaran terbatas, administrasi
madrasah kurang baik (lemah dalam pengarsipan). Banyak SD negeri
sekarang digabungkan (regrouping) karena kekurangan murid. Dari
13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan hanya 4 kecamatan yang
memiliki SMAN, yaitu Kecamatan Kota Pamekasan, Pademawu,
Pakong, dan Kecamatan Waru. Beberapa keterbatasan di atas
menyebabkan guru mengajar dengan metode ceramah.

Kompetensi guru

Guru yang kompeten adalah guru yang telah memiliki sertifikat
pendidik. Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sekitar 80
persen yang sudah tersertifikasi. Banyak guru di lembaga pendidikan
swasta yang mengajar tidak sesuai dengan ijazah bidang studi (tidak
linier). Guru jarang diberi pelatihan (upgrading) dengan pelatihan-
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Guru mengajar
dengan cara yang nyaman menurut dirinya, biasanya dengan ceramah.

Kurikulum

Apa saja kurikulumnya, sebagian besar guru mengajar sebagaimana
biasanya yaitu ceramah. Alokasi waktu yang diberikan yayasan
kurang karena terbentur dengan kegiatan pondok pesantren.

Pemerataan Guru

Wilayah Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi bagian utara
dan selatan. Wilayah selatan adalah daerah perkotaan dan sekitarnya
dimana sejak jaman Belanda telah menjadi pusat pendidikan. Sedangkan
wilayah utara meliputi Kecamatan Pakong, Pegantenan, Waru,
Pasean, dan Batumarmar yang merupakan wilayah pegunungan dan
pantai terlambat dalam perkembangan pendidikan. Umumnya di
wilayah utara mengenyam pendidikan di pondok pesantren.
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Guru banyak menumpuk di wilayah selatan, untuk guru daerah
utara banyak yang berasal dari kota dan pulang pergi setiap hari
dengan jarak tempuh sekitar 30 — 50 km dengan medan daerah
pegunungan.

Masalah pribadi siswa

Input siswa di beberapa sekolah minim, motivasi belajar kurang,
minat baca rendah, buku tidak menjadi kebutuhan bagi sebagian
besar siswa, siswa ikut bekerja mencari nafkah membantu orang
tua, dan masih banyaknya pernikahan dini dan putus sekolah. Dalam
masa pandemi siswa lebih banyak menghabiskan waktu untuk
bermain games.

D. Pembahasan dan Solusi

Sarana dan prasarana

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai di
beberapa lembaga pendidikan negeri dan swasta, di lingkungan
Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan
disebabkan banyak faktor, diantaranya bantuan pemerintah yang
masih kurang, sehingga saat ada bantuan hanya mampu memperbaiki
salah satu bagian saja, misal bagian depan saja, atau bagian belakang
saja. Sehingga saat memperbaiki bagian depan, bagian belakang
rusak, saat memperbaiki bagian belakang, bagian depan yang rusak,
dan seterusnya.

Lembaga-lembaga swasta yang tidak memperoleh dana dari
DIPA, hanya mengandalkan dana BOS atau bantuan rehab atau
pengadaan kelas baru. bahkan ada lembaga swasta yang belajar di
kelas semi permanen. Tidak memiliki ruang laboratorium IPA,
laboratorium komputer dan perpustakaan juga mengakibatkan siswa
memiliki ketertinggalan dalam banyak hal, diantaranya pengalaman
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menemukan dengan eksperimen di laboratorium, mengikuti pembelajaran
komputer yang sekarang sudah sangat dibutuhkan. Untuk kepentingan
ujian nasional sebelumnya biasanya bergabung dengan sekolah yang
memiliki fasilitas komputer, atau meminjam /aptop. Hal lainnya
adalah siswa tidak betah di kelas, misalnya karena suasana kelas
yang panas. Tidak adanya perpustakaan juga mengakibatkan sulitnya
membelajarkan siswa untuk memiliki keterampilan literasi karena
bacaan terbatas.

Faktor penyebab terhambatnya kegiatan belajar mengajar karena
kurangnya sarana prasarana pendukung antara lain karena keterbatasan
dana dari pemerintah, juga pendanaan dari yayasan. Hal lain yang
tidak kalah pentingnya adalah pemerintah terlalu mudah memberikan
izin pendirian lembaga pendidikan baru, sehingga sekolahnya
bertambah banyak, tetapi muridnya hanya sedikit.

Alternatif pemecahan masalah dengan upaya melengkapi sarana
dan prasarana sekolah dengan mengajukan pengadaan atau perbaikan
kepada pemerintah. Pemerintah harus menyediakan pendanaan sesuai
yang dibutuhkan secara merata. Hal lainnya adalah dengan mencari
donatur dari alumni atau pihak lainnya yang tidak mengikat. Pemerintah
juga selektif untuk memberikan izin pendirian lembaga pendidikan
yang baru, lebih baik memaksimalkan sekolah yang sudah ada.

Sejalan dengan hal tersebut, Mujahidun (2016) mengatakan
bahwa pemerataan pendidikan merupakan turunan dari isu pemerataan
pembangunan. Masalah ini kemudian melahirkan gagasan yang
dikenal dengan Trilogi Pembangunan yakni pertumbuhan, pemerataan,
dan stabilitas. Dengan demikian masalah pembangunan bertumpu
pada pertumbuhan. Selanjutnya pertumbuhan itu dibagi dan diratakan.
Oleh karena itu pembangunan pendidikan pun dihadapkan pada isu
yang sama dengan pembangunan dalam konteks ekonomi.

Pemerataan pendidikan di Indonesia yang pertama kali secara
formal dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1984 dalam program
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wajib belajar Sembilan tahun mulai tahun 1994. Tahapan selanjutnya
adalah memberikan beasiswa dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Sekarang pun pemerintah juga telah memberikan bantuan operasional
sekolah (BOS) untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang
berkaitan dengan fasilitas pendidikan dan keberlangsungan pendidikan
agar siswa tidak putus sekolah. Pemerataan pendidikan ini juga
sangat bergantung pada sumber dana APBN dan APBD.

Dengan menyadari bahwa anggaran pendidikan dari pemerintah
secara nasional ini belum optimal, maka antisipasi pemerintah dengan
melakukan program subsidi mulai dari pendidikan dasar hingga
jenjang di atasnya. Berikutnya, pemerintah mengajak kemitraan
masyarakat untuk ikut memikirkan dan mendukung pembiayaan
pendidikan terutama pada sekolah swasta.

Kompetensi Guru

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dianggap sebagai
guru yang kompeten, walaupun pada kenyataannya tidak demikian.
Tergantung kepada orangnya mau digunakan untuk apa uang kesejahteraan
dari pemerintah tersebut. Seharusnya uang sertifikasi yang diperoleh
salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru.

Banyaknya guru di lembaga swasta yang mengajar tidak sesuai
dengan ijazah yang dimiliki, mengakibatkan mereka tidak terdaftar
di Dapodik (Data Pokok Kependidikan). Sehingga tidak akan
mendapatkan sertifikasi. Dengan kondisi tersebut pembelajaran
kurang atau bahkan tidak optimal.

Guru jarang diupgrade atau mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan
atau seminar-seminar sehingga guru kurang mengikuti perkembangan
di dunia pendidikan. Pemerintah sudah memberikan dana kesejahteraan
pada sebagian besar guru, harusnya dana tersebut digunakan untuk
meningkatkan kompetensi guru, mengikuti pelatihan atau seminar
secara mandiri, tidak hanya menggantungkan pada dana dari sekolah.
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Untuk guru yang belum sesuai ijazah dan mata pelajaran yang
diampunya, sebaiknya mengajar sesuai dengan keilmuannya atau
mengikuti program-program penyesuaian yang dilakukan pemerintah.

Masalah ini bisa dijawab dengan berbagai penyelesaian, antara
lain; pemerintah memberikan program pelatihan dan sejenisnya secara
merata agar semua guru bisa menikmati dan belajar. Guru juga harus
out of the box, berani keluar dari zona nyaman yang selama ini dilakukan
dan dinikmati. Mau berkorban untuk meningkatkan kompetensinya
misal dengan melanjutkan kuliah, seminar dan sejenisnya dengan biaya
mandiri. Untuk Kabupaten Pamekasan ke depan akan mengadakan
semacam PPG bagi guru yang belum tersertifikasi.

Penambahan guru yang tersertifikasi diharapkan akan berdampak
pada peningkatan hasil pembelajaran siswa. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahu 2008 tentang Guru sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru. Pola sertifikasi guru dalam jabatan diubah menjadi Pendidikan
Profesi Guru (PPG). Dibandingkan dengan pola sertifikasi sebelumnya,
PPG memerlukan waktu yang lebih lama dari 10 hari menjadi 6
bulan yang memerlukan biaya lebih besar.

Kurikulum

Dilapangan masih banyak guru yang mengajar dengan ceramabh,
atau mengajar sesuai dengan kemauannya untuk mengajar. Banyak
guru yang belum dilatih untuk setiap perubahan kurikulum yang
ada. Guru sulit untuk keluar dari zona nyaman. Hal ini juga karena
lemahnya pengawasan, baik dari pengawas maupun dari kepala
sekolah. Penyediaan waktu belajar juga menjadi masalah tersendiri,
karena akan mengakibatkan tidak selesainya kurikulum yang telah
dirancang oleh guru. Hal ini terjadi karena menyesuaikan dengan
kegiatan di pondok pesantren.
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Alternatif pemecahan masalahnya antara lain adalah
guru mau berubah dengan belajar mengikuti perkembangan
dalam dunia pendidikan. Pengawas dan kepala sekolah rutin
melaksanakan supervisi dan memberikan wawasan perkembangan
dalam dunia pendidikan. Stakeholder melakukan komunikasi
yang intens dengan pihak pondok pesantren untuk menyelesaikan
masalah tersebut.

Menurut Wahid (2006), kurikulum dan pendidikan merupakan
dua konsep yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum
membahas pengembangan kurikulum. Sebab dengan pemahaman
yang jelas atas kedua konsep tersebut diharapkan pengelola
pendidikan terutama pelaksana kurikulum mampu melaksanakan
tugasnya dengan baik. Kurikulum digunakan sebagai acuan
pengalaman pembelajaran siswa yang ditunjukkan dengan
pembentukan tujuan, rencana, dan rancangan untuk pembelajaran
dan pengimplementasian dari rencana-rencana tersebut di sekolah.

Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan
teori dan praktik pendidikan bervariasi sesuai dengan aliran dan
teori yang dianut. Ada tiga konsep kurikulum yaitu kurikulum
sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan sebagai bidang
studi (Sukmadinata, 2000).

Kurikulum sebagai substansi, bahwa kurikulum dipandang
sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah.
Kurikulum sebagai sistem, yaitu merupakan bagian dari sistem
persekolahan, sistem pendidikan, bahkan system masyarakat.
Kurikulum sebagai suatu bidang studi kurikulum merupakan kajian
para ahli kurikulum dan ahli pendidikan. Tujuan kurikulum sebagai
bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan
sistem kurikulum. Mempelajari konsep-konsep dasar kurikulum
dengan studi pustaka dan kegiatan penelitian.
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Pemerataan guru

Pemerataan guru di Pamekasan yang masih sangat dirasakan
yaitu menumpuknya guru di wilayah selatan. Akibatnya ada sekolah
yang semua tingkatan diajari guru yang jumlahnya tidak sesuai,
misal 6 kelas diajar oleh 3 atau 4 orang guru saja. Pembelajaran
pasti tidak maksimal, ditambah lagi dengan jumlah jam mengajar
yang biasanya dibatasi sampai jam 11.00 WIB atau jam 12.00 WIB,
karena jam 13.00 WIB siswa harus belajar di madrasah diniyah.

Di wilayah utara hanya ada 2 SMAN, yaitu di Kecamatan Pakong
dan Kecamatan Waru, selebihnya adalah sekolah di pondok-pondok
pesantren atau yayasan swasta lainnya. Alternatif penyelesaian
masalah ini salah satunya adalah wewenang pemerintah daerah
untuk memetakan guru, mutasi guru daerah selatan ke daerah utara,
serta pemanfaatan perumahan kepala atau guru secara maksimal
agar kepala dan guru tidak terlambat datang ke sekolah.

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas
Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian
rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya
secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan
dalam masyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta
akhlak mulia.

Sesuai pula dengan pasal 31 UUD 1945 amandemen mengatakan,
(1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap
warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah
wajib membiayainya. Berdasarkan hal tersebut, negara memiliki
2 kewajiban yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap
warga negara di manapun, dan membiayai pendidikan bagi warga
negaranya.

Menyelenggarakan pendidikan berarti pemerintah harus menyiapkan
tempat, pendidik, serta sarana dan prasarananya baik di desa maupun
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di kota. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan
anggaran kegiatan pembelajaran yang melibatkan guru, sekolah,
serta sarana dan prasarana.

Masalah pribadi siswa

Banyaknya masalah pribadi yang dialami oleh siswa juga menjadi
hal yang penting untuk dibahas karena memiliki akibat yang cukup
signifikan terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Permasalahan
antara lain adalah siswa berasal dari keluarga yang kurang mampu.
Tidak memiliki sarana belajar, kurang perhatian orang tua, dan
jauhnya jarak rumah ke sekolah, yang penting mereka datang ke
sekolah. Apalagi saat pandemi Covid-19 saat ini, mereka kesulitan
untuk belajar secara online karena tidak memiliki handphone, atau
tidak memiliki uang untuk membeli paket internet. Bahkan pada
saat pembelajaran tatap muka juga mereka tidak datang ke sekolah
karena kesulitan biaya transportasi.

Kesulitan ekonomi keluarganya juga mengakibatkan anak harus
ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ada yang
menjadi tukang becak, ikut bekerja mengiris tembakau, ikut kerja
di sawah sebagai buruh tani, kuli bangunan, bahkan ikut melaut.
Berikutnya adalah masih banyaknya pernikahan dini yang biasa
terjadi di daerah pedesaan. Orang tua merasa anaknya cukup bekal
ilmu di SD atau SMP saja, setelah itu dinikahkan. Pernikahan dini
ini bisa menyebabkan banyak hal, misal meningkatnya angka perceraian,
kurang pahamnya tentang kesehatan dan kebersihan, sehingga anak
yang dilahirkan juga dalam perawatan kurang maksimal. Akibat
berikutnya adalah meningkatnya angka pengangguran.

Rendahnya motivasi belajar dan motivasi untuk membaca
disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ekonomi keluarga yang
rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan fasilitas belajarnya,
misal buku-buku yang mengakibatkan anak tidak terbiasa untuk
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membaca. Untuk di masa pandemi Covid-19 ini, siswa banyak
bermain game sehingga lalai untuk belajar. Bermain sampai dini
hari dan paginya tidak belajar baik online maupun tatap muka.

Alternatif pemecahan masalahnya antara lain, bantuan biaya
pendidikan yang memadai dari pemerintah, pemerintah intens
menyosialisasikan tentang pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak
akibat pernikahan dini. Sosialisasi pemerintah kepada orang tua
mengenai pentingnya pendidikan melalui PKK, pengajian, dan
kegiatan lain. Komunikasi yang intensif 3 pilar pendidikan, pihak
sekolah (guru BK, wali kelas, orang tua, stakeholder). Sekolah memberikan
kegiatan ekstra berupa keterampilan-keterampilan kewirausahaan misal
memasak, make up, sablon, fotografi, desain dan sebagainya yang bisa
digunakan anak untuk bekerja sambil sekolah.

Metode Ceramah Menjadi Pilihan Guru dalam Pembelajaran

Proses pembelajaran di sekolah merupakankan interaksi antara
siswa dan guru yang didukung dengan berbagai fasilitas untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Banyak metode yang digunakan
guru dalam proses pembelajaran tergantung kepada guru dan materi
yang diajarkan. Pembelajaran dengan metode ceramah menjadi salah
satu pilihan guru dalam mengajar.

Hasil wawancara dengan guru-guru di Pamekasan, 70% menyatakan
bahwa mereka memilih metode ceramah dalam proses pembelajaran.
Berbagai masalah yang dihadapi guru-guru di Pamekasan seperti
yang telah disampaikan menjadi pendukung bagi guru untuk
menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya. Alasan
pemilihan metode tersebut antara lain adalah karena guru sudah
merasa nyaman dengan metode ceramah, tidak usah menyiapkan
sarana prasarana belajar yang menyita waktu, guru sudah hafal
dengan materi yang akan diajarkan. Alasan lainnya adalah dapat
menyelesaikan semua materi tepat waktu, metode dianggap praktis
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dan efisien, tidak ada sarana pendukung misalnya laboratorium
untuk praktikum, siswa tidak memiliki bahan bacaan, siswa ,menjadi
pendengar yang baik di kelas.

Dalam berbagai penelitian, dinyatakan bahwa masih banyak
guru menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajarannya,
Hamzah & Afiat dalam penelitiannya menyampaikan bahwa metode
ceramah adalah metode yang paling sering digunakan pada pembelajaran
PAI di SMA Negeri 3 Pekanbaru. Nurhaliza dkk (2021), metode
ceramah dilakukan dengan menyampaikan materi secara langsung
pada siswa secara lisan. Metode ceramah dianggap kurang efektif
karena pembelajaran hanya berpusat pada guru, siswa hanya
mendengarkan penjelasan guru sehingga kreativitas siswa tidak ada,
siswa juga tidak aktif. Guru hanya memanfaatkan buku pegangan
sebagai sumber belajar.

Guru memang memiliki hak penuh atas kelas yang diajarnya,
tetapi sebaiknya guru juga mau belajar dan terbuka kepada hal-hal
yang baru agar proses pembelajaran di kelas menjadi variatif.
Pembelajaran ceramah bisa digunakan pada materi-materi tertentu
saja. Hal ini untuk menjawab kemajuan jaman dan teknologi di abad
21. Siswa diharapkan sudah disiapkan sejak di bangku sekolah untuk
memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam menjawab
tantangan di abad 21, sehingga nanti dapat dipastikan bahwa siswa
mampu menjalani kehidupan yang layak di masa depannya.

Penelitian-penelitian-penelitian telah banyak membuktikan,
bahwa metode-metode selain ceramah dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. Dalam Rikawati & Sitinjak (2020), guru menjelaskan
pelajaran dengan baik dan sistematis dengan metode ceramah. Siswa
menjadi pendengar yang baik, namun tidak aktif. Siswa mencatat
penjelasan guru, tidak banyak berbicara dengan teman, tetapi siswa
tidak mau bertanya bahkan tidak merespon pertanyaan guru yang
pada akhirnya siswa tidak memahami materi yang disampaikan oleh
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guru. Harsono dkk (2009), ada perbedaan yang signifikan antara
hasil belajar dengan metode ceramah konvensional dan metode
ceramah berbantuan animasi. Pembelajaran menggunakan media
animasi memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan
menggunakan metode ceramah konvensional.

Adilah (2017), dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa
ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang belajar dengan
mind map dan dengan ceramah. Hasil belajar siswa dengan mind
map lebih baik dari kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah.
Hasil penelitian Ghezeljeh dkk (2015) menunjukkan bahwa pembelajaran
tradisional dengan ceramah dan multimodal memiliki efek positif
yang signifikan terhadap pengetahuan, tetapi metode multimodal
lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan. Gholami dkk (2016),
menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan yang teramati
pada kemampuan berpikir kritis dan kesadaran metakognitif siswa
setelah melakukan pembelajaran dengan ceramah, tetapi terjadi
peningkatan yang signifikan setelah menggunakan model PBL.

Diharapkan guru-guru mau belajar untuk menerapkan metode
pembelajaran yang variatif, sehingga siswa lebih senang untuk
belajar dan kompetensinya meningkat. Sekarang banyak webinar
yang bisa diikuti guru secara gratis melalui online, juga seminar-seminar
pendidikan yang dilaksanakan secara offline. Pemerintah juga diharapkan
mampu mensosialisasikan setiap perubahan kurikulum atau kebijakan-
kebijakan dalam dunia pendidikan sampai kepada guru-guru di seluruh
Indonesia, sehingga guru mampu mengikuti semua perubahan dalam
proses pendidikan yang akan diimplementasikan di kelas.

E. Kesimpulan dan Saran

Ada 5 permasalahan besar di dunia pendidikan di Kabupaten
Pamekasan, yaitu bidang sarana dan prasarana, kompetensi guru,
kurikulum, pemerataan pendidikan, dan masalah pribadi siswa.
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Berbagai permasalahan tersebut menjadi pendukung guru untuk
memilih metode ceramah pada proses pembelajarannya di sekolah.
Kedepan diharapkan guru untuk mau belajar dan menyesuaikan
proses pembelajaran dengan kurikulum yang berlaku. Guru mau
menggunakan metode pembelajaran yang variatif sehingga tujuan
pembelajaran tercapai dan pembelajaran berpusat pada siswa.
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CHAPTER 6

Realita Pembelajaran Daring di Daerah Bangkalan
Madura pada Masa Pandemi Covid-19

Oleh: Hefi Rusnita Dewi, M.Pd.

A. Pendahuluan

Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di Madura yang lokasinya
terdekat dengan wilayah Surabaya mengisahkan berbagai persoalan masalah
pendidikan yang komplek. Beberapa permasalahan diantaranya tentang
kemampuan dari beberapa kepala sekolah di tingkat PAUD, SD dan SMP
wilayah Bangkalan dalam mengoperasikan komputer masih sangat kurang,
hal ini diketahui pada saat mendampingi para kepala sekolah pada acara
Diklat Penguatan Kepala Sekolah di bulan Oktober 2019. Persoalan lain
yang adalah motivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang
perguruan tinggi masih sangat rendah terutama di daerah-daerah pedesaan
(VA,N.B.,2011), hal ini dipengaruhi dari pola pikir orang tua khususnya
yang memiliki anak perempuan masih sering ditunangkan saat masih
di bangku sekolah, sehingga cenderung untuk dinikahkan di usia yang
masih muda (Rifai, M., 2019) hal ini masih sering terjadi terlebih bagi
orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi yang kurang, karena
ada kekhawatiran orang tua apabila anaknya “ Lok pajuh Lakeh”
(istilah Madura bagi wanita yang tidak kawin-kawin/perawan tua) dan
permasalahan yang urgent adalah permasalahan yang dihadapi selama
pemberlakuan pembelajaran daring di masa pandemi corona (Tirajoh, C.
V., Munayang, H., & Kairupan, B. H., 2021).

Hal yang sangat penting bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran
daring adalah lama waktu siswa harus belajar dan paket data (kuota)
yang mereka miliki, sedangkan masalahnya adalah banyak orang
tua mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak mampu. Kendala
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lain dalam pelaksanaan pembelajaran, diantaranya tidak semua siswa
dan wali memiliki handphone android, sehingga siswa mencoba
untuk meminjam atau menumpang dengan teman lain yang memiliki
handphone android, selain itu terdapat kendala sinyal baik dari pihak
siswa maupun guru dalam proses belajar mengajar (Alfiyatin, Y.,
2020). Hingga akhirnya hal tersebut diserahkan kepada para orang
tua siswa yang menginginkan anaknya tetap belajar daring. Pembelajaran
online tidak dapat dipisahkan dari internet (Sari, A. P., & Utami, N.,
2019) . Koneksi internet merupakan salah satu kendala yang dihadapi
oleh siswa yang kesulitan mengakses internet di rumah, terutama
ketika siswa tersebut tinggal di daerah pedesaan, terpencil dan
tertinggal (Cerelia, J. J., Sitepu, A. A., & Toharudin, T., 2021). Dalam
menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tersebut tidak
stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan jaringan
seluler. Hal ini juga menjadi masalah yang sering dihadapi pembelajar
daring, sehingga implementasinya kurang optimal (Fauzi, M., 2020).
Berbagai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pembelajaran
daring selama pandemi covid-19 di daerah Bangkalan, menjadikan
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita pembelajaran

daring di daerah Bangkalan pada masa pandemi corona.
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B. Realita Pembelajaran Disekolah di Masa Pandemi Covid-19
Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di masa pandemi
Covid-19 mengalami perubahan yang radikal. Pertemuan tatap muka
tradisional tidak lagi digunakan dalam pembelajaran, tetapi secara
bertahap diintegrasikan ke dalam pembelajaran daring (Susanti, D.
I., & Prameswari, J. Y., 2020) Akibat derasnya informasi wabah
Covid-19, sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melalui Dinas Pendidikan menghimbau
untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa di satuan pendidikan
Formal dan Non Formal untuk dilaksanakan di rumah masing-masing.
Pendidik dan tenaga kependidikan tetap bertugas di satuan pendidikan
masing-masing guna melakukan layanan pembelajaran jarak jauh
dan melakukan pembersihan lingkungan satuan pendidikan. Serta
menginformasikan kepada orang tua siswa untuk memastikan putra/
putrinya melaksanakan pembelajaran dan untuk melakukan pengawasan
pembelajaran di rumah serta membatasi aktivitas di luar rumah.

C. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan
data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur kepada para
partisipan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan Telepon
Genggam (HP) terhadap lima orang guru sebagai partisipan dari
beberapa sekolah di daerah Bangkalan , di antaranya satu orang
guru dari SMAN 3 Bangkalan, satu orang guru dari UPTD SMPN
2 Bangkalan, satu orang guru dari UPTD SMPN 5 Bangkalan, satu
orang guru dari UPTD SD Negeri Kelean 1 Kecamatan Socah Kab.
Bangkalan dan satu orang guru dari MTs Jungkebuan Bangkalan
(Gambar 2). Wawancara meliputi beberapa hal mengenai hambatan/
kendala dalam penerapan pembelajaran daring di sekolah, partisipasi
dalam kehadiran dan menyelesaikan tugas selama pembelajaran
daring, pentingnya pembelajaran luring dan persiapan pembelajaran
luring di sekolah.
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Gambar 2. Lokasi sekolah partisipan

D. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan lima orang guru sebagai narasumber

diperoleh informasi sebagai berikut :

Hambatan/Kendala Dalam Penerapan Pembelajaran Daring
di Sekolah

Hal yang dihadapi guru ketika memulai dan menerapkan

proses PBM via daring diantaranya adalah

1.

Akses internet tiap siswa dan ketersediaan gadget bagi mereka
yang dirasa cukup mewah mengingat rata-rata siswa bukan dari
kalangan menengah atas.

. Karena ekonomi orang tuanya yang sebagian tidak mampu,

maka sebagian siswa tidak dapat menggunakan HP setiap saat,
terkadang meminjam HP ke saudara atau ke tetangganya.

. Sinyal yang tidak stabil terutama di daerah pedesaan, menjadi

salah satu alasan utama para siswa sulit menerima materi dengan
tepat waktu dan menghambat proses pembelajaran.

4. Siswa bermalas-malasan / tidak disiplin waktu.

. Ditambah para wali murid yang belum begitu memahami tata

cara/prosedur PBM via daring.

. Pada siswa kelas rendah (SD), lebih banyak peran ibu yang

menggantikan anaknya untuk menjadi murid, mereka datang
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ke sekolah untuk mengambil tugas per sub tema dan seminggu
kemudian menyetorkan hasil tugas tersebut ke Sekolah.

. Kebanyakan tugas dari Siswa SD yang mengerjakan adalah

ibunya, tulisannya ya tulisan ibunya dan rata-rata nilainya
100, namun dalam hal ini ibunya merasa senang karena bisa
mengenang dan mengingat pelajaran saat masih di bangku
sekolah dulu.

Partisipasi Siswa dalam Kehadiran dan Penyelesaian Tugas

Sekolah Saat Mengikuti Pembelajaran Daring

1.

Alasan yang paling utama yang menghambat kelancaran pada
kehadiran dan penyelesaian tugas dari siswa adalah kuota
internet dan sinyal yang tidak begitu baik di lingkungan rumah
mereka. Namun seiring berjalannya waktu, ketika ada bantuan
dari pemerintah tentang kuota internet, memberi harapan cukup
besar akan kelancaran kehadiran dan pengumpulan tugas dan
pemberian materi.

. Tidak semua murid dapat hadir dikarenakan HP yang tidak

memadai, dan untuk tugas siswa setingkat SLTA diantarkan
ke sekolah sesuai jadwal yang disepakati dengan guru yang
bersangkutan.

. Kurang disiplin waktu
. Cara belajarnya tidak fokus

Kurangnya kejujuran siswa dalam mengerjakan tugas

Tentang Pentingnya Penyelenggaraan Pembelajaran Luring/
Tatap Muka di Sekolah

1

. Pembelajaran tatap muka atau yang dikenal luring (luar

jaringan) adalah pembelajaran yang urgent dan utama, karena
para guru bisa mengetahui sejauh mana kompetensi dan
perkembangan afektif & psikomotorik secara langsung dari
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para siswa. Sehingga kami dapat mengevaluasi dan membenahi
kekurangan pada siswa dengan tepat dan efisien.

. Materi pembelajaran dan Tindakan asesmen dapat berjalan

dengan maksimal dan efektif ketika proses belajar mengajar
dilakukan dengan luring / tatap muka.

. Dapat menanamkan budi pekerti bagi para siswa
. Saling mengenal antara warga sekolah satu dengan yang lainnya.
. Pentransferan materi pelajaran pada siswa langsung dapat

diterima dan dimengerti oleh murid yang bersangkutan.

Masalah yang Dihadapi Sekolah dalam Menghadapi Persiapan

Pembelajaran Luring/Tatap Muka

1.

Berbicara tentang masalah yang dihadapi sekolah di MTSS Al
Hidayah terkait dengan persiapan pembelajaran luring/tatap muka
adalah masalah pada penyediaan fasilitas prokes yang belum
maksimal seperti belum tersediannya tempat cuci tangan, belum
adanya thermogun, dan penyediaan masker belum mencukupi,
serta pemberian tanda jaga jarak dalam kelas agar yang tercipta
kondisi yang physical distancing di tiap kelas dan tiap jenjang.
Pihak sekolah berusaha berikhtiar dan berdoa agar proses belajar
mengajar yang nantinya secara luring/tatap muka dapat berjalan
dengan baik dengan konsep 3M, karena masyarakat khususnya di
Daerah Bangkalan banyak yang tidak percaya tentang keberadaan
Covid-19 ini , hampir tidak ada masyarakat desa yang pakai masker
dan angkutan umum di daerah Bangkalan yang juga ditumpangi
siswa yang mau bersekolah juga masih berjubel, tanpa jarak tempat
duduk serta banyak yang tidak memakai masker.

E. Solusi

Adapun solusi yang bisa dilakukan atas permasalahan yang

telah disampaikan, adalah:
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1. Permasalahan kurang disiplinnya siswa, kejujuran, serta
kurang fokusnya siswa dalam mengikuti pembelajaran daring
perlu adanya upaya guru untuk melakukan Morning Spirit
pada siswanya di waktu-waktu tertentu , serta melaksanakan
pembelajaran dengan cara yang lebih bervariasi supaya siswa
lebih termotivasi dan tidak merasa jenuh, saat mengikuti
pembelajaran daring.

2. Perlu adanya Sosialisasi dalam bentuk Parenting, Home visit

untuk mengatasi permasalahan pembelajaran daring pada siswa
kelas rendah.
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CHAPTER 7

Ketahanan Pondok Pesantren Dalam Menghadapi
Masa Krisis Pandemi COVID-19
(Pasuruan Jawa Timur)

Oleh: Muhammad Saefi, M.Pd.

A. Pesantren di Tengah Pandemi COVID-19: Konteks dan Rasional

Virus SARS-COV-2 penyebab wabah coronavirus (COVID-19)
teridentifikasi di Wuhan, China, pada 12 Maret 2020 [1]. Kurang
lebih satu minggu kemudian menyebar ke sebagian besar negara
dan mengakibatkan penutupan sekolah [2]. Tercatat hampir 1 miliar
siswa terdampak keputusan penutupan sekolah [3]. Di Indonesia,
pondok pesantren juga ditutup hingga pertengahan Juni 2020 [4].

Penutupan pondok pesantren sebenarnya didasarkan atas kondisi
penularan COVID-19 yang masih tinggi di daerah [5]. Kemudian
didukung oleh sejumlah data ilmiah yang menunjukkan bahwa
membatasi pergaulan di kalangan santri dapat menghentikan penyebaran
dan mengurangi tingkat kematian [3], [6], [7]. Namun, keputusan
ini juga sangat beresiko dalam jangka waktu panjang, penutupan
pondok pesantren dapat berdampak negatif karena santri terancam
sebagai loss academic generation [8].

Dengan teknologi yang semakin maju, sebenarnya pembelajaran
daring dapat menjadi platform yang sesuai dengan kebutuhan pesantren
selama masa COVID-19 [9][10]. Namun, perkembangan yang luar
biasa dari pembelajaran daring tidaklah berpengaruh, pesantren
menemui kendala besar untuk menerapkannya terkait sumber daya
manusia dan infrastruktur yang kurang memadai [11]. Hambatan
ini nampak sepenuhnya mencegah pemanfaatan pembelajaran daring
dalam lingkungan pondok pesantren.
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Disisi lain, efektivitas pendekatan dengan menutup pesantren
diakui tidak begitu jelas, karena COVID-19 mempunyai dinamika
transmisi yang berbeda [12], [13]. Sejumlah penelitian menunjukkan
bahwa pendekatan dengan penutupan sekolah memiliki efektivitas
yang kecil [14]-[16] bahkan tidak signifikan dalam menurunkan
tingkat transmisi [17], [18]. Mempertimbangkan kondisi tersebut,
dan adanya dukungan dari pemerintah daerah serta organisasi
kemasyarakatan keagamaan, pemimpin pesantren akhirnya memilih
untuk memulai kembali pembelajaran luring. Di Jawa Timur, pondok
pesantren dibuka kembali secara bertahap mulai 16 Juni 2020 [4].

Namun, ketika pilihan itu diambil, ada masalah krusial yang
dihadapi pesantren. Kapasitas asrama di pesantren umumnya terbatas;
fasilitas mandi, cuci dan kakus yang digunakan bersama, serta
sanitasi di lingkungan pesantren juga terbatas [4]. Dengan segala
keterbatasan tersebut, justru pesantren mempunyai potensi besar
menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Terbaru, penyebaran
COVID-19 ditemukan di pondok pesantren di wilayah Gunungkidul,
Yogyakarta dengan kasus 31 kasus [19]. Pertanyaan utama yang
akan dibahas dalam makalah ini, bagaimana pondok pesantren dapat
bertahan selama pandemi dan pasca COVID-19?

B. Pengumpulan Data

Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 10
orang, yang terdiri dari empat pengurus pondok pesantren merangkap
menjadi pengajar (kode PP1-PP4) seluruhnya berjenis kelamin laki-
laki, dua pasang wali santri (kode OT1-OT4), dan dua orang santri
laki-laki (kode S1 dan S2). Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren
Putra Darul Khoirot Sunan Bonang Kraton Kabupaten Pasuruan,
selama dua hari, 21-22 Desember 2020. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik wawancara semi terstruktur selama + 30 menit.
Pertanyaan wawancara mengacu pada empat dimensi pendidikan
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yang menerima dampak dan tantangan akibat pandemi COVID-19,
yakni kebijakan, struktural, sosial, dan finansial [20]. Hasilnya
dianalisis menggunakan analisis konten menurut Bengsston [21],
dengan level analisis manifes dan kode ditentukan secara deduktif.
Untuk menghasilkan temuan yang reliabel, dilakukan member
check dengan menanyakan kembali hasil yang ditemukan kepada
partisipan [22].

C. Temuan

Tinjauan kualitatif dari konten tersebut dikelompokkan menjadi
empat dimensi mendasar mengenai dampak dan tantangan pesantren
akibat pandemi COVID-19 dari perspektif pengurus pondok pesantren,
orang tua, dan santri terkait pembelajaran luring di pondok pesantren.
Tabel 1 memberikan beberapa contoh respon yang diberikan oleh
partisipan yang termasuk dalam keempat dimensi ini serta sub
dimensi yang muncul dari masing-masing dimensi utama.

Tabel 1. Ringkasan analisis terhadap respon partisipan tentang pembelajaran luring
selama pandemi COVID-19 di pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan

Respon terpilih
Tema Sub tema . . Masalah yang
Langkah yang diambil dihadapi
Kebijakan Kontinuitas ~ “‘Kami mengambil “Pembukaan pesantren

keputusan untuk fea s
membuka kembali akan bisa ditutup kapan

pesantren untuk saja, misalkan ada
memastikan santri pelonjakan kasus positif
tetap belajar, tidak ada  di lingkungan pesantren
pilihan bagi kami, dan  dan sekitarnya,

{)_Zmlgelajar?(f_l daring  pembelajaran
1dak mungkin berlangsung dalam
dilakukan” PP1 ketidakpastian™ PP1

akademik

“Kami mengambil
keputusan membuka
kembali pesantren
karena pilihan daring
mempunyai masalah

70 PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1



dalam hal
kompatibilitas,
pendidikan pesantren
membutuhkan
pembelajaran
langsung” PP4

Organisasi “Sesuai dengan arahan  “Mekanisme koordinasi
Bupati bahwa pondok  kurang jelas di antara
pesantren dibuka harus pondok dan puskesmas,
melakukan koordinasi  bahkan kami tidak
dengan puskesmas mendapatkan informasi
dan fasilitas kesehatan ~ penting secara akurat
terdekat” PP3 dan cepat” PP3

Komunikasi ‘Meskipun sulit, kami  “Komunikasi kurang

stakeholders ~terus membangun efektif, karena beberapa
komunikasi dengan hal, pertama karena
berbagai pihak” PP2 ketidakjelasan untuk

menghubungi siapa,
dan kedua, gaya
kepemimpinan kyai di
ponpes sangat dominan”
PP2
Struktural Infrastruktur “Kami lebih “infrastruktur yang
menyiapkan terpenuhi hanya
infrastruktur tempat cuci tangan
pendukung dan pengukuran suhu,
protokol kesehatan sementara untuk
dibandingkan perluasan tempat untuk

pembelajaran daring,
walaupun dipaksakan
daring masih akan
banyak kendala seperti
akses internet, dan
tidak semua santri
mampu” PP2

menjalankan social
distancing belum
dilakukan”PP2

“Bagaimana saya

bisa menjaga jarak,
sedangkan kebiasaan
bersalaman dengan kyai
masih terus dilakukan,
termasuk oleh Ustadz
saya, dari segi gedung
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tidak ada perubahan,
kami di asrama tetap
melebihi kapasitas yang
seharusnya” S2

Kemampuan “Pembelajaran daring  “Tentu, saya sebagai
pengajar tidak dilakukan karena pengajar pula disini,
Ustadz tidak familiar ~ terus mengarahkan
dengan pembelajaran  santri untuk menerapkan
menggunakan protokol kesehatan,
teknologi, selain itu, walaupun kami
kegiatan pembelajaran  akui dengan gedung
pesantren tidak cocok  pesantren seperti ini
dengan daring, anch sangatlah sulit, dan
saja, jadi selama daring santri mulai ada yang
kami memfokuskan bosan menggunakan
untuk Ustadz bisa masker” PP4
mengarahkan santri
tetap menerapkan “Tempat cuci tangan
protokol kesehatan ada, tapi saya
PP4 sendiri hampir tidak
menggunakannya lagi,
bahkan kalau berkumpul
dengan teman, saya
lebih sering tidak
menggunakan masker”
S1
Kalender “Terdapat sejumlah “Jam pelajaran
akademik perubahan kegiatan yang lebih singkat,

besar di pondok
pesantren, mulai dari
mempersingkat jam
pelajaran, meniadakan
acara pengajian besar,
dan acara akhir tahun”
PP3
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membuat beberapa
tujuan pembelajaran
tidak tercapai bahkan
penundaan pembukaan
pesantren telah
membuat banyak sekali
ketertinggalan” PP3

“Peniadaan acara
akhir tahun membuat
saya kecewa, seperti
tidak ada batas kapan
pembelajaran berakhir
dan dimulai kembali,



hal ini membuat saya
kurang termotivasi
untuk belajar lebih giat
lagi” S2

Sosial

Dukungan “Terus terang kami “Kebanyakan dari
pesantren belum mempunyai santri kami berasal dari
konselor sejenis ekonomi menengah
guru BK yang ahli kebawah sehingga
seperti di sekolah dengan ekonomi yang
pada umumnya, semakin sulit seperti ini,
tetapi berbekal dari makanan bukan menjadi
pengalaman sebelum  salah satu prioritas, dan
pandemi biasanya pesantren juga tidak
santri mengkonsumsi ~ mempunyai cukup dana
makanan tanpa untuk memberikan
memperhatikan gizi, bantuan makanan” PP1
jadi kami fokus untuk
terus menghimbau “Saya konsumsi apa
orang tua dan santri yang biasanya, dengan
untuk mengkonsumsi  pandemi ini, tidak lantas
makanan yang bergizi” membuat saya lebih
PP1 memperhatikan apa
yang saya makan” S2
“Saya cukup stres
karena bertemu dengan
orang tua dibatasi
apalagi harus izin
pulang, diizinkan tapi
tidak seleluasa dulu” S1
Dukungan “Kami secara penuh “Ketika berada di
orang tua mendukung pesantren  rumah, sebelum pondok

untuk dibuka kembali,
karena kalau di
rumabh, saya tidak
bisa mengarahkan
dan membelajarkan
mereka, tentu karena
saya tidak punya
cukup waktu dan
tidak tau bagaimana
caranya, termasuk

pesantren dibuka
kembali, anak saya
lebih banyak bermain

di luar rumah, dan
bermain handphone,
tidak ada yang bisa saya
perbuat lebih banyak,
karena saya juga

tidak mau anak saya
stres selama berada di
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tidak mempunyai alat
memadai, pokoknya
setelah pondok
dibuka, kami tetap
mengunjungi anak
saya, dengan tetap
memperhatikan
protokol kesehatan”
OT2

rumah, makanya saya
mendukung pembukaan
pesantren” OT1

Finansial

Dukungan “Kami tidak “Seperti yang saya
finansial memberikan bantuan  bilang tadi, bahwa
apapun kepada dengan berkurangnya
santri apalagi dalam pemasukan pesantren,
bentuk dana, biasanya karena tidak ada
malah orang tua bantuan dari orang
yang memberikan tua, maka tidak cukup
sumbangan ke pondok untuk meneruskan
pesantren” PP4 pembangunan pesantren,
sebenarnya ada dana
“Biasanya kami bantuan dari pemda,
memberikan bantuan  tapi itu juga tidak
secara sukarela mungkin hanya untuk
ke pondok untuk pembangunan fisik
pembangunan fisik pondok™ PP4
gedung, tapi untuk
tahun ini, sepertinya
belum ada, mungkin
mereka memahami
bahwa wali santri juga
kesulitan dalam hal
keuangan” OT4
Anggaran “Karena pemasukan “Kami tidak punya dana
belanja pesantren sangat cukup untuk kebutuhan

kurang, jadi
anggaran belanja
perlu penyesuaian,
alokasi lebih banyak
pada fasilitas
protokol kesehatan
dan tunjangan bagi
pengajar” PP3

yang tak terduga dan
kritis” PP3
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Investasi “Untuk investasi, “Ketika masa pandemi,
sebenarnya pesantren ~ omsetnya juga sangat

kami telah merintis berkurang, jadi ini
usaha koperasi seperti  adalah pelajaran penting
BMT sidogiri, tapi bagi kami termasuk
masih dalam skala dalam hal investasi”
yang kecil, jauh lebih ~ PP2

kecil dibandingkan

BMT” PP2

D. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi
dampak dan tantangan yang dialami oleh pondok pesantren selama
krisis COVID-19. Penting untuk memahami permasalahan ini agar
pemerintah dan pengambil kebijakan dapat mengembangkan solusi
untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi ketahanan pondok
pesantren. Dari hasil analisis, terlihat jelas bahwa banyak hambatan
yang dihadapi oleh pondok pesantren sangat kompleks, mulai dari
hambatan pada dimensi kebijakan hingga masalah finansial di semua
subdimensi.

Hambatan penerapan pembelajaran daring di pondok pesantren

Terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan pembelajaran
daring tidak bisa diterapkan di pesantren, yakni faktor orang tua,
guru (ustadz/ustadzah), dan pesantren. Pertama, ketika santri diharuskan
untuk tetap di rumah, seperti yang terjadi pada awal pandemi
COVID-19, orang tua tidak hanya harus memperhatikan tentang
pola asuh yang baik, tapi juga harus memberikan pendidikan dan
pengajaran yang layak selama di rumah. Selain itu, mereka juga
harus memantau emosi dan motivasi belajar anak. Orang tua harus
berusaha seefektif mungkin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
anak selama di rumah. Ini artinya, orang tua menghadapi akumulasi
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stres karena perubahan peran dan tugas yang mendadak [23]. Disisi
lain, mereka mempunyai keterbatasan mulai dari keterbatasan perangkat
teknologi, waktu, keahlian, ditambah lagi dengan sejumlah pendekatan
yang beragam di setiap mata pelajaran yang tentunya tidak dapat
diikuti oleh orang tua dengan mudah [24], [25]. Artinya, orang tua
mempunyai hambatan pribadi yakni kurangnya pelatihan dan dukungan,
kurangnya keahlian dalam hal teknologi, komunikasi yang tidak
memadai, dan kurangnya kemampuan pedagogis.

Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan pribadi
merupakan jenis penghalang yang paling nyata bagi guru. Kurangnya
pelatihan dalam penerapan daring adalah hambatan yang paling sering
dilaporkan. Selaras seperti yang disampaikan oleh Irvin dkk. [25] bahwa
kurangnya profesional terlatih dan tidak adanya personel yang mampu
mengelola pembelajaran daring adalah penghalang umum. Rahasia
sukses pembelajaran daring adalah dilakukan dengan cara yang menarik.
Dengan demikian, sangat jelas bahwa tanpa keahlian yang memadai,
pembelajaran daring tidak akan dapat dilakukan dengan optimal. Guru
harus memiliki pemahaman terhadap teknologi [26], [27].

Ketiga, dalam penelitian ini, beberapa respon mengungkapkan
bahwa ada hubungan antara hambatan logistik dan pembelajaran
daring di pondok pesantren. Hambatan ini termasuk kesulitan dalam
hal kurangnya persiapan, keterbatasan infrastruktur, ketidakpuasan
dengan modalitas pembelajaran daring, dan ketidakmampuan
pembelajaran daring untuk memenuhi kebutuhan santri [28]. Ada
masalah dalam hal kompatibilitas antara pendidikan keagamaan dan
pembelajaran daring. Secara garis besar, analisis kami menunjukkan
pola yang jelas bahwa penerapan pembelajaran daring di pesantren
menemui dua hambatan utama, yakni hambatan logistik (yaitu, sulit
untuk menerapkan pembelajaran daring), dan hambatan pribadi
(yaitu, kurangnya pelatihan pada pengajar).
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Urgensi penyelenggaran pembelajaran luring di pondok pesantren

Pendidikan pesantren memiliki ciri khas tersendiri [4]. Pertama,
berhubungan penguasaan agama seperti tafsir Al-Qur’an, penguasaan
hadist Nabi, dan tata cara ibadah. Kedua, pendidikan pesantren
menitikberatkan pada penanaman dan internalisasi nilai-nilai karakter
dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam. Ketiga, kehidupan
pesantren menekankan pada pilar belajar hidup bersama (learning
to live together), sejak awal mereka dibiasakan untuk hidup bersama
dan saling menghargai. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pola pembelajaran
dengan menerapkan hidup Islam dan belajar hidup bersama dalam
kerangka nilai-nilai Islam seperti ini tidak bisa dilatihkan secara
daring, tetapi harus langsung melalui pengalaman di pesantren.

Praktik pembelajaran semacam itu juga tidak bisa ditunda hingga
pandemi COVID-19 selesai tanpa ada kepastian kapan pandemi itu
berakhir. Justru, dengan penundaan dan peniadaan beberapa agenda
dalam kalender akademik membuat santri kecewa, yang pada gilirannya
membuat motivasi belajar turun. Seperti yang telah dijelaskan oleh
penundaan dimulainya aktivitas pendidikan di pesantren dapat
menyebabkan santri mengalami depresi karena kurangnya rutinitas
[29]. Hilangnya rutinitas sehari-hari pada santri [30], ditambah lagi
kewajiban menjalankan karantina di rumah sebelum kembali ke
pondok pesantren akan memperburuk kesehatan mental [31]. Penelitian
yang dilakukan oleh Fitria & Ifdil [32] menunjukkan bahwa tingkat
kecemasan remaja selama pandemi sangat tinggi.

Dengan kata lain, jikalau pun infrastruktur teknologi pembelajaran
daring tersedia dengan layak, disertai dengan keahlian teknologi pengajar
dan orang tua, pendidikan keagamaan di pesantren masih akan memiliki
masalah kompatibilitas dengan pembelajaran daring. Setidaknya, kami
mencatat tiga hal terkait dengan masalah ini yakni sebagai berikut.

1) Pembelajaran daring memberikan kesempatan yang lebih tinggi
kepada santri untuk melakukan penyimpangan dan perilaku tidak
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etis, misalnya mencontek dan melakukan hafalan dengan
membaca [33], [34].

2) Komunikasi verbal dan non-verbal penting dalam pembelajaran
agama [35]. Seringkali, pembelajaran daring mengenyampingkan
empati. Sementara itu, prinsip dari pembelajaran agama adalah
metode dari “hati ke hati” [36], dimana hubungan antara guru
dan santri diwakili kebaikan dan simpati [37]. Dengan
pembelajaran daring, hubungan ruhaniyah antara guru dan
santri akan melemah [38].

3) Santri memiliki persepsi bahwa teknologi dalam pembelajaran
agama tidak terlalu dibutuhkan [35]. Dengan demikian, ada
potensi bahwa pembelajaran daring tidak selalu cocok untuk
kelompok pembelajar tertentu, terutama bagi santri yang
membutuhkan belajar secara langsung di pondok pesantren.

Dengan demikian, meskipun terdapat banyak keuntungan yang
didapatkan dengan pembelajaran daring terutama dalam masa krisis
COVID-19 ini, modalitas pembelajaran ini juga memiliki beberapa
tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran keagamaan di pesantren
yang sangat lekat dengan proses pembelajaran tradisional. Dalam
pembelajaran tradisional pesantren, relasi terapeutik antara kyai
dan santri sangat ditekankan [38]. Pembelajaran luring secara tidak
langsung memberikan dukungan sosial tersendiri, dimana secara
psikologis santri merasa lebih aman. Oleh karena itu, pesantren
menilai pembukaan kembali pembelajaran tatap muka di pesantren
adalah pilihan yang terbaik.

Masalah yang dihadapipondok pesantren selama pembelajaran
luring

Berdasarkan sejumlah fakta adanya klaster COVID-19 di sejumlah
pondok pesantren, serta penjelasan yang diberikan pengurus pesantren
bahwa penerapan protokol kesehatan sangat sulit diterapkan oleh
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santri, maka dapat dikatakan bahwa pencegahan pondok pesantren
menjadi klaster baru adalah masalah utama yang dihadapi. Wrighton
& Lawrence [39] menjelaskan bahwa membiarkan santri berkumpul
tanpa penerapan social distancing yang ketat adalah tindakan tidak
bertanggung jawab. Jadi, strategi yang diterapkan pondok pesantren
dalam pembukaan kembali pembelajaran luring masih belum maksimal
karena tidak mampu menerapkan social distancing dengan baik
[23], [40]

Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa membiayai penerapan
protokol kesehatan merupakan kendala lain yang dihadapi oleh
pondok pesantren karena membeli peralatan cuci tangan, sabun, dan
pengukur suhu badan dalam jumlah yang besar dan biaya melakukan
perluasan gedung dan asrama dapat menimbulkan tantangan finansial.
Sebenarnya, bantuan keuangan dapat digunakan untuk membeli
peralatan yang mendukung protokol kesehatan. Pemerintah pusat
sendiri juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,7 triliun untuk
21.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia [4]. Meskipun demikian,
dengan kebutuhan finansial yang tinggi disertai pemasukan dan
bantuan orang tua yang jauh berkurang, maka pendanaan terkait
dengan penerapan social distancing tetap dilihat sebagai penghalang.
Ukuran asrama pesantren saat ini jauh dari apa yang dipersyaratkan.
Menurut Wise [41], rasio santri dan luas bangunan adalah 1:3 meter,
sementara di pesantren saat ini masih kurang dari 1:2 meter.

Di tengah keterbatasan ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh
pesantren untuk fokus pada pengajaran yang menekankan pentingnya
protokol kesehatan adalah solusi sementara yang tepat. Prinsip
pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 adalah tidak memaksakan
siswa untuk memenuhi semua target [42]. Guru hanya menyediakan
materi yang relevan dengan keadaan [43]. Jadi, yag perlu dilakukan
oleh guru adalah mengajarkan santri berkaitan dengan social distancing
[44] dan hygiene sanitation [45].
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Pergeseran pola dan gaya kepemimpinan sebagai kunci utama
ketahanan pesantren

Untuk menghilangkan sejumlah hambatan tersebut, beberapa
modifikasi diperlukan, terutama pola dan gaya kepemimpinan Kyai.
Telah dijelaskan dalam temuan, bahwa pola dan gaya kepemimpinan
Kyai di pesantren yang karismatik, dominan, dan personal [46]
memberikan kesulitan dalam melakukan koordinasi. Pola dan gaya
kepemimpinan ini tidak akan mampu membawa pondok pesantren
melalui masa krisis COVID-19 [47]. Kyai perlu merubah pola
kepemimpinannya menjadi lebih demokratis dan fleksibel [48].
Dengan kata lain, Kyai harus menerapkan pola kepemimpinan yang
setara, tersebar, terkoneksi, dan kolaborasi [49]. Dengan pola
kepemimpinan ini, maka diharapkan hambatan dalam komunikasi
dan kerjasama dengan berbagai stakeholders dan otoritas kesehatan
akan teratasi, sehingga timbul kebutuhan untuk menumbuhkan
pemahaman dalam pembuatan kebijakan bersama [50].

E. Simpulan

Pelaksanaan pembelajaran daring memiliki masalah kompatibilitas
sehingga tidak dapat diterapkan. Pembelajaran daring juga bermasalah
dalam hal modalitas sehingga tidak dapat menggantikan pembelajaran
tatap muka di pondok pesantren. Santri membutuhkan interaksi
langsung dan pengalaman langsung melalui pembelajaran tatap
muka dan kehadiran secara fisik di pesantren. Proses pembelajaran
tatap muka yang dilakukan oleh pesantren di tengah pandemi COVID-19
tetap perlu diwaspadai karena penerapan protokol kesehatan di
pondok pesantren masih longgar dan sulit untuk menerapkan social
distancing. Pemberian dana bantuan yang lebih besar perlu dilakukan
untuk menyediakan lingkungan pondok pesantren yang sesuai dengan
standar dan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, pergeseran
pola dan gaya kepemimpinan kyai dari pola normal (karismatik) ke
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pola krisis (progresif) perlu dilakukan untuk memberikan ketahanan

bagi pesantren sehingga dapat melewati masa krisis ini, dan mendapatkan

posisi lebih baik setelah masa krisis ini selesai.
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CHAPTER 8

Pembelajaran di Tengah Pandemi: Memastikan
Pemahaman Siswa Tetap Merata Meskipun Berada
di Lokasi Berbeda: (Studi Kasus pada Guru Sains
di Karesidenan Surakarta Jawa Tengah)

Oleh: Rahmania Pamungkas, M.Pd.

A. Pendahuluan

Penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) terdeteksi di China
pada Desember 2019, menyebar ke seluruh dunia dalam beberapa
bulan dan dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan
Dunia pada 11 Maret 2020. Sekolah di seluruh dunia harus menutup
sekolahnya dan mengalihkan semua program akademik mereka
secara online (Bao, 2020). Banyak sekolah yang tidak siap dengan
adanya transisi dari pendidikan berbasis kelas ke pendidikan online
sepenuhnya. Sebagian besar sekolah kekurangan infrastruktur dan
strategi (Zhang, Wang, Yang, & Wang, 2020).

Di Indonesia telah banyak kemajuan teknologi pendidikan
beberapa dekade terakhir dan hal yang sama terbukti sangat berguna
selama pandemi ini (Chatterjee & Chakraborty, 2020; Dhawan,
2020). Beberapa platform online untuk mendukung pendidikan
online telah tersedia (Nash, 2020). Meski demikian, menjadi tantangan
bagi sekolah dan pendidik untuk memetakan kegiatan pendidikannya
di ruang online. Selain itu, guru dan siswa menghadapi berbagai
masalah logistik, teknis, keuangan, dan sosial (Lassoued, Alhendawi,
& Bashitialshaaer, 2020; Peters et al., 2020).

Pandemi dan pembatasan berbagai kegiatan di banyak sektor
telah mempengaruhi kesehatan mental orang di seluruh dunia.
Banyak siswa yang menderita stres dan kecemasan (Cao et al., 2020;
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Islam, Barna, Raihan, Khan, & Hossain, 2020). Masalah psikologis
seperti itu seringkali menghalangi siswa untuk beradaptasi dengan
pendidikan online. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses dan
keahlian yang sama pada teknologi digital. Meskipun beberapa
permasalahan tersebut sudah ada sebelumnya, namun pandemi
COVID-19 semakin memberikan gambaran yang jelas akan adanya
kesenjangan digital di masyarakat (Jeeger & Blaabak, 2020).

Selama ini di seluruh SMP dan SMA baik negeri maupun swasta
di kota Surakarta masih menggunakan kelas reguler dengan kegiatan
belajar tatap muka antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
Program akademik sekolah didasarkan pada kegiatan berbasis ruang
kelas dan laboratorium yang intens. Kemudian terjadi penutupan sekolah
secara nasional dimulai pada 24 Maret 2020. Sulit untuk segera memindahkan
semua aktivitas akademik ini secara online. Selain itu, situasi diasumsikan
akan segera normal kembali dan sekolah dapat dibuka kembali dalam
beberapa minggu. Sebagai tindakan sementara, guru-guru berupaya
merekomendasikan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran
daring dengan memanfaatkan berbagai media online untuk menunjang
kegiatan belajar seperti Google Doc, WhatsApp group, dan belajar dari
berbagai sumber daya online yang telah ada (kanal edukasi di TVRI,
Rumabh Pintar, dsb). Sementara itu, sekolah mengatur ulang strategi
proses belajar mengajarnya dan kegiatan akademik dipindahkan ke
platform online meskipun dengan beberapa modifikasi. Para guru dan
siswa secara bertahap beradaptasi dengan skenario tersebut. Para
guru sekarang menggunakan Google classroom untuk membagikan
materi dan informasi terkait pembelajaran mereka, dan menyampaikan
kuliah langsung melalui Google Meet atau Zoom. Para guru biasanya
menggunakan program presentasi seperti PowerPoint untuk menyebarkan
menyampaikan materi.

Selanjutnya dilakukan survei awal kepada 12 guru dan 30 siswa
siswi SMP dan SMA di Surakarta tentang pendapat mereka tentang
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pendidikan online selama pandemi COVID-19. Secara khusus, survei
yang dilakukan yaitu mengenai pendapat siswa tentang penyampaian
materi dan interaksi dalam pendidikan online. Semua siswa setuju
bahwa sistem pendidikan online ini bisa membantu mereka untuk
tetap bisa melanjutkan belajar selama pandemi. Semua guru yang
diwawancarai juga menyatakan bahwa sekolah sekarang terus berusaha
untuk menggunakan strategi yang inovatif untuk memastikan kelanjutan
pendidikan bagi siswanya. Guru sekarang menyampaikan materi
pembelajaran melalui berbagai platform. Guru menggunakan platform
pendidikan online, perangkat lunak konferensi video, dan media
sosial untuk mengajar. Platform pendidikan online, seperti Google
Classroom dan Zoom, memungkinkan guru untuk berbagi catatan
dan sumber daya multimedia yang berkaitan dengan materi dengan
siswa. Platform pendidikan online juga memungkinkan siswa untuk
bisa mengumpulkan tugas mereka dan guru bisa memantau kemajuan
belajar siswa. Alat konferensi video, seperti Google Meet, Zoom,
dan Microsoft Teams juga telah membantu penyelenggaraan pembelajaran
online untuk mendukung kegiatan diskusi. Beberapa sekolah seperti
SMAN 1 dan SMAN 3 Surakarta juga mengunggah materi pelajaran
melalui situs web sekolah dan sistem manajemen pembelajaran
mereka sendiri. Selain itu, guru juga menggunakan bantuan fasilitas
laboratorium virtual di platform Rumah Pintar untuk mengajar mata
pelajaran. Laboratorium virtual memungkinkan siswa untuk
mensimulasikan eksperimen yang terkait dengan materi secara online
(Diaz & Walsh, 2020; Vasiliadou, 2020).

Dengan berbagai upaya adaptasi pembelajaran daring yang telah
dilakukan, namun tentu masih ada kekurangan tentang seberapa
efisien siswa dapat berinteraksi dengan guru dan sesama siswa
melalui berbagai alat online dan seberapa efektif teknik penilaian
online yang telah dilakukan. Penelitian survei ini bertujuan untuk
melihat tentang masalah ini.
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B. Metode

Kuesioner

Kuesioner yang digunakan terdiri dari 19 item pernyataan terkait
pembelajaran online selama pandemi COVID-19 (Tabel 1). Seorang
siswa diminta untuk menanggapi setiap pernyataan pada skala “Ya”
dan “Tidak™. Pernyataan tersebut terkait dengan proses belajar
mengajar secara umum, penyampaian konten pembelajaran, interaksi
siswa, penilaian dan kesehatan dan dampak sosial dari pendidikan
online. Kuesioner diberikan kepada 158 siswa SMP dan SMA di
Kota Surakarta pada tanggal 08 Desember 2020 dan terus menerima
tanggapan mereka selama satu bulan.

Tabel. 1. Daftar pernyataan

Umum

Pembelajaran berlangsung lebih baik di ruang kelas fisik daripada
U1 melalui
online

Para guru telah meningkatkan keterampilan mengajar online
U2 mereka sejak awal
pandemi COVID-19

Pendidikan online adalah alternatif yang layak selama pandemi

U3 COVID-19

Penyampaian materi

M1 Bahan pelajaran yang memadai tersedia secara online

M2 Penggunaan Powerpoint dapat membantu KBM lebih informatif

Perangkat lunak untuk mencatat membantu dalam berbagi diskusi
M3 materi antara
guru dan siswa

Pemanfaatan platform online bisa memberdayakan keterampilan
M4 pemecahan
masalah

Interaksi

Interaksi guru dengan siswa berlangsung lebih baik di ruang kelas
n fisik
daripada melalui platform online.
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Jika guru menjelaskan dengan penggunaan aplikasi online
(presentasi, share

12 screen, menulis dengan pena digital) membuat kegiatan
pembelajaran menjadi lebih interaktif
Jika guru dan siswa menunjukkan wajah mereka, maka kegiatan
I3 pembelajaran
menjadi lebih interaktif
Jika guru mengizinkan siswa untuk mengirim komentar di chatbox
14 selama
kegiatan pembelajaran, maka itu menjadi interaktif
Penilaian
P1 Tes dan kuis online secara efektif mengevaluasi pengetahuan siswa
P2 Tugas dan tes mingguan membantu dalam proses pembelajaran

Isu Kesehatan

Pendidikan online menimbulkan ketakutan kehilangan konektivitas

K1 .

internet

Pendidikan online menimbulkan kecenderungan untuk
K2 menggunakan teknologi

digital secara berlebihan.

Waktu menatap layar gawai yang berlebihan menyebabkan stress
K3 dan

mempengaruhi pola tidur

Penilaian online memicu lebih banyak kecemasan daripada bentuk
K4 penilaian

tradisional.
Isu Sosial
S1 Pendidikan online telah memengaruhi kehidupan sehari-hari siswa
S2 Pendidikan online menimbulkan kesenjangan digital di antara siswa

Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu menganalisis hubungan antar
aspek pembelajaran online. Gambar 1 mengilustrasikan pengaruh
berbagai aspek pembelajaran online pada masalah sosial yang terkait

dengan pendidikan online.
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Gambar 1. Model untuk menguji pengaruh berbagai aspek pembelajaran online pada
isu isu sosial yang berkaitan dengan

C. Hasil

Sebanyak 158 siswa SMP dan SMA di Surakarta telah memberikan
tanggapan terhadap survei yang dilakukan (Tabel 2). Para siswa
memiliki pendapat beragam tentang pendidikan online selama
pandemi COVID-19. Mayoritas siswa (65,82%) merasa, setuju atau
sangat setuju, bahwa pembelajaran berlangsung lebih baik di ruang
kelas fisik daripada melalui pendidikan online. Namun demikian,
para siswa merasa bahwa para guru telah meningkatkan keterampilan
mengajar online mereka sejak awal pandemi (67,72%) dan pendidikan
online adalah alternatif yang layak dalam situasi saat ini (77,84%).

Para siswa menghargai sumber daya dan media online yang
digunakan oleh para guru untuk menyampaikan materi ajar. Sebanyak
116 (73,41%) siswa merasa bahwa bahan pelajaran yang memadai
sekarang sudah tersedia secara online. Siswa juga merasa tayangan
slide (58,86%) dan program pencatatan online (68,98%) efektif
dalam menyebarkan informasi. Terdapat 84 (53,16%) siswa merasa
bahwa pemanfaatan platform online bisa memberdayakan keterampilan
pemecahan masalah.
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Para siswa juga mengungkapkan pendapat mereka tentang
pembelajaran yang berlangsung bisa menjadi lebih interaktif. Sebanyak
118 siswa (74.48%) merasa bahwa mereka dapat berinteraksi lebih
baik dengan guru di kelas tatap muka. Sebanyak 127 siswa (80,37%)
merasa bahwa guru dapat menjadikan kegiatan belajar daring lebih
interaktif jika guru menjelaskan materi secara langsung menggunakan
fasilitas di platform yang digunakan seperti tatap muka daring atau
penggunaan pena digital. Menariknya, hanya 56 siswa (36.07%)
siswa yang merasa interaksi tersebut dapat meningkat jika guru
dan siswa menunjukkan wajah mereka saat perkuliahan. Sebanyak
120 siswa (75,94%) merasa bahwa komunikasi antara guru dan
siswa melalui chatbox selama pembelajaran akan membuat mereka
lebih interaktif.

Hampir setengah dari siswa merasa bahwa penilaian biasa dapat
membantu meningkatkan pembelajaran online. Sebanyak 76 (48,10%)
siswa merasa bahwa penilaian online dapat mengevaluasi pengetahuan
mereka dengan baik dan 71 (44,93%) siswa merasa bahwa ulangan
mingguan memudahkan proses pembelajaran.

Para siswa merasa bahwa pendidikan online mempengaruhi
kesehatan mereka. Data hasil survei menemukan bahwa 104 (65,82%)
siswa merasa bahwa pendidikan online menimbulkan ketakutan
kehilangan konektivitas Internet di antara mereka. Sebagian besar
siswa (82,91%) merasa bahwa pendidikan online menyebabkan
penggunaan teknologi digital secara berlebihan dan 74,68% siswa
merasa bahwa waktu menghadap layar gawai yang berlebihan
menyebabkan stres dan mempengaruhi tidur mereka. Sebanyak 86
(54,43%) juga merasa bahwa penilaian online menyebabkan lebih
banyak kecemasan daripada bentuk penilaian tradisional.

Para siswa juga merasa bahwa pendidikan online memiliki
implikasi kemasyarakatan yang terlihat dari hasil survey bahwa
sebanyak 107 (67,72%) siswa merasa bahwa pendidikan online
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memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan 101 siswa (63,92%)
siswa merasa bahwa pendidikan online menunjukkan adanya
kesenjangan digital di antara mereka.

Tabel 2. Data hasil responden

Hasil responden
No | Indikator Ya Tidak
n Y% n %

1 Ul 104 65.82 54 34.18
2 |02 107 67.72 51 32.28
3 U3 123 77.85 35 22.15
4 | Ml 116 73.42 42 26.58
5 | M2 93 58.86 65 41.14
6 | M3 109 68.99 49 31.01
7 | M4 114 72.15 44 27.85
8§ |11l 118 74.68 40 25.32
9 |12 127 80.38 31 19.62
10 | I3 57 36.08 101 63.92
11 [ 14 120 75.95 38 24.05
12 | P1 76 48.10 82 51.90
13 | P2 71 44.94 87 55.06
14 | Kl 104 65.82 54 34.18
15 | K2 131 82.91 27 17.09
16 | KK3 118 74.68 40 25.32
17 | K4 86 54.43 72 45.57
18 | S1 107 67.72 51 32.28
19 | S2 101 63.92 57 36.08

D. Pembahasan

Pendapat siswa tentang pembelajaran selama pandemi COVID-19
bisa memberikan gambaran tentang bagaimana perbandingan kegiatan
pembelajaran online dengan pembelajaran di ruang kelas fisik.
Sebenarnya membandingkan kondisi keduanya memang agak tidak
seimbang karena jelas kegiatan pembelajaran seperti diskusi dan
kegiatan kolaboratif lainnya yang terjadi di ruang kelas fisik sulit
ditiru di platform online.

Terlihat dari sudut pandang siswa bahwa guru mengalami
peningkatan dalam keterampilan mengajar online. Selama ini guru
terbiasa mengajar di ruang kelas fisik dan kebanyakan dari mereka
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tidak memiliki pengalaman mengajar online sebelum pandemi ini.

Guru telah mempelajari teknik-teknik baru dan menyesuaikan
dengan pengajaran online dalam hampir 10 bulan terakhir. Kegiatan
diskusi antar-rekan sesame pengajar tentang alat dan teknik untuk
mengembangkan pembelajaran online akan angat bermanfaat.

Berdasarkan hasil survei ditemukan bahwa guru biasanya
menggunakan program presentasi dan program pencatatan untuk
menyampaikan materi ajar kepada siswa. PowerPoint cocok jika
seorang guru ingin menyampaikan materi dengan mengikuti urutan
yang telah ditentukan. Aplikasi video atau menjelaskan secara
langsung akan cocok jika seorang guru tidak ingin terlalu terkutat
pada urutan topic pembelajaran dan ingin membuat sesi pembelajaran
lebih interaktif.

Teknologi pendidikan membutuhkan interaksi yang mendukung
kualitas (Singh, Adhikary, Gupta, & Singh, 2010). Fasilitas dalam
aplikasi platform pembelajaran online seperti pena digital dapat
membuat kegiatan pembelajaran lebih hidup. Selain itu terdapat hal
yang cukup menarik yaitu bahwa siswa tidak suka menunjukkan
wajah mereka selama kegiatan pembelajaran karena siswa enggan
berpartisipasi aktif di kelas. Guru dapat memposting pertanyaan
terbuka di kotak obrolan dan meminta tanggapan siswa. Siswa dapat
berbagi ide tentang pemecahan masalah, terutama dalam mata kuliah
yang berkaitan dengan sains dan praktikum.

Banyaknya berbagai platform yang bisa digunakan dalam
pembelajarn online bisa menjadi sumber daya yang bisa digunakan
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari penyampaian
materi, teleconference, maupun melakukan penilaian. Beberapa alat
pendidikan online juga memfasilitasi pembelajaran kolaboratif
(Adhikary, Gupta, Singh, & Singh, 2010). Namun, refleksi diri dari
siswa sangat penting dalam pembelajaran online karena berdasarkan
hasil survey ditemukan bahwa siswa merasa bahwa harus ada kebutuhan

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1

96



9%

untuk evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga proses
belajar-mengajar di jalur yang benar. Guru dapat menggunakan alat
dan teknik inovatif untuk hal yang sama. Beberapa studi empiris
telah mengungkapkan bahwa siswa menderita stres dan kecemasan
selama pandemi ini (Arora, Chakraborty, Bhatia, & Mittal, 2020.
Islam et al., 2020). Guru harus mencoba memberikan kebebasan
kepada siswa yang mengikuti pembelajaran online (Mahmood,
2020). Selain itu juga ditemukan bahwa masih ada banyak rumah
yang memiliki perangkat digital yang jumlahnya yang menunjukkan
adanya bentuk baru kesenjangan digital.

Solusi Skenario Pembelajaran

Guru kali ini mendapat tantangan untuk menerapkan pembelajaran
tatap muka hanya dengan separuh dari total siswa yang ada, sementara
sisanya masih belajar dari rumah. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana
guru bisa memastikan pemahaman siswa tetap merata meskipun
berada di lokasi berbeda? Salah skenario pembelajaran yang bisa
dikembangkan yaitu dengan memodifikasi aktivitas kegiatan belajar
mengajar antara daring dan tatap muka, bisa dengan melakukan
sebagian aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas,
kini dapat diselesaikan di rumah terlebih dahulu secara mandiri oleh
siswa sebelum akhirnya melakukan pembelajaran tatap muka lagi
di kelas. Untuk menerapkan model pembelajaran ini pada konteks
pembatasan pembelajaran tatap muka di semester baru, ada beberapa
langkah umum yang dapat Bapak/Ibu Guru ikuti untuk memastikan
pembelajaran tetap efektif (Gambar 2):
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DI LUAR KELAS
* Guru membagz materi menjadi 2 kategori:

* Dipelajari siswa secara mandiri

* Dipandu/ didiskusikan segan guru dan
teman sebaya

* Guru menugaskan materi kategori A
dengan media daring

* untuk dipelakari di rumah

» Secara berkala, guru menjadwalkan
diskusi daring untuk memastikan siswa
mengerjakan kategori A

DI DALAM KELAS/ Teleconference

* Guru mengulang kembali materi kategori
A untuk memastikan pemahaman siswa

* Guru memandu diskusi/ aktivitas
pembelajaran terkait materi kategori B

* Guru melakukan refleksi untuk memastikan
siswa paham materi A dan B

* Guru mendapatkan umpan balik tentang
kesan siswa saat belajar dengan pola
ini

* Guru memberikan materi selanjutnya
yang juga telah dipecah menjadi kategori
Adan B

* Guru memberikan pengantar bagi siswa
hal yang harus dilakukan di rumah agar
lebih terarah

DI LUAR KELAS

* Siswa mempelajari selanjutnya kategori
A secara daring mandiri di rumah sesuai
instruksi yang telah disampaikan guru
saat tatap muka.

Gambar 2. Beberapa langkah umum yang dapat Bapak/Ibu Guru ikuti untuk
memastikan pembelajaran tetap efektif
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Sebagai penutup, perlu diketahui memang tidak ada pola pembelajaran
yang ideal, semuanya tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi.
Terlebih pada saat kondisi wabah seperti sekarang yang mengharuskan
proses pembelajaran menggunakan media daring. Semua pola yang
diterapkan mempunyai pro dan kontra, tetapi sebagai pendidik yang
bijak haruslah mampu mengedepankan banyak kemanfaatan dan
mengurangi ketidakmanfaatan. Pola-pola tersebut hendaknya merujuk
kepada tujuan pendidikan nasional yang mengedepankan munculnya
bangsa yang berkualitas, beradab, mandiri, dan berdaya saing,
Pelajaran daring yang kita lakukan selama pandemi ini akan tetap
berguna selama keadaan darurat di masa mendatang (Chatterjee &
Chakraborty, 2020; Skulmowski & Rey, 2020).

E. Simpulan

Pelaksanaan pembelajaran online telah berlangsung cukup lama.
Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa
tentang berbagai aspek pendidikan online selama pandemi COVID-19.
Data hasil survey menunjukkan bahwa siswa menganggap pendidikan
online sebagai alternatif yang layak dalam keadaan saat ini dan harus
diikuti dengan berbagai perbaikan untuk peningkatan pembelajarannya.
Guru harus terus mencoba membuat pembelajaran daring lebih dapat
diterima di kalangan siswa. Teknik pembelajaran seperti flipped
classroom, case studies dapat diperkenalkan dalam pembelajaran
daring. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan adopsi pembelajaran
daring dalam skala besar di seluruh dunia untuk pertama kalinya.
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CHAPTER 9

Dampak Banjir Terhadap Kerusakan Infrastruktur
Sekolah di Pesisir Danau Tempe Kabupaten Wajo
Sulawesi Selatan

Muhammad Nasir, M.Pd.

A. Pendahuluan

Bencana banjir merupakan bencana alam yang sering melanda
berbagai daerah di Indonesia. Bencana alam ini menimbulkan
permasalahan-permasalahan baik secara fisik maupun struktur sosial
sehingga diperlukan perhatian yang cukup serius. Menurut Norwegian
Refugee Council (2012) banjir dianggap sebagai bahaya terkait iklim
yang paling merusak di dunia. permasalahan banjir berdampak pada
manusia, berupa rusaknya lahan pertanian, pemukiman, sarana
transportasi, sarana pendidikan dan bahkan dapat merenggut jiwa
manusia serta harta kekayaan lainnya.

Salah satu daerah di Indonesia yang rawan banjir pada waktu
musim penghujan adalah Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi
Sulawesi Selatan. Kecamatan Tempe rawan banjir karena berbatasan
langsung dengan Danau Tempe. Danau Tempe berada di tiga kabupaten
yaitu Kabupaten Wajo, Sidenreng Rappang dan Soppeng Sulawesi
Selatan. Genangan banjir yang terjadi disebabkan oleh meluapnya
Danau Tempe akibat sungai Walanae, sungai Bila, sungai Belokka,
sungai Batu-batu dan sungai Lawo yang membawa sedimentasi dari
daerah hulu kemudian bermuara di Danau Tempe.

Menurut Ali, et al (2018), beberapa isu terkait permasalahan
banjir di Danau Tempe diantaranya 1) Dalam beberapa tahun terakhir,
kondisi perairan Danau Tempe telah mengalami perubahan antara
lain sebagian dari wilayah danau telah menjadi daratan. 2) Terjadinya
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akumulasi sedimen yang dibawa oleh aliran air menjadikan Danau
Tempe semakin dangkal yang mengakibatkan daya tampung volume
air menjadi berkurang. Total sedimen yang masuk yakni 1.069.099
m® sementara yang dikeluarkan melalui Sungai Cendranae adalah
550.490 m®. Dengan demikian, sisa sedimen yang mengendap di
dasar danau sebesar 510.609 m®.

Banjir telah memberi dampak yang sangat besar pada berbagai
sektor khususnya pendidikan. Kerusakan bangunan sekolah sampat
terhambatnya layanan pendidikan menjadi persoalan yang tidak dapat
dipisahkan dari bencana banjir. Terkait kerusakan bangunan menurut
Permen PU No.24 Tahun 2008 adalah tidak berfungsinya bangunan
atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan,
atau akibat ulah manusia, atau perilaku alam seperti beban fungsi yang
berlebih, kebakaran. gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Intensitas
kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan,
yaitu: (1) Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen
non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan
dinding pengisi. (2) Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian
komponen non struktural dan atau komponen struktural seperti struktur
atap, lantai, dan lain-lain; dan (3) Kerusakan berat adalah kerusakan
pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non
struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan
baik sebagaimana mestinya.

Dampak dari kerusakan bangunan berakibat pada layanan
pendidikan. Khususnya pelayanan proses belajar mengajar. Keadaan
ini terjadi karena bangunan sekolah yang terdampak banjir sehingga
tidak dapat digunakan sebagai tempat belajar.

B. Permasalahan
Banjir yang terjadi di Kecamatan Tempe menyebabkan terganggunya
proses belajar mengajar di sekolah . Gambaran umum tentang

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1

103



104

bencana banjir dan potensi dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur
dan layanan pendidikan di Kecamatan Tempe menjadi persoalan
utama pada tulisan ini. Berikut fokus permasalahan pada penelitian
ini: (1) Dampak banjir tahunan terhadap kerusakan infrastruktur
sekolah di Kecamatan Tempe, dan (2) Bagaimana layanan pendidikan
pada sekolah yang terdampak banjir tahunan di Kecamatan Tempe.

C. Metode

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua sekolah di Kecamatan
Tempe, yang terdiri dari 72 sekolah yang terbagi tiga tingkatan yaitu
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah
serta Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
Sederajat. Status sekolah tersebut sekolah negeri dan Swasta. Berikut
Data Sekolah yang terdapat di Kecamatan Tempe.

Tabel 1. Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Tempe

N SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat
0

Negeri | Swasta |Jumlah| Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta |Jumlah
1 34 11 45 8 6 14 3 10 13

Sumber: Data Referensi Pendidikan Kabupaten Wajo 2019.

Sampel dipilih melalui purposive sampling. Artinya sampel
ditentukan dengan pertimbangan tujuan penelitian dan berdasar kan
kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan. Total jumlah sampel
adalah 9 Sekolah yang dikelompokkan menjadi tiga Zona (1, 2 dan
3). Ketiga zona tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Zona 1, Sekolah kebanjiran. Sekolah-sekolah ini adalah sekolah
yang bangunan, fasilitas lain, dan sekitarnya terkena banjir selama
kejadian banjir sebelumnya. Di sekolah-sekolah ini, banjir
menyebabkan kerugian atau kesulitan bagi siswa dan kerusakan
properti sekolah, mengakibatkan pembatalan atau gangguan
kelas atau menghambat akses siswa dan guru ke sekolah. Banjir
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diduga menyebabkan dampak yang cukup besar pada penyediaan
layanan pendidikan dan pendidikan anak-anak di kelompok ini.

b. Zona 2, Tidak banjir tetapi terkena dampak. Sekolah-sekolah ini
tidak terkena banjir tetapi digunakan sebagai pusat evakuasi atau
berbagi fasilitas dengan sekolah lain yang terkena banjir atau terlantar
akibat peristiwa banjir. Di sekolah-sekolah tersebut, cukup banyak
siswa atau guru yang terkena dampak banjir yang berdampak besar
pada penyediaan layanan pendidikan dan pendidikan anak-anak.

c. Zona 3, Tidak terkena banjir paling sedikit. Sekolah-sekolah
tersebut merupakan sekolah yang tidak terkena banjir, tidak
digunakan sebagai pusat evakuasi dan tidak menampung sekolah
lain yang terendam banjir atau terlantar akibat banjir. Sangat
sedikit keluarga guru dan siswa yang mungkin terkena dampak
banjir, sehingga menyebabkan dampak minimal pada penyediaan
layanan pendidikan dan pendidikan anak-anak.

Dari sekolah sampel, dipilih guru secara acak diantara mereka
untuk dijadikan informan. Jumlah guru yang menjadi informan
dalam penelitian ini yaitu 3 Orang. Data dari guru berupa data
layanan pendidikan yang terkait dengan keterlaksanaan pembelajaran.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui survey, wawancara, dan penelitian
pustaka dengan cara mengumpulkan catatan sekolah tentang laporan
kerusakan dan dampak banjir lainnya pada sekolah dan masyarakat.
Pengambilan data dilakukan dengan survey lapangan, dimana peneliti
mengamati kondisi tiap komponen elemen bangunan. Pengukuran
luas kerusakan komponen elemen bangunan dilakukan dengan
menggunakan meteran dan dihitung persentasenya sesuai dengan
peraturan dari Kemendikbud (2015). Wawancara dilakukan dengan
terdiri dari 3 guru. Guru yang diutamakan adalah guru yang mengalami
banjir di sekolah tiap tahunnya.

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1

105



106

Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menghitung bobot
persentase kerusakan tiap komponen/elemen bangunan, sesuai
dengan komponen standar penilaian tingkat kerusakan bangunan
pada sesuai dengan aturan Kemendikbud (2015). Setelah didapati
nilai persentase kerusakan, maka tiap komponen bangunan kemudian
digolongkan tingkat kerusakannya sesuai empat kategori tingkat
kerusakan, yaitu :
e Rusak Ringan (RR): <30 %
e Rusak Sedang (RS) : >30 % -45 %
e Rusak Berat (RB): > 45 % -65 %
e Rusak Total (RT): > 65 %

Sedangkan data layanan pendidikan berfokus pada keterlaksanaan
proses pembelajaran. Data keterlaksanaan proses pembelajaran pada
sekolah terdampak banjir akan dianalisis menggunakan analisis
deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil
wawancara dan angket yang diberikan kepada responden. Data
penelitian berupa angket menggunakan kisi kisi. Dan hasil dalam
penelitian ini berupa persentase. Dengan menggunakan indikator
sebagai berikut.

e Sangat Tinggi 75%-100%
Tinggi 50%-74

Rendah 25%-49%

Sangat Rendah 1%-24%

D. Hasil dan Pembahasan

Pembagian Sekolah berdasarkan Zona

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo adalah kecamatan terluas
dan merupakan tempat ibukota Kabupaten Wajo yaitu Sengkang.
Jumlah Sekolah secara keseluruhan dari jenjang SD sampai dengan
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SMA sederajat negeri dan Swasta adalah 72 (tujuh puluh dua).
Berdasarkan jumlah sampel penelitian yaitu 9 Sekolah maka setiap
zona terdapat 3 sekolah yang menjadi tempat pengambilan data.
Berikut data sekolah berdasarkan zona berdasarkan dampak banjirnya.

Tabel 2. Data Sample Sekolah Berdasarkan Zona

Zona Kode Sekolah Jenjang/ Status Sekolah
Zona 1 1. Z1.40300000 SMP /Negeri
2. Z71.40303509 SD/ Negeri
3. Z1.40303066 SD. Negeri
Zona 2 1. Z2.40320145 MTs/Swasta
. 72240320145 SD/Negeri
3. Z73.40303536 SD/Negeri
Zona 3 1. Z3.40303150 SMA/Negeri
. Z3.40303302 SD/ Negeri
3. Z73.40303122 SD/ Negeri

Sumber: Data hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas sekolah yang berada pada Zona 1 adalah
sekolah kebanjiran. Sekolah-sekolah ini adalah sekolah yang bangunan,
fasilitas lain, dan sekitarnya terkena banjir selama kejadian banjir
sebelumnya. Di sekolah-sekolah ini, banjir menyebabkan kerugian atau
kesulitan bagi siswa dan kerusakan properti sekolah, mengakibatkan
pembatalan atau gangguan kelas atau menghambat akses siswa dan guru
ke sekolah. Sekolah sekolah ini berada di tepi Danau Tempe. Sekolah-
sekolah ini meliputi Z1.40300000, Z1.40303509, Z1.40303066. Berikut
kondisi sekolah dengan kode Z1.40300000 pada saat banjir 2019.

Pada Zona 2 yaitu tidak banjir tetapi terkena dampak. Sekolah-

sekolah ini tidak terkena banjir tetapi digunakan sebagai pusat
evakuasi atau berbagi fasilitas dengan sekolah lain yang terkena
banjir atau terlantar akibat peristiwa banjir. Sekolah sekolah tersebut
diberi kode 722.40320145, 72.40320145 dan Z3.40303536. Selanjutnya

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1

107



108

pada Zona 3 Tidak terkena banjir paling sedikit. Sekolah-sekolah
tersebut merupakan sekolah yang tidak terkena banjir, tidak digunakan
sebagai pusat evakuasi dan tidak menampung sekolah lain yang
terendam banjir atau terlantar akibat banjir (Asti, 2016)

Kerusakan Infrastruktur

Analisis tingkat kerusakan dilakukan pada 1 kategori ruangan
yaitu Ruang kelas dan. Analisis tersebut dilakukan dengan pertimbangan
bahwa bangunan/ruang tersebut merupakan ruangan fungsional
khususnya proses belajar mengajar tiap-tiap sekolah. Tabel 3
menunjukan analisis kerusakan dampak pada bangunan pada
ruang kelas berdasarkan 3 zona.

Tabel 3. Persentase Kerusakan Sekolah Berdasarkan Zona

Kode Sekolah Kerusakan Rata-Rata % Kategori
Kerusakan
1. Z1.40300000 . 30% 43% Sedang
2. Z71.40303509 2. 45%
3. Z1.40303066 3. 56%
4. Z2.40320145 I. <I% <1% Ringan
5. Z72.40320145 2. =<1%
6. 73.40303536 3. <1%
7. 73.40303150 4. <I% <1% Ringan
8. Z3.40303302 5. <1%
9. Z3.40303122 6. <1%

Sumber: Data Hasil Penelitian

Data diatas melaporkan bahwa banjir di zona 1 masing-masing
berdampak luar biasa terhadap sekolah di zona tersebut. Sekolah-
sekolah berada di tepi danau Tempe yang meliputi sekolah dengan
kode Z1.40300000, Z1.40303509 dan Z1.40303066 telah menjadi
langganan banjir tiap tahunnya.Pada saat banjir datang gedung

sekolah terendam banjir dengan ketinggian 1,5 sampai dengan 3
meter. Keadaan ini mengakibatkan gedung sekolah tidak dapat
digunakan selama banjir berlangsung.

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1



Data hasil analisis tingkat kerusakan pada tiap sekolah khususnya
di zona 1 dilaporkan bahwa sekolah Z1.40300000 didapatkan data
kerusakan secara keseluruhan yaitu 30%. Angka ini berada pada
kategori rusak ringan. Selanjutnya sekolah dengan kode Z1.40303509
mengalami kerusakan 45% dengan kategori rusak sedang. Kerusakan
tertinggi pada sekolah Z1.40303066 dengan tingkat kerusakan
mencapai 56% atau pada kategori tinggi, Kemudian digabungkan
rekapitulasi penilaian tingkat kerusakan bangunan gedung sekolah
pada zona 1 yaitu rata-rata 43% ini berarti rata-rata tingkat kerusakan
sekolah terdampak banjir berada pada kategori ringan.

Menurut Dardiri (2012), kerusakan bangunan merupakan proses
melemahnya kekuatan dan ketahanan konstruksi dan material bangunan
menerima beban-beban dari luar atau beban berat. Selain itu Kerusakan
bangunan menurut Permen PU No.24 Tahun 2008 adalah tidak
berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/
berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia, atau
perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran.
gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis. Banjir yang terjadi
mengakibatkan beberapa dinding sekolah mengelupas dan retak.
Lantai sekolah menjadi bagian bagunan yang terdapak sangat parah
(Marfai et al., 2014)

Pada zona 2 dan 3 kondisi kerusakan hampir tidak ada. Pada
setiap tahunnya tidak terjadi genangan banjir pada zona ini. Akan
tetapi pada zona 2 dengan kode sekolah Z2.40320145, 72.40320145
dan Z3.40303536 dijadikan sebagai tempat evakuasi semantara

siswa yang berasal daro zona 1. Sedangkan pada zona 3 gangguan
yang terjadi adalah beberapa guru dan siswa terlambat masuk sekolah
karena tempat tinggal mereka tergenang banjir. Bencana banjir
sangat menakutkan bagi masyarakat, karena sekali terjadi banjir,
kerusakan dan kerugian yang dialami akan memakan biaya sangat
besar (Haloho & Purnaweni, 2020). Pada saat banjir aktivitas ekonomi
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berhenti, infrastruktur tergenang banjir, penduduk mengungsi dari
tempat tinggal, serta aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah
berhenti (Rauf et al., 2017)

Layanan Pendidikan

Layanan pendidikan pada penelitian ini berfokus pada keterlaksanaan
pembelajaran pada setiap zona sekolah yang terdampak banjir.
Pengambilan data keterlaksanaan pembelajaran merupakan penelitian
deskriptif kualitatif. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini
adalah guru yang mengajar mata pelajaran sekolah yang mewakili
masing-masing zona. Dengan jumlah total 3 guru. Analisis data
menggunakan teknik deskriptif persentase. Gambar 1 berikut menyajikan
data keterlaksanaan pembelajaran pada setiap zona.

Keterlaksanaan Pembelajaran

100% 90%
20% 75%
(]

60%
38%
40%

0%
zonal zona 2 zona 3

Gambar 1. Layanan Pendidikan Sekolah Terdampak Banjir pada setiap Zona

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keterlaksanaan
pembelajaran pada zona 1 dalam kategori rendah dengan persentase
38%, sekolah yang berada pada zona 2 keterlaksanaan pembelajaran
mencapai angka 75% dengan kategori sangat tinggi sedangkan pada
zona 3 keterlaksanaan pembelajaran mencapai 90% dengan kategori
sangat tinggi. Data keterlaksanaan pembelajaran pada zona 1 tergolong
rendah karena selama banjir siswa dan guru tidak dapat mengakses
sekolah hampir seluruh bagunan sekolah terendam banjir (Asti,
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2016). Kondisi ini mengakibatkan guru dan siswa tidak dapat bertatap
muka pada proses pembelajaran . Kondisi ini diatasi dengan mengungsi
di sekolah pada zona 2 dan . Kendala lain adalah tidak semua siswa
dan guru dapat mengakses sekolah pada zona 2. Pada kondisi ini
persentase kehadiran siswa dan guru juga tidak dapat maksimal.

Berbeda pada zona 2 yaitu sekolah yang tidak terdampak banjir
dari segi bagunan tetapi beberapa guru dan siswa terhalang mengakses
sekolah, selain itu sebagian ruang belajar pada sekolah di zona 2 dipakai
oleh siswa yang mengisi dari sekolah zona 1. Sekalipun harus berbagi
ruangan dan waktu masuk tetapi menurut data yang dikumpulkan
keterlaksanaan pembelajaran pada sekolah di zona 2 masih tergolong
sangat tinggi. Kondisi berbeda terjadi pada sekolah di zona 3. Setiap
tahunnya tidak ada gangguan yang berarti terkait keterlaksanaan
pembelajaran pada di sekolah ini (Asti, 2016). Sekolah masih bisa
melaksanakan proses pembelajaran tanpa hambatan kecuali keterlambatan
siswa dan guru masuk sekolah karena harus melewati banjir.

E. Rekomendasi

Rekomendasi untuk mengurangi dampak banjir pada sekolah
di Kecamatan Tempe, khususnya terkait kerusakan bangunan sekolah
dan penyampaian layanan pendidikan ditujukan pemerintah daerah
khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo,
kondisi banjir tahunan, telah mengganggu proses pembelajaran
karena bangunan sekolah terdampak banjir, hal ini dapat disiasati
dengan membangun bangunan sekolah semi permanen dengan
konstruksi kayu bertiang (menyerupai rumah panggung). Jenis
bangunan ini masih dapat digunakan pada saat banjir berlangsung
karena lantai sekolah yang dapat didesain lebih tinggi dari permukaan
air. Rekomendasi berikut ditujukan kepada sekolah pada zona 2
dan 3 kelas yang berada pada sekolah ini menjadi lebih padat karena
dijadikan pusat evakuasi. Untuk itu sanitasi yang memadai dan
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privasi dan keamanan yang diperlukan untuk menghindari insiden
yang tidak diinginkan. Fasilitas ini harus sesuai untuk keperluan
lain selama digunakan untuk evakuasi

F. Simpulan

Berdasarkan klasifikasi sekolah yang terdampak banjir maka
sekolah sekolah tersebut dikelompokkan ke dalam tiga zona, yaitu
zona 1 sekolah yang bangunannya terdampak oleh banjir dan
mengganggu aktivitas pembelajaran, kedua adalah zona 2 yaitu
sekolah yang tidak terdampak banjir tapi bangunan sekolahnya
digunakan untuk mengunci dan tempat belajar dari sekolah zona 1
serta yang ketiga ada zona 3, yaitu sekolah yang tidak terdampak
tetapi guru dan siswa beberapa terhalang mengakses sekolah karena
genangan banjir. Dari hasil analisis data kerusakan infrastruktur
yang berfokus pada kerusakan ruangan belajar dengan indikator
dinding dan lantai sekolah didapatkan data kerusakan bangunan gedung
sekolah pada zona 1 yaitu rata-rata 43% ini berarti rata-rata tingkat
kerusakan sekolah terdampak banjir berada pada kategori ringan.
Selanjutnya hasil dari penelitian di 3 sekolah mewakili masing masing
zona kesimpulan bahwa keterlaksanaan pembelajaran pada zona 1
dalam kategori rendah dengan persentase 38%, sekolah yang berada
pada zona 2 keterlaksanaan pembelajaran mencapai angka 75%
dengan kategori sangat tinggi sedangkan pada zona 3 keterlaksanaan
pembelajaran mencapai 90% dengan kategori sangat tinggi.
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CHAPTER 10

Dikotomi Pandangan Masyarakat Pulau Sapudi
terhadap Pendidikan Umum dan Agama Pesantren

Oleh: Asy’ari, M. Pd.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, bentuk dikotomi pendidikan berlangsung sejak
adanya sistem lembaga pendidikan di era pertengahan abad ke-19
hingga memasuki masa kemerdekaan. Kala itu, belanda menerapkan
politik etik yang salah satu bentuknya membuka sekolahan bagi
kaum bumiputera (SR) pada tahun 1870. Tentu, dengan tujuan untuk
kepentingan mereka di tanah jajahannya, seperti untuk mencetak
tenaga kerja. Dalam sistem pendidikan ini, pendidikan agama tidak
diberikan di sekolah dengan alasan pemerintah bersikap netral untuk
tidak mencampuri masalah pendidikan agama, karena pendidikan
agama merupakan tanggung jawab keluarga. Dipihak lain, pribumi
Indonesia yang memiliki keteguhan aqidah serta jiwa nasionalis
(kaum Santri) tak mau mengikuti pola pendidikan belanda. Mereka
memperkuat basis pendidikan agama melalui lembaga pesantren.
Di pesantren, peserta didik mendapatkan pelajaran agama secara
mendalam, hanya mendapat sedikit porsi pendidikan umum (Sains).
Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan
menyadari betapa pentingnya pendidikan agama (Wahid, Abdul,
2014).

Akan tetapi, dikotomi pendidikan juga tak kunjung berhenti
hingga saat ini baik secara kultural maupun struktur kenegaraan.
Secara kultural, masyarakat umum bahkan sebagian pelaku pendidikan
masih menganggap adanya pemilahan “ilmu-ilmu agama” (al-‘umum
aldiniyyah atau religious sciences) dengan ilmu-ilmu umum. Dari
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sisi struktural tampak lebih nyata. Meskipun telah menjadi bagian
dari sistem pendidikan nasional melalui UU Sisdiknas 3003, namun
pendidikan Agama Islam melalui madrasah, institut agama, dan
pesantren masih menjadi kaplingan Kementerian Agama, sedangkan
pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, dan
kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Kementerian
Pendidikan Nasional. Padahal sesungguhnya ilmu tak berbeda,
semuanya datang dan milik Allah. Juga, pendidikan Islam tidak
semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam secara teoritis belaka,
tetapi pendidikan Islam juga menekankan pada pembentukan sikap
dan perilaku serta memberi bekal pengetahuan teknologi serta
kecakapan hidup (Wahab, Abdul, 2013).

Oleh karena dari penjabaran dari sekilas sejarah di atas bahwa
dikotomi memiliki makna yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan
umum dari pendidikan agama. Dikotomi selalu melahirkan pandangan
pembedaan di satu sisi dan penyamaan di sisi yang lain. Menurut
Mustaqim, Muhammad (2015) bahwa pandangan dikotomis pada
hakikatnya mengabaikan esensi atau nilai sprit pendidikan. Membedakan
dan menyamakan lebih dimaknai pada tataran permukaan sehingga
jelas merusak nilai spirit dari pendidikan Islam. dikotomi bukan
hanya pada tataran pemilahan, tetapi telah masuk pada wilayah
pemisahan yang dalam operasionalnya memisahkan mata pelajaran
umum dari mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah
yang pengelolaannya berjalan terpisah-pisah. Puncaknya pada
pemerintah Orde Baru yang mengeluarkan melalui Surat Keputusan
Bersama (SKB) pada tanggal 24 Maret 1975 yang menguatkan
pemisahan pendidikan hingga saat ini tetap terjadi. Kemudian,
dampaknya terasa merugikan dan makna Islam menjadi sempit
karena pengkotak-kotakan ilmu akhirnya menomorduakan dan
menganaktirikan pendidikan Islam (Wahab, Abdul, 2013).

Semua realitas dikotomi dalam sistem pendidikan di Indonesia
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tersebut merupakan tantangan bagi para pemikir dan praktisi pendidikan.
Diperlukan sejumlah kajian dan penelitian mendalam dan applicable
yang mampu mengarah dan mendukung berbagai kebijakan untuk
melakukan konvergensi dan integrasi sistem pendidikan di Indonesia
tersebut (Kutsiyah, Farahdilla, et al., 2017). Oleh karena itu, dalam
hal ini bagaimana tulisan ini dapat memberikan kontribusi solutif
bagi hal tersebut. Namun dari semua dikotomi di atas, yang menjadi
fokus tulisan ini adalah dikotomi pertama. Menurut Taufik (2010)
bahwa persoalan dikotomi akan memberi penekanan, sekalipun
pembahasannya nanti akan berimbas pada dikotomi-dikotomi lainya
sebagai konsekuensi dari adanya dikotomi tersebut.

Dikotomi sistem pendidikan antara pendidikan agama dan
pendidikan umum membentuk memisahkan kesadaran keagamaan
dan ilmu pengetahuan (Wahid, Abdul, 2014). Dikotomi ini, bukan
hanya pada dataran pemilahan tetapi masuk pada wilayah pemisahan,
dalam operasionalnya yaitu pemisahan mata pelajaran umum dengan
mata pelajaran agama, sehingga sekolah umum dan madrasah, yang
pengelolaannya memiliki kebijakan masing-masing (Kutsiyah,
Farahdilla, et al., 2017). Sistem pendidikan yang dikotomi pada
pendidikan Islam akan menyebabkan pecahnya peradaban Islam
dan akan menafikan peradaban Islam yang kaffah (menyeluruh)
(Bisyri, M. Hasan, 2019). kemudian hal ini menjadi problematika
tersendiri dalam dunia pendidikan sebagai upaya pembentukan
karakter anak bangsa yang berkarakter dan berdaya saing secara
regional, nasional lebih-lebih internasional (Taufik (2010).

Dikotomi tersebut sebuah paradigma yang selalu marak
diperbincangkan dan tidak berkesudahan. Munculnya dikotomi
pendidikan umum dan agama akan berimplikasi terhadap model
pemikiran. Di satu pihak ada pendidikan yang hanya memperdalam
ilmu pengetahuan modern yang kering dari nilai-nilai keagamaan,
dan di sisi lain ada pendidikan yang hanya memperdalam masalah
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agama yang terpisah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Secara
teoritis makna dikotomi dapat dimaknai sebagai pemisahan secara
teliti dan jelas dari suatu jenis menjadi dua yang terpisah satu sama
lain di mana yang satu sama sekali tidak dapat dimasukan kedalam
yang satunya dan seterusnya (Taufik, 2010).

Kemudian upaya mengintegrasikan antara pendidikan umum
dan agama khususnya pesantren sangat menjadi pemikiran utama
dalam mensinergikan pemahaman kepada anak. Hal itu harus menjadi
PR bagi praktisi pendidikan dan pemerintah untuk terus mengemas
sebaik-baiknya tanpa tendensi apapun. Kemudian secara umum di
daerah khususnya di pulau Sepudi masih terjadi dikotomi pendidikan
yang tidak kunjung usai (Bisyri, M. Hasan, 2019). Karena kultur
keagamaan masyarakat pulau Sapudi sangat kuat sehingga menganggap
pendidikan umum tidak terlalu penting bagi masa depan anak-anaknya.
Anggapan dari masyarakat pulau Sapudi bahwa pendidikan umum
tidak menjadi bekal kehidupan akhirat, karena menurut masyarakat
pulau Sapudi pendidikan agama adalah lebih menjanjikan sebagai bekal
kehidupan akhirat yang abadi (Kutsiyah, Farahdilla, et al., 2017).

Sebagai gambaran umum tentang pulau sepudi yaitu bahwa
letak pulau sapudi lebih kurang 27 mil laut di sebelah timur pulau
Madura dengan luas: 126.686.257 Ha. Batas - batas wilayah pulau
sapudi meliputi, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan ra’as,
sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kalianget dan dungkek,
sedangkan sebelah utara berbatasan dengan kecamatan masalembu,
sementara sebelah selatan berbatasan langsung dengan selat Madura.
Adapun pembagian pembagian daerah pulau sapudi terbagi menjadi
dua kecamatan yang terdiri dari kecamatan nunggunung dan kecamatan
gayam dan termasuk Kabupaten Sumenep (Bisyri, M. Hasan, 2019).

Kemudian dari pembagian tersebut, di sebelah utara, kecamatan
Gayam disebelah selatan yang keseluruhan pulau ini terdiri dari 18
Desa. Kecamatan Nunggunung membawahi 8 Desa diantaranya
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sebagai berikut: Desa Nunggunung, Desa Sumber, Desa Talaga,
Desa Tanah Merah, Desa Rosong, Desa Sokarami pesisir, Desa
Sokarami temur dan Desa Sonok. Sedangkan Adapun kecamatan
Gayam yang ditetapkan sebagai ibukota Sepudi membawahi 10
Desa, dengan nama — nama desanya sebagai berikut ; Desa Gayam,
di sebelah timur Desa Prambanan, kemudian Desa Gendang timur,
Desa Gendang barat, Desa Tarebung, Desa Kalowang, Desa Jambuir,
Desa Karang (Kutsiyah, Farahdilla, et al., 2017).

Terjadinya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama
yang terjadi di Pulau Sepudi berjalan sampai sekarang, terutama
masyarakat tradisional yang tidak memandang pendidikan umum
bagian dari kebutuhan masa depan anak-anaknya. Masyarakat Pulau
Sapudi yang berada di pedesaan masih terjadi kesenjangan pendidikan,
karena tujuan dari pendidikan anak-anaknya yang terpenting bisa
ngaji/baca al-qur’an perkara pendidikan umumnya hanya sampai
SD dan SMP tidak dipermasalahkan atau hanya sampai SMA setelah
itu dinikahkan, sehingga hal itu berdampak pada rendahnya pendidikan
yang terjadi di Pulau Sapudi, khususnya di pedesaan. Berikut fokus
permasalahan pada penelitian ini: (1) Bagaimana Pandangan Masyarakat
Pulau Sapudi Tentang Pendidikan Umum dan Agama, (2) Bagaimana
Pandangan orang tua terhadap Pondok Pesantren Sebagai Tempat
Favorit Bagi Anak-anaknya. Adapun tujuannya adalah: (1) Menjelaskan
Pandangan Masyarakat Pulau Sapudi Tentang Pendidikan Umum
dan Agama, (2) Pandangan orang tua terhadap Pondok Pesantren
Sebagai Tempat Favorit Bagi Anak-anaknya.

B. Metode

Metode yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan
teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan observasi
secara langsung dilapangan, wawancara dengan responden dan dokumentasi.
Metode kualitatif ini diterjemahkan untuk menelusuri permasalahan
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pendidikan di Pulau Sepudi yang berkaitan dikotomi pendidikan umum
dan pendidikan agama. Kemudian teknik pengumpulan data primer
dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang dianggap
mewakili dalam menjawab pertanyaan dan menggunakan teknik purposive
sampling. Wawancara dengan perwakilan pemilik lembaga pendidikan
swasta/negeri, tokoh masyarakat, praktisi pendidikan dan perwakilan
dinas pendidikan di tingkat Kecamatan. Kemudian sebagai peneliti
secara langsung melakukan observasi ke lapangan untuk mengetahui
situasinya. Data yang diperoleh dianalisis dengan tiga alur kegiatan
yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi. kejadian secara bersamaan tersebut sebagai
sesuatu yang saling berkaitan dan merupakan proses siklus dan interaksi
pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk
sejajar yang membangun wawasan umum.

C. Hasil
Data Referensi Pendidikan Pulau Sapudi 2020

Hasil penelitian yang akan dinarasikan dalam tulisan ini bahwa
peneliti menuangkan data sekolah yang ada di Pulau Sepudi mulai
dari TK, SD, MI, SMP, MTS dan SMA yang menjadi tempat wajib
berpendidikan anak-anak Pulau Sapudi. Data tersebut dapat dituangkan
dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data sekolah di Pulau Sepudi

No Instansi Kec. Gayam Kec. Nunggunung

1 SDN 26 13

2 MI Swasta 8 4

3 SMP N 1

4 SMP SWASTA 2 2

5 SMAN 1 -

6 SMA SWASTA 1 2
JUMLAH 40 22

Sumber. Data Referensi Pendidikan (kemdikbud.go.id) Kec. Gayam dan Kec. Nunggunung
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Data ini menjadi bagian terpenting untuk diketahui sebagai
pendukung kepada pendidikan di Pulau Sepudi bahwa wajib belajar
untuk anak-anak selama kurang lebih 12 tahun. Dari data yang
dimaksud bahwa pendidikan di Pulau Sapudi masih relatif sederhana
antara Swasta maupun Negeri. Kemudian desain pembelajarannya
antara swasta dan negeri sangat berbeda. Namun yang lebih menarik
pada tingkat SD dan IM di masyarakat Pulau Sapudi memiliki keunikan
yang dianggap sebagai pendidikan yang berbeda. Kalau SD dianggap
sebagai pengetahuan umum yang dilaksanakan di pagi hari sampai
siang sedangkan MI dilaksanakan pada siang hari sampai sore. Kemudian
pada tingkatan menengah dan menengah ke atas relatif sama dalam
melaksanakan pendidikan dilaksanakan pagi hari sampai siang hari.

Dalam pelaksanaan pendidikan antara SD dan MI dilakukan bersamaan
dengan hari yang sama oleh masyarakat Pulau Sapudi. Masyarakat pulau
Sapudi yang kental dengan keagamaan anaknya sejak dini sudah disekolahkan
2 sekolah. Pagi hari anak-anaknya di sekolahkan di SD sedangkan siang
hari disekolahkan di MI. kemudian tidak menutup kemungkinan pada sore
hari anak-anaknya diantar ke langgar untuk belajar membaca Al-Qur’an
dan begitu seterusnya ketika masih berumur di tingkat sekolah dasar.

Berkaitan dengan hal itu bahwa dapat dikuatkan oleh responden
merupakan praktisi pendidikan sekaligus ketua kurikulum di salah
satu sekolah menengah:

“Kebanyakan masyarakat Pulau Sapudi menganggap bahwa
SD dan MI adalah pendidikan yang berbeda dalam membekali
pengetahuan kepada anak-anaknya. Kalau sekolah Ml sebagai
upaya membentuk karakter keagamaan anak, sedangkan SD
sebagai upaya memberikan pemahaman keduniaan”.

Hal ini juga dikuatkan oleh salah satu dinas ditingkatkan kecamatan
Pulau Sapudi dengan menuturkan bahwa:

“Anak-anak Pulau Sapudi secara umum dibekali dengan pendidikan
keagamaan secara maksimal walaupun pendidikan umum juga
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menjadi bekal dunia namun yang lebih sangat penting dalam
persepsi masyarakat Pulau Sapudi bahwa keagaamaan itu lebih
penting sebagai cara pembentukan karakter religiusitasnya dan
sebagai bekal akhirat, tegasnya”.

Maka dari dua pendapat responden tersebut bahwa pendidikan Pulau
Sapudi masih terjadi dualisme alias dikotomi pendidikan yaitu pemisahan
antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Karena secara kultur
masyarakat Pulau Sapudi kental dengan keagamaannya walaupun
pemahaman keagamaannya tidak secara kaffah tetapi pandangan
masyarakat Pulau Sapudi menanamkan keagamaan lebih diutamakan
ketimbang pada pengetahuan umum. Karena itu menjadi doktrin khusus
masyarakat kepada anak-anaknya pendidikan keagamaan sangat
dibutuhkan dalam membentuk karakter religiusitas anak-anak mereka.

Permasalahan Dikotomi Pendidikan Pulau Sapudi
1. Pandangan Masyarakat Pulau Sapudi Tentang Pendidikan
Umum dan Agama

Ditinjau dari pandangan atau perspektif masyarakat Pulau Sapudi
terkait dengan pentingnya pendidikan umum dan pendidikan agama.
Secara umum sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti
di Pulau Sapudi bahwa masyarakat secara kultur keagamaan yang
sangat kental sehingga persepsi penanaman keagamaan terhadap
anak-anaknya menjadi doktrin utama sebagai upaya pembentukan
karakter religiusitasnya. Sesuai dengan pendapat tokoh masyarakat
sebagai responden yang dianggap sebagai sesepuh di lingkungan
masyarakat Pulau Sapudi memberikan penjelasan bahwa:

“Masyarakat Pulau Sapudi kebanyakan mendidik anak-anak di

pondok pesantren ketika lulus dari tingkat Sekolah Dasar atau
Madrasah Ibtidaiyah, karena beranggapan bahwa pondok pesantren
itu menjadi tempat yang baik untuk masa depan anak-anaknya,
sehingga pendidikan umum sekolah negeri maupun swasta tidak
100% diminati oleh masyarakat Pulau Sapudi, jelasnya™
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Maka dari itu, penjelasan diatas dapat ditegaskan bahwa masyarakat
Pulau Sapudi mendoktrin anak-anaknya yang kebanyakan lebih
memprioritaskan pemahaman keagamaan ketimbang pendalaman
pengetahuan umum. Sehingga sesuai dengan yang peneliti temukan
saat melakukan observasi dengan semboyan bahwa “lebih baik
pinter baca al-Qur’an itu lebih mulia ketimbang pintar pengetahuan
vang sifatnya duniawi”. Kemudian yang lebih empiris lagi bahwa
lembaga privat di Pulau Sepudi tidak ada alias tidak diperlukan bagi
masyarakat, walaupun seharusnya lembaga privat itu sebagai tempat
tambahan setelah sekolah seperti misalnya (bahasa inggris, matematika,
fisika, kimia, biologi dan lain-lain.

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Pulau Sapudi memprioritaskan
pendidikan kepada anak-anaknya yaitu tentang keagamaan itu lebih
meyakinkan menurutnya ketimbang pemahaman tentang pendidikan
umum. Kemudian masyarakat Pulau Sapudi kalau dilihat dari segi
ekonomi atau finansial cukup mampu dan rata-rata menengah ke
atas, karena usahanya seperti bertani, nelayan dan lain-lain sehingga
soal finansial untuk menyekolahkan anak-anaknya tidak kekurangan,
namun itu tadi persepsi terhadap pendidikan masih terdoktrin kultur
lama lebih mementingkan pendidikan agama walaupun ke pondok
pesantren semahal apapun dari segi finansial tetap diupayakan.
Sesuai pendapat responden yang bekerja di lembaga pendidikan
menjelaskan bahwa:

“Orang sapudi kalau soal pendidikan dalam menyekolahkan
anak-anaknya dilihat dari segi ekonomi rata-rata mampu sehingga
berapapun biayanya tetap diupayakan tanpa terkecuali, karena
vang menjadi masalah dalam masyarakat pulau sapudi tidak
dipikirkan memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan
umum secara utuh kepada anak-anaknya, tegasnya”

Akhirnya dapat ditegaskan bahwa pendidikan di Pulau Sepudi
masih terjadi dikotomi dan hal ini menjadi PR bersama untuk terus
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disinergikan oleh pemerintah daerah untuk mendesain kurikulum
yang memadukan antara dua pemahaman tersebut. Karena perpaduan
pendidikan agama dan umum harus menjadi tren utama kedepan
untuk masyarakat Pulau Sapudi sehingga dapat membentuk dan
terlahir anak bangsa yang berkarakter religius dan cerdas dalam
ilmu pengetahuan.

2. Pondok Pesantren Menjadi Favorit Bagi Orang Tua
Masyarakat Pulau Sapudi

Seiring dengan perkembangan zaman bahwa kultur masyarakat
Pulau Sapudi masih relatif sama tidak ada perubahan soal pandangan
terhadap pondok pesantren itu lebih utama ketimbang pendidikan
lainnya. Kemudian doktrin orang tua ketika anak masuk sekolah
umum menganggap tidak akan membenahi akhlak anak-anaknya.
Orang tua bertujuan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya
yang paling penting adalah pintar membaca Al-Qur’an, lebih-lebih
masuk ke pondok pesantren.

Sesuai dengan observasi dilapangan bahwa pola asuh orang tua
terhadap pendidikan itu lebih dominan terhadap yang berkaitan
dengan keagamaan yang diselenggarakan di pondok pesantren
daripada di lingkungan pendidikan umum barang tentu persepsinya
tidak mengcover kepribadian anak-anaknya. Hal itu dapat diterjemahkan
langsung oleh respon yang berinisial N sebagai tokoh masyarakat
sekaligus orang yang memiliki anak asuh yaitu sebagai berikut:

“Pondok pesantren bagi masyarakat Pulau Sapudi menjadi pendidikan
yang favorit bagi putra dan putrinya. Karena lingkungan pondok
sangat disiplin dan harus mematuhi aturan-aturan sehingga sangat
dijamin pembentukan karakter anak akan terbentuk. Hal lain lain
pondok pesantren menjadi lingkungan yang nyaman untuk mengkaji
tentang berbagai keagamaan, ujarnya”

Demikian ini menjadi penjelasan serius bahwa pondok pesantren
bagi masyarakat Pulau Sapudi menjadi prioritas utama. Namun disisi
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yang lain hasil observasi peneliti bahwa hal itu terkesan dikotomi
pendidikan. Maka dari itu, dilihat dari responden yang berinisial [
yang menjadi salah satu ketua kurikulum di lembaga pendidikan
dengan tegas menyampaikan bahwa:

“Pendidikan di Pulau Sepudi seharusnya ini tidak tidak dikotak-
kotakkan, karena menurut saya pribadi pemahaman tentang agama
dan pengetahuan umum seperti mata uang yang saling berkaitan.
Ketika itu disinergikan akan akan menghasil anak didik yang
berkarakter agamis dan lincah dalam bekal duniawinya. Kalau
pondok seharusnya menyeimbangkan antara materi umum dan
agama, sedangkan yang di sekolah umum harus menambahkan
materi agamanya walaupun di luar kurikulum, tegasnya”

Oleh karena itu, pendapat dari responden ini menjadi sangat
rasional yang seharusnya memang harus disinergikan antara pemahaman
keagamaan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak di Pulau Sepudi
sehingga menjadi nilai yang utuh dan dapat memberikan keseimbangan
yang ideal. Lembaga pendidikan di lingkungan sekolah umum
didesain untuk menambahkan pemahaman keagamaan, kemudian
pondok pesantren harus ditambahkan materi umumnya.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini bahwa pendidikan di Pulau Sepudi masih
terjadi dikotomi dan hal ini menjadi pemikiran bersama untuk terus
disinergikan oleh pemerintah daerah untuk mendesain kurikulum
yang memadukan antara dua pemahaman tersebut. Karena perpaduan
pendidikan agama dan umum harus menjadi tren utama kedepan
untuk masyarakat Pulau Sapudi sehingga dapat membentuk dan
terlahir anak bangsa yang berkarakter religius dan cerdas dalam
ilmu pengetahuan. Kemudian pandangan maupun sikap pribadi,
kelompok masyarakat Pulau Sapudi terhadap pemahaman keduanya
tidak hanya bersifat wacana tetapi implementatif yang harus dibuktikan
di lembaga pendidikan (Syamsuddin, Muh, 2007.)
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Kehidupan masyarakat pulau Sapudi yang majemuk diperlukan
penghormatan atas berkembangnya kultur masyarakat dengan segala
bentuknya. Hal ini menurut Djakfar, Muhammad. (2012) dikarenakan
kultur masyarakat Pulau Sapudi menjadi salah satu faktor perekat
sosial demi tegaknya kehidupan yang harmonis bagi suatu masyarakat
dalam membangun kehidupan yang produktif di era modernisasi
saat ini. Kemudian kultur masyarakat Pulau Sapudi dengan khasnya
sebagai hasil karsa dan karya masyarakat yang merupakan eksistensi
masyarakat Pulau Sapudi yang harus dilestarikan keberadaannya,
karena dengan tanpa kesenjangan dalam pemahaman keagamaan
akan tercipta kedamaian yang berdampak pada kerukunan yang
berkemajuan (Mustaqim, Muhamad, 2015).

Masyarakat Pulau Sapudi yang kental dengan karakter keagamaannya
yang masih terjadi dikotomi pemahaman yang perlu diluruskan.
Maka yang harus ditekankan dalam pembahasan ini bahwa dengan
secara daya dan upaya bagaimana menyatukan antara pemahaman
pendidikan keagamaan dan pengetahuan umum yang orientasinya
mencerdaskan kehidupan bangsa (Wahid, Abdul, 2014). Kemudian
pengintegrasian antara pendidikan umum dan agama khususnya
pesantren sangat menjadi pemikiran utama dalam mensinergikan
pemahaman kepada anak-anak. Sehingga hal ini menjadi problem
solving bagi praktisi pendidikan dan pemerintah dalam mengembangkan
pendidikan yang utuh (Faraby, Muhammad, Ersya, 2016).

Pulau Sapudi yang memiliki lebih kurang 27 mil laut di sebelah
timur pulau Madura dengan luas: 126.686.257 Ha. Masyarakatnya
yang membawa karakter biologis dan psikologis alamiah sekaligus
warisan dari latar belakang historis kelompok etniknya, yaitu
pengalaman kultural dan warisan leluhurnya. Dengan demikian
perilaku, sikap dan nilai-nilai kemanusiannya sangat dipengaruhi
oleh budaya masyarakat setempat yang kental dengan etika keagamaan
(Bisyri, M. Hasan, 2019). Terjadinya dikotomi pendidikan juga tidak

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI INDONESIA:
MENGURAI PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI DAERAH-SERI 1

125



126

lepas dipengaruhi oleh kedangkalan pemahaman keagamaan sehingga
timbul fanatisme yang terkesan pendidikan keagamaan lebih penting
daripada pendidikan umum (Taufik, 2010).

Pada masa sekarang ini, pendekatan pendidikan agama dan
pendidikan umum berlangsung melalui proses operasional menuju
pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model yang melandasinya,
sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad saw
yang dapat menyatukan pemahaman agama dan umum. Kemudian
nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan yang berdasarkan kebutuhan
perkembangan masyarakat Pulau Sapudi dipadukan dengan pengaruh
lingkungan kultural yang ada setempat, sehingga dapat mencapai
cita-cita luhur dan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup
anak bangsa di segala aspek kehidupannya (Kutsiyah, Farahdilla,
etal., 2017).

Kondisi pendidikan agama saat ini, mendapat sorotan tajam
yang kurang menggembirakan dan dinilai menyandang “keterbelakangan”
yang semuanya bermuara pada kelemahan yang dialaminya. Kelemahan
pendidikan agama dilihat justru terjadi pada sektor utama, yaitu
pada konsep, sistem, dan kurikulumnya, yang dianggap mulai kurang
relevan dengan kemajuan peradaban umat manusia dewasa ini.
Sehingga dianggap tidak mampu menyertakan disiplin-disiplin ilmu
lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era revolusi
industri 4.0 (Dafrizal, Jamri, 2017). Hal ini mempunyai pengertian
bahwa pendidikan agama belum mampu menjawab arus perkembangan
zaman yang sangat deras, seperti timbulnya aspirasi dan idealitas
yang serba multi interest dan berdimensi nilai ganda dengan tuntutan
hidup yang sangat beragam, serta perkembangan teknologi yang
sangat pesat (Mustaqim, Muhamad, 2015).

Melihat kenyataan ini, maka pendidikan agama perlu mendapat
perhatian yang serius dalam menuntut pemberdayaan yang harus
disumbangkannya, dengan usaha menata kembali keadaannya,
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terutama yang ada di Indonesia. Kemudian pendidikan agama dan
pendidikan umum harus disinergikan atau dipadukan dengan pemahaman
yang utuh sehingga menjadi problem solving bagi kehidupan anak
bangsa kedepannya (Mustaqim, Muhamad, 2015). Keharusan ini,
tentu dengan melihat keterkaitan dan peranannya dalam usaha
pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim perlu ada
terobosan seperti perubahan model dan strategi pelaksanaannya
dalam menghadapi perubahan zaman tanpa adanya dikotomi pendidikan
yang terjadi (Taufik, 2010).

Dari itu semua yang perlu dipikirkan dalam dunia pendidikan
bagi semua pihak yaitu adanya usaha penataan kembali atau rekonstruksi
pendidikan untuk menyeimbangkan pendidikan agama dan pendidikan
umum di Indonesia pada umumnya dan di Pulau Sapudi pada khususnya.
Maka dari itu, menurut Wahab, Abdul (2013) menyatakan bahwa
diperoleh keuntungan yang majemuk yaitu seperti berikut: 1) Pendidikan
agama dan pendidikan umum sebagai sub-sistem pendidikan nasional
di Indonesia, yang akan dapat memperoleh dukungan dan pengalaman
yang positif. 2) Pendidikan agama dan pendidikan umum dapat
memberikan sumbangan dan alternatif bagi pembenahan sistem
pendidikan di Indonesia dengan ragam kekurangan, masalah, dan
kelemahannya. Dan 3) Sistem pendidikan agama dan pendidikan
yang dapat dirumuskan akan memiliki akar yang lebih kokoh dalam
realitas kehidupan kemasyarakatan.

E. Rekomendasi
Rekomendasi dari permasalahan terkait dengan dikotomi pandangan
masyarakat Pulau Sapudi terhadap pendidikan umum dan agama
pesantren yaitu:
1. Adanya perhatian dari pemerintah daerah dengan pendidikan
negeri dan swasta dalam memikirkan mensinergikan pendidikan
agama dan pendidikan sebagai upaya membentuk karakter anak
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bangsa yang tangguh dan berkualitas.

2. Menjalin komunikasi yang inten dalam bentuk diskusi interaktif
untuk memadukan kedua pemahaman pendidikan agama dan
pendidikan umum dari pihak pengasuh pondok pesantren dan
lembaga pendidikan umum baik swasta maupun negeri.

3. Perlu adanya controlling dalam pemerataan pendidikan Pulau
Sapudi agar dapat menghasil anak bangsa yang berkualitas,
inovatif, berdaya saing dan berpikir kritis.

F. Simpulan
Perpaduan pendidikan agama dan pendidikan umum harus

menjadi tren utama kedepan untuk masyarakat Pulau Sapudi sehingga
dapat membentuk dan terlahir anak bangsa yang berkarakter religius
dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, sinergi antara
pemahaman keagamaan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak
di Pulau Sepudi sehingga menjadi nilai yang utuh dan dapat memberikan
keseimbangan yang ideal. Lembaga pendidikan di lingkungan sekolah
umum didesain untuk menambahkan pemahaman keagamaan,
kemudian pondok pesantren harus ditambahkan materi umumnya,
sehingga dapat diterjemahkan ke dalam pemahaman yang utuh
dalam mengintegrasikan antara kedua pemahaman tersebut yaitu
antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan agama dan pendidikan umum sebagai sub-sistem
pendidikan nasional di Indonesia, yang akan dapat memperoleh
dukungan dan pengalaman yang positif.

2. Pendidikan agama dan pendidikan umum dapat memberikan
sumbangan dan alternatif bagi pembenahan sistem pendidikan
di Indonesia dengan ragam kekurangan, masalah, dan kelemahannya.

3. Sistem pendidikan agama dan pendidikan yang dapat dirumuskan
akan memiliki akar yang lebih kokoh dalam realitas kehidupan
kemasyarakatan.
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GLOSARIUM

Afektif: segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku,
minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam diri setiap individu.
Menurut beberapa ahli, afektif ini erat kaitannya dengan kognitif.

Agresivitas: suatu perilaku yang bertujuan untuk merusak objek dan
melukai orang lain secara fisik dan psikis, baik melalui
tindakan fisik atau verbal.

Aksesibilitas pendidikan: kemudahan yang diberikan kepada setiap
warga masyarakat untuk menggunakan kesempatannya
memasuki suatu program pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar: proporsi anak sekolah pada suatu jenjang
pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai
dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK
berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah
di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Angka Partisipasi Murni: proporsi anak sekolah pada suatu kelompok
tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan
kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK
karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.

BK: bimbingan dan konseling; proses interaksi antara konselor dengan
konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka
untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi
dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya.
Bimbingan dan Konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya
sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram
yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan
konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya.

BOS: Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana
BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai
belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah
sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan
untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis (juknis)
mengenai pengelolaan Dana BOS reguler diatur
dalam Permendikbudristek Nomor 2 tahun 2022.
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Budi pekerti: kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang. Dari
segi etimologi kata, istilah budi pekerti adalah gabungan
dari dua 2 kata yaitu budi dan pekerti. Arti kata budi sendiri
adalah sadar, nalar, pikiran atau watak. Sedangkan arti kata
pekerti adalah perilaku, perbuatan, perangai, tabiat, watak.
Yang jika disimpulkan bahwa budi pekerti merupakan
sesuatu yang berkaitan sangat erat mengenai karakter manusia
baik dalam sifat maupun perbuatan, yang dilakukan dengan
kesadaran. Sedangkan pengertian budi pekerti menurut
KBBI adalah tingkah laku, akhlak, perangai atau watak.
Dalam bahasa Arab, istilah budi pekerti sendiri disebut
dengan akhlak dan dalam bahasa Inggris disebut dengan
ethic, yang artinya adalah etika.

Daring: online; ini merupakan akronim dalam jaringan yang mana
terhubung melalui jaringan komputer, internet maupun
terhubung dengan jaringan yang lainnya. Daring ini juga
disamakan dengan keadaan dari sebuah komputer atau PC
atau perangkat yang mana bisa saling bertukar informasi
dan dihubungkan melalui internet

Education for All: suatu model pendidikan yang menekankan akan
pentingnya pendidikan bagi semua orang, baik laki-laki
maupun perempuan, orang kaya maupun orang miskin,
sehingga dalam penerapan pendidikan itu tidak ada diskriminasi.

Estetika: ilmu yang membahas bagaimana keindahan dapat terbentuk,
serta bagaimana dapat merasakannnya. Sebuah keindahan
yang sudah terbentuk tentunya harus dapat dirasakan oleh
banyak orang. Kembali menilik pada KBBI, estetika ini
juga membahas bagaimana tanggapan manusia terhadap
estetika tersebut.

Etika: ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban,
hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun
moral, pada setiap individu di dalam kehidupan
bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika
mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu
terkait benar dan salahnya.

Gaya hidup: (Bahasa Inggris: lifestyle) adalah bagian dari
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Gender:

kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah
bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah
gaya hidupnya. Istilah gaya hidup pada awalnya dibuat
oleh psikolog Austria, Alfred Adler dan Ferdinand the Bull,
pada tahun 1929. Pengertiannya yang lebih luas, sebagaimana
dipahami pada hari ini, mulai digunakan sejak 1961. Gaya
hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, kebiasaan, dan lain-
lain. Gaya hidup bisa dinilai relatif tergantung penilaian dari
orang lain. Gaya hidup juga bisa dijadikan contoh dan juga
bisa dijadikan hal tabu. Contoh gaya hidup baik: makan dan
istirahat secara teratur, makan makanan 4 sehat 5 sempurna,
dan lain-lain. Contoh gaya hidup tidak baik: berbicara tidak
sepatutnya, makan sembarangan, dan lain-lain.

berasal dari bahasa Latin, yaitu “genus”, berarti tipe atau
jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan
pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial
maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya
setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung
kepada waktu (tren) dan tempatnya. Gender ditentukan
oleh sosial dan budaya setempat sedangkan seks adalah
pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.

HOTS: Higher-Order Thinking Skill; kemampuan berpikir tingkat

yang kompleks untuk menguraikan, menyimpulkan,
menganalisis, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi lainnya
untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak memiliki
algoritma, tidak dapat diprediksi, serta hanya dapat diselesaikan
menggunakan pendekatan berbeda dari berbagai permasalahan
dan contoh yang telah ada.

Homoseksual: rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku

antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama.

Hygiene sanitation: suatu tindakan atau upaya untuk meningkatkan

kebersihan dan kesehatan melalui pemeliharaan dini setiap
individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, agar
individu terhindar dari ancaman kuman penyebab penyakit

Karakter: sekumpulan sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda

kebaikan, keutamaan dan kedewasaan moral seseorang.
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Secara etimologis, istilah karakter berasal dari bahasa latin
character, yang berarti watak, tabiat, sifat kejiwaan, budi
pekerti, kepribadian dan akhlak.

KDRT: Kekerasan dalam Rumah Tangga; a setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kenakalan remaja: juvenile delinquency; gejala patologis sosial pada
remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial.
Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang
menyimpang.

KKM: Kriteria Ketuntasan Minimal; Kriteria paling rendah untuk
menyatakan siswa mencapai kentuntasan. KKM harus
ditetapkan di awal tahun ajaran dimulai, melalui musyawarah
dewan guru pada satu sekolah.

Kompetensi: kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sesuai dengan standardisasi yang diharapkan.

Luring: luar jaringan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan
pengertian luring adalah terputus dari jejaring komputer.

Pandemi: sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua
dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara
epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan
untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara
tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu.

Perkembangan kognitif: perkembangan dari kognisi yang mempengaruhi
aliran kognitif yang juga disebut sebagai perilaku dan
tingkah laku dari seorang anak dengan didasarkan pada
kognisi. Merupakan tindakan dalam mengenal dan memikirkan
sesuatu di mana perilaku atau tingkah laku ini terjadi.

Pesantren: sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para
siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan
guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan
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mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri
tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan
masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan
keagamaan lainnya.

Prestasi akademik: istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu
pencapaian yang diperoleh dari hasil belajar seseorang dalam
jangka waktu tertentu berupa pemahaman, penerapan, daya
analisis, dan evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk angka
atau simbol tertentu melalui penilaian yang dilakukan secara
langsung oleh guru atau menggunakan tes yang dibakukan

Rehabilitasi: mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula, yang
tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal
kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.

Remaja: waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja
manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat
pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan
manusia dari anak-anak menuju dewasa.

Social distancing: Gerakan sosial dimana seseorang dianjurkan
menjaga jarak dengan orang lain, mengurangi interaksi
sosial, menghindari tempat yang ada banyak orang seperti
mall atau tempat makan

Stres: reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional (mental/
psikis) apabila ada perubahan dari lingkungan yang
mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah
bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila
berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita.
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